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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S AN

No.  174 PK/Pid .Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H    A G U N G

memer iksa  perkara  pidana  dalam  pen in jauan  kembal i  te lah  

memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  Terp idana  :

Nama    :  TRI  DJOKO MINTO NUGROHO bin  

                                   SUDIRNO HADI  

RUMEKSO .

Tempat  lah i r              :  Magelang  .

Umur /  tangga l  lah i r  :  23 November  1961/44  tahun  

.

Jen is  ke lamin     :  Lak i - lak i   .

Kebangsaan     :  Indones ia  .

Tempat  t i ngga l     :  J l .  Diponegoro  No.55  

Magelang  .

Agama    :  Is l am  .  

Peker j aan     :  Ketua  DPRD  Kota  

Magelang  .

Terdakwa t i dak  di tahan ;

Mahkamah  Agung te rsebu t  .

Membaca  sura t  dakwaan  Jaksa /Penun tu t  Umum  pada  

Kejaksaan  Neger i  Magelang  sebaga i  ber i ku t  :

PRIMAIR :

Bahwa ia  Terdakwa  Tr i  Djoko  Minto  Nugroho  bin  Sudi rno  

Hadi  Rumekso  da lam  kapas i t a snya  sebaga i  Ketua  DPRD (Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah)  Kota  Magelang   per iode /masa  

bhakt i  1999- 2004  yang  diangka t  berdasarkan  Sura t  Keputusan  

Gubernur  Jawa Tengah  Nomor  :  170/36 /2000  tangga l  5 Oktober  

2000  ten tang  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Ketua  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kota  Magelang ,  dengan  saks i  Drs .  

Sut j i p t o ,  saks i  H.M.  Pramono,  BA. ,  saks i  Let .Ko l .  Adm.  

Zulkho i r i   Af fand i  (ke t i ganya  dalam kapas i t as  sebaga i  Waki l  

Ketua  DPRD Kota  Magelang  per iode  1999- 2004 untuk  saks i  Drs .  

Sut j i p t o  dan  saks i  HM.  Pramono,  BA  berdasarkan  Sura t  

Hal .  1 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Keputusan  Gubernur  Nomor  :  170/146 /1999  tangga l  2 September  

1999  ten tang  Pengesahan  Pimpinan  DPRD Kota  Magelang  dan  

untuk  saks i  Letko l  Adm. Zulkho i r i  Af fand i  berdasarkan  Sura t  

Keputusan  Gubernur  Nomor  :  170/42 /2002  tangga l  15  Apr i l  

2002  ten tang  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Waki l  Ketua  DPRD 

Kota  Magelang) ,  saks i  Edy  Peni  dan  Saks i  Drs .  G.  Suyatno  

(keduanya  sebaga i  Ketua  dan  Waki l  Ketua  PRT berdasarkan  

Sura t  Keputusan  DPRD Kota  Magelang  Nomor  15  Tahun  1999  

tangga l  13  Oktober  1999  ten tang  Pembentukan  Pani t i a  Rumah 

Tangga DPRD Kota  Magelang  Masa Bhakt i  1999- 2004)  (ke l imanya  

dipe r i k sa  dalam  perkara  te rsend i r i ) ,  pada  bu lan  Desember  

2002 sampai  dengan  bulan  Desember  2003,  ber tempat  d i  Kanto r  

DPRD Kota  Magelang  J l .  Jend.   Sarwo  Edi  Wibowo No.  2 Kota  

Magelang  yang  masih  te rmasuk  dalam daerah  hukum Pengad i l an  

Neger i  Magelang ,  te l ah  melakukan ,  atau  tu ru t  ser ta  

melakukan  beberapa  perbuatan  secara  melawan hukum melakukan  

perbua tan  memperkaya  di r i  send i r i  atau  orang  la i n  atau  

suatu  koorporas i  yang  dapat  merug ikan  keuangan  negara  atau  

perekonomian  negara ,  perbua tan  mana  merupakan  beberapa  

perbua tan  yang  ada  hubungannya  sedemik ian  rupa  seh ingga  

harus  d ipandang  sebaga i  suatu  perbua tan  ber lan j u t ,  yang  

di l akukan  dengan cara - cara  anta ra  la i n  sebaga i  ber i ku t  :

-  Bahwa  Anggaran  DPRD (Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah)  

Kota  Magelang  TA.  2003  awalnya  se jumlah  

Rp.3 .185 .912 .000 , -  ( t i ga  mi lya r  sera tus  delapan  puluh  

l ima  ju t a  sembi lan  ra tus  dua  be las  r i bu  rup iah )  yang  

diusu l kan  oleh  Pani t i a  Rumah Tangga  (PRT)  yang  berupa  

Rencana  Anggaran   Belan ja  (RAB)  kemudian  dise tu j u i  o leh  

Pimpinan  DPRD (Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah)  Kota  

Magelang  yang  o leh  Terdakwa  dibua tkan  Sura t  Keputusan  

(SK)  Dewan  Nomor  48  tangga l  17  Desember  2002  ten tang  

Perse tu j uan  Anggaran  DPRD dan  Sekre ta r i a t  DPRD Tahun  

Anggaran  2003,  yang  akh i rnya  menjad i  RASK  (Rencana  

Anggaran  Satuan  Ker ja )  yang  mel ipu t i  beberapa  Pos  

Anggaran  ya i t u  :

BELANJA ADMINISTRASI  UMUM :  Rp.3 .185 .910 .573 , -

Hal .  2 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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A. Belan ja  Pegawai  /  Persona l i a :  

Rp.2 .460 .435 .373 , -

      1.a .   Uang Represen tase :  Rp.  

309.960 .000 , -

              -  Ketua :  Rp.  

15.120 .000 , -

              -  Waki l  Ketua :  Rp.  

40.824 .000 , -

              -  Anggota :  Rp.  

254.016 .000 , -

         b.   Uang Paket :  Rp.  

77.490 .000 , -

              -  Ketua :  Rp.  

3.780 .000 , -

              -  Waki l  Ketua  :  Rp.  

10.206 .000 , -

              -  Anggota :  RP.  

63.504 .000 , -

   c.   Tunjangan  Jabatan  bag i  Pimpinan :  Rp.  

27.972 .000 , -

              -  Ketua :  Rp.  

7.560 .000 , -

              -  Waki l  Ketua :  Rp.  

20.412 .000 , -

         d.   Tunjangan  Komis i :  Rp.  

21.924 .000 , -

              -  Ketua :  Rp.  

6.048 .000 , -

              -  Waki l  Ketua  :  Rp.  

4.536 .000 , -

              -  Sekre ta r i s :  RP.  

4.536 .000 , -

              -  Anggota :  Rp.  

6.804 .000 , -

      e.  Tunjangan  PPh Pasal  21 :  Rp.  

Hal .  3 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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90.000 .000 , -

    f .   Tunjangan  Pani t i a :  RP.  

35.957 .500 , -

              1.  Pani t i a  Anggaran :  Rp.  

6.804 .000 , -

                  -  Ketua :  Rp.  

1.134 .000 , -

                  -  Waki l  Ketua  :  Rp.  

2.268 .000 , -

                  -  Sekre ta r i s :  Rp.  

756.000 , -

                  -  Anggota :  Rp.  

2.646 .000 , -

               2.  Pani t i a  Rumah Tangga :  Rp.  

5.292 .000 , -

                  -  Ketua :  Rp.  

1.134 .000 , -

                  -  Waki l  Ketua  :  Rp.  

756.000 , -

                  -  Sekre ta r i s :  Rp.  

756.000 , -

                  -  Anggota :  Rp.  

2.646 .000 , -

              3.  Pani t i a  Khusus :  Rp.  

13.702 .500 , -

                  -  Ketua :  Rp.  

2.835 .000 , -

                  -  Waki l  Ketua  :  Rp.  

1.890 .000 , -

                  -  Sekre ta r i s :  Rp.  

1.890 .000 , -

                  -  Anggota :  Rp.  

7.087 .500 , -

              4.  Pani t i a  Musyawarah :  Rp.  

7.182 .000 , -

                  -  Ketua :  Rp.  

Hal .  4 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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1.134 .000 , -

                  -  Waki l  Ketua  :  Rp.  

2.268 .000 , -

                  -  Sekre ta r i s :  Rp.  

756.000 , -

                  -  Anggota :  Rp.  

3.024 .000 , -

               5.  Sekre ta r i s  Pembantu  PRT :  Rp.  

2.976 .000 , -

                  -  Ketua :  Rp.  

576.000 , -

                  -  Sekre ta r i s :  Rp.  

480.000 , -

                  -  Anggota :  Rp.  

1.920 .000 , -

            g.  Tunjangan  Kesehatan :  Rp.  

37.950 .473 , -

                -  Asurans i  Kesehatan :  Rp.  

7.950 .473 , -

                   + Ketua :  Rp.  

387.828 , -

                   + Waki l  Ketua :  RP.  

1.047 .135 , -

                   + Anggota :  Rp.  

6.515 .510 , -

                -  Biaya  Pemel iha raan  Kesehatan :  Rp.  

30.000 .000 , -

h.  Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an  :  Rp.  

85.500 .000 , -

i .   Tunjangan  Keluarga  dan Beras :  Rp.  

73.682 .400 , -

    -   Tunjangan  Is t r i / S uami :  Rp.  

30.996 .000 , -

       + Ketua :  Rp.  

1.512 .000 , -

                   + Waki l  Ketua :  RP.  

Hal .  5 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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4.082 .400 , -

                   + Anggota :  Rp.  

25.401 .600 , -

                 -  Tunjangan  Anak :  Rp.  

12.398 .400 , -

                   + Ketua :  Rp.  

604.800 , -

                   + Waki l  Ketua :  RP.  

1.632 .960 , -

                   + Anggota :  Rp.  

10.160 .640 . -

                 -  Tunjangan  Beras :  Rp.  

30.288 .000 , -

             j .   Tunj .  Har i  Raya Anggota  DPRD :  Rp.  

40.000 .000 , -

             k .  Tunjangan  Formkomlegda :  Rp.  

24.000 .000 , -

                 -  Ketua :  Rp.  

6.000 .000 , -

                 -  Anggota  :  Rp.  

14.400 .000 , -

                 -  Sekre ta r i s  bukan  Anggota :  Rp.  

3.600 .000 , -

             l .   Dana Penunjang  Kegia tan :  Rp.  

1.300 .000 .000 , -

                 -  Jar i ng  Asmara :  Rp.  

600.000 .000 , -

                 -  Penunjang  Kegia tan  dan Takt i s   :  Rp.  

700.000 .000 , -

        2.   Biaya  Perawatan  dan Pengobatan :  Rp.  

36.000 .000 , -

        3.   Biaya  Pengembangan SDM :  Rp.  

300.000 .000 , -

 B.   BELANJA BARANG DAN JASA :   Rp.  

155.000 .000 , -

      Biaya  Sewa Kanto r :  Rp.  

Hal .  6 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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90.000 .000 , -

      1.  Biaya  Sewa Rumah Jabatan :  Rp.  

90.000 .000 , -

          a.  Waki l  Ketua :  Rp.  

14.400 .000 , -

          b.  Anggota :  Rp.  

75.600 .000 , -

      2.  Biaya  Paka ian  Dinas :  Rp.  

65.000 .000 , -

          a.  Paka ian  Sip i l  Har ian :  Rp.  

37.500 .000 , -

          b.  Paka ian  Olah  Raga :  Rp.  

6.250 .000 , -

          c .  Paka ian  Sip i l  Resmi :  Rp.  

21.250 .000 , -

C.   BIAYA PERJALANAN DINAS :  :   Rp.  

570.475 .200 , -

     1.  Biaya  Per ja l anan  Dinas  Dalam Daerah  :  Rp.  

24.675 .200 , -

         a.  Penginapan :  Rp.  

12.377 .200 , -

         b.  Uang Saku :  Rp.  

3.080 .000 , -

         c .  Angkutan  Setempat :  Rp.  

2.090 .000 , -

         d.  Uang Makan :  Rp.  

7.128 .000 , -

     2.  Biaya  Per ja l anan  Dinas  Luar  Daerah :  Rp.  

70.800 .000 , -

         a.  Penginapan :  Rp.  

41.760 .000 , -

         b.  Uang Saku :  Rp.  

10.080 .000 , -

         c .  Angkutan  Setempat :  Rp.  

6.000 .000 , -

         d.  Uang Makan :  Rp.  

Hal .  7 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010
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12.960 .000 , -

     3.  Bantuan  Biaya  Per ja l anan  Dinas  Tetap  :  Rp.  

75.000 .000 , -

     4.  Biaya  Kunjungan  Ker ja :  Rp.  

400.000 .000 , -

- Bahwa atas  usu lan  Rencana  Anggaran  Belan ja  DPRD TA.  2003  

Kota  Magelang  o leh  PRT te rsebu t  yang  d isampaikan  oleh  

Sekre ta r i s  PRT (saks i  Rohadi )  dan  Ketua  PRT (saks i  Edy  

Peni )  kepada  Pimpinan  DPRD (Terdakwa  se laku  Ketua  DPRD 

dan  masing- masing  se laku  Waki l  Ketua  DPRD saks i  Drs .  

Sut j i p t o ,  saks i  HM.  Pramono,  BA dan  saks i  Letko l .  Adm.  

Z.  Af fand i )  sebaga imana  dalam  Sura t  PRT  yang  berupa  

Hasi l  Rapat  PRT  DPRD  Kota  Magelang  te r t angga l  16  

Desember  2002,  kemudian  RAB te rsebu t  d ise tu j u i  o leh  

Pimpinan  DPRD,  la l u  di l akukan  pembahasan  da lam  Rapat  

Par ipu rna  DPRD yang  juga  dihad i r i  o leh  saks i  Drs .  

Sut j i p t o ,  saks i  H.  M. Pramono,  BA dan saks i ,  Letko l  Adm.  

Z.  Afand i  yang  untuk  di tuangkan  menjad i  RSAK (Rencana  

Anggaran  Satuan  Ker ja ) .  Sete lah  i t u  Terdakwa  se laku  

Ketua  Dewan membuat   Sura t  Keputusan  (SK)  Dewan Nomor  :  

48  Tahun  2002  tangga l  17  Desember  2002  ten tang  

Perse tu j uan  Anggaran  DPRD dan  Sekre ta r i a t  DPRD Tahun  

Anggaran  2003.  RASK  te rsebu t  d i t e r uskan  ke  pihak  

ekseku t i f  untuk  di j ad i kan  satu  dengan  RASK  dar i  

ekseku t i f  seh ingga  menjad i  RAPBD  (Rencana  Anggaran  

Pendapatan  dan  Belan ja  Daerah) .  Selan ju t nya  RAPBD 

te rsebu t  o leh  pihak  eksekut i f  d ise rahkan  kepada  DPRD 

untuk  d i l akukan  pembahasan  dalam  Rapat  Par ipu rna  DPRD 

yang  berupa  penyampaian  RAPBD  Kota  Magelang  Tahun  

Anggaran  2003  o leh  Wal iko ta  Magelang ,  dan  sete lah  i t u  

di l akukan  pembahasan  secara  gabungan  dalam Rapat  Komis i  

dengan  pihak  Dinas  te rka i t  dan  Rapat  Anggaran  anta ra  

ekseku t i f  dan leg i s l a t i f  la l u  d ibahas  dalam Rapat  Fraks i  

dan  te rnya ta  semuanya  menyepakat i  besaran  anggaran  dalam 

RAPBD te rsebu t ,  kemudian  DPRD melakukan  Rapat  Par ipu rna  

untuk  menyetu ju i  RAPBD  te rsebu t  manjad i  APBD  Kota  

Hal .  8 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang  Tahun  Anggaran  2003  yang  d i t e t apkan  dalam 

Pera tu ran  Daerah  (Perda)  Nomor  8 Tahun  2003  ten tang  APBD 

Kota  Magelang  Tahun Anggaran  2003.

- Bahwa kemudian  besaran  APBD te rsebu t  te rmasuk  Anggaran  

DPRD  Kota  Magelang  Tahun  Anggaran  2003  mengalami  

perubahan  sebaga imana  dalam  Perubahan  APBD tahun  2003,  

yang  sebe lumnya  Rp.3 .185 .912 .000 , -  ( t i ga  mi lya r  sera tus  

delapan  puluh  l ima  ju ta  sembi l an  ra tus  dua  belas  r i bu  

rup iah )  sete lah  perubahan  APBD  menjad i  Rp.  

3.509 .912 .000 , -  ( t i ga  mi lya r  l ima  ra tus  sembi l an  ju t a  

sembi lan  ra tus  dua  be las  r i bu  rup iah )  dengan  prosedur  

pembahasan  sama  dengan  prosedur  penetapan  APBD 

sebaga imana  te rsebu t  d i  atas  ya i t u  awalnya  diusu l kan  

oleh  Pani t i a  Rumah  Tangga  (PRT)  yang  berupa  Rencara  

Anggaran  Belan ja  (RAB)  Perubahan  kemudian  dise tu j u i  o leh  

Pimpinan  DPRD  Kota  Magelang  yang  oleh  Terdakwa 

di tuangkan  dalam SK Dewan No :  25  Tahun  2003  tangga l  31  

Ju l i  2003  ten tang  Perse tu j uan  Perubahan  Anggaran  DPRD 

dan Sekre ta r i a t  DPRD T.A.  2003.

Perubahan  te rsebu t  mel ipu t i  beberapa  Pos Anggaran ,  ya i t u  

:

     a.   Pelayanan  Publ i k  :   Awalnya    Rp.   3.185 .912 .000 , -  

ber tambah   Rp.324.000 .000 , -   menjad i  

Rp.3 .509 .012 .000 , -

          1.  Belan ja  Pegawai /Persona l i a  :   Awalnya  Rp.  

2.460 .436 .000 , -  ber tambah

              Rp.324.000 .000 , -  menjad i  Rp.2 .784 .436 .000 , -

          2.  Belan ja  Tetap  Dan Tunjangan

              Pimpinan  dan  Anggota  DPRD :   Awalnya  

Rp.2 .424 .436 .000 , -  

              ber tambah  Rp.315.000 .000 , -  menjad i  

Rp.2 .739 .436 .000 , -

      b.  Dana  Penun jang  Kegia tan  :   Awalnya  

Rp.1 .300 .000 .000 , -    ber tambah  

          Rp.65.000 .000 , -  menjad i  Rp.1 .365 .000 .000 , -

          -   Penun jang  Kegia tan  dan  Takt i s  :  Awalnya   Rp.  

Hal .  9 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

700.000 .000 , -  ber tambah

              Rp.65 .000 .000 , -  menjad i  Rp.765.000 .000 , -

      c .  Biaya  Pendid i kan  Bagi  Anggota  DPRD:   Awalnya  

Rp.300.000 .000 , -      ber tambah   Rp.250.000 .000 , -  

menjad i  Rp.550.000 .000 , -

         d.  Biaya  Perawatan  dan  Pengobatan  :  Awalnya  Rp.  

36.000 .000 , -  ber tambah  

          Rp.9 .000 .000 , -  menjad i  Rp.45.000 .000 , -

- Bahwa  atas  usu l  Rencana  Anggaran  Belan ja  DPRD Kota  

Magelang  oleh  PRT  te rsebu t  yang  disampaikan  oleh  

Sekre ta r i s  Pani t i a  Rumah Tangga  (saks i  Rohadi )  dan Ketua  

Pani t i a  Rumah Tangga  (saks i  Edy  Peni )  kepada  Pimpinan  

DPRD (ya i t u  Terdakwa se laku  Ketua  DPRD dan masing- masing  

se laku  Waki l  Ketua  DPRD saks i  Drs .  Sut j i p t o ,  saks i  HM.  

Pramono,  BA  dan  Saks i  Letko l .  Adm.  Z.  Af fand i )  

sebaga imana  da lam Sura t  PRT berupa  Hasi l  Rapat  PRT DPRD 

Kota  Magelang  te r t angga l  28  Ju l i  2003.  Kemudian  RAB 

te rsebu t  d ise tu j u i  o leh  Pimpinan  DPRD la l u  di l akukan  

pembahasan  dalam Rapat  Par ipu rna  DPRD untuk  se lan ju t nya  

di tungkan  menjad i  RSAK (Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja ) .  

Sete lah  i t u  Terdakwa  se laku  Ketua  Dewan  membuat  Sura t  

Keputusan  (SK)  Dewan Nomor  :  25  Tahun  2003  tangga l  31  

Ju l i  2003  ten tang  Perse tu j uan  Perubahan  Anggaran  DPRD 

dan  Sekre ta r i a t   DPRD  Tahun   Anggaran   2003.   RASK 

te rsebu t  d i t e ruskan  ke 

pihak  eksekut i f  untuk  di j ad i kan  satu  dengan  RASK dar i  

ekseku t i f  seh ingga  menjad i  RAPBD (Rancangan  Anggaran  

Pendapatan  dan  Belan ja  Daerah) .  Selan ju t nya  RAPBD 

Perubahan  te rsebu t  o leh  p ihak  ekseku t i f  d ise rahkan  

kepada  DPRD untuk  di l akukan  pembahasan  dalam  Rapat  

Par ipu rna  DPRD yang  berupa  penyampaian  Perubahan  RAPBD 

Kota  Magelang  Tahun  Angggaran  2003  oleh  Wal iko ta  

Magelang  ;

- Sete lah  i t u  di l akukan  pembahasan  secara  gabungan  dalam 

Rapat  Komis i  dengan  pihak  Dinas  te rka i t  dan  Rapat  
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Anggaran  anta ra  eksekut i f  dan  leg i s l a t i f  la l u  dibahas  

dalam  rapa t  f raks i  dan  sete lah  semuanya  menyepakat i  

besaran  anggaran  dalam  RAPBD te rsebu t ,  kemudian  DPRD 

melakukan  Rapat  Par ipu rna  untuk  menyetu ju i  RAPBD 

Perubahan  te rsebu t  menjad i  APBD Perubahan  Kota  Magelang  

Tahun  Anggaran  2003  yang  di te t apkan  dalam  Pera tu ran  

Daerah  (Perda)  Nomor  12  Tahun  2003  tan tang  Perubahan  

APBD Kota  Magelang  Tahun Anggaran  2003.

- Bahwa  untuk   Pos  Dana  Penun jang  Kegia tan  DPRD Kota  

Magelang  tahun  2003  dengan  Kode  Reken ing  

2.01 .0001 .1 .1 . 01 .13 .2  sebaga imana  te rcan tum  da lam 

Perda  Nomor  8  Tahun  2003  ten tang  APBD Kota  Magelang  

mengalami  Perubahan  APBD  ya i t u  semula  

Rp.1 .300 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  t i ga  ra tus  ju t a  

rup iah )  menjad i  Rp.1 .365 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  t i ga  

ra tus  enam  puluh  l ima  ju t a  rup iah )  atau  naik  

Rp.65 .000 .000 , -  (enam puluh  l ima  ju ta  rup iah ) .

- Bahwa  Pendapatan  Asl i  Daerah  untuk  tahun  2003  sek i t a r  

Rp.  23,5  mi lya r  dan  tahun  2002  sek i t a r  Rp.22 ,5  mi lya r  

atau  te rmasuk  k las i f i k a s i  anta ra  Rp.20  mi lya r  sampai  

dengan  Rp.50  mi lya r ,  seh ingga  berdasarkan  Perda  Nomor  8 

Tahun  2001  ten tang  Kedudukan  Keuangan  DPRD Kota  Magelang  

Pasal  18  ayat  (2 )  :  “Besarnya  b iaya  penun jang  keg ia tan  

DPRD di t e t apkan  berdasarkan  Klas i f i k a s i  Pendapatan  Asl i  

Daerah  (PAD)  sebaga i  ber i ku t  :

    a.  s/d  d dst .

    e.  d i  atas  Rp.20,00  mi lya r  sampai  dengan  Rp.50 .00  

mi lya r  pa l i ng  rendah  Rp.400  ju ta    dan  pal i ng  t i ngg i  

sebesar  1 % maka  untuk  k las i f i k a s i  te r sebu t ,  Dana 

Penunjang  Kegia tan  seharusnya  hanya  sebesar  Rp.400  ju ta  

sampai  1%  dar i  PAD,  atau  pal i ng  t i ngg i  hanya  

Rp.400.000 .000 , -  (empat  ra tus  ju t a  rup iah ) .

- Bahwa  penun jang  keg ia tan  DPRD adalah  untuk  menunjang  

keg ia tan  DPRD  Kota  Magelang  yang  t i dak  te rduga ,  

penyed iaan  tenaga  ah l i  dan  pen ingka tan  kapas i t as  

leg i s l a t i f ,  o leh  karena  keg ia tan  pend id i kan  DPRD ada lah  
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dalam rangka  peningka tan  SDM (Sumber  Daya  Manusia )  para  

anggotanya  maka  hal  i t u  dapat  d ika takan  sebaga i  da lam 

rangka  pen ingka tan  kapas i t a s  leg i s l a t i f ,  seh ingga  

seharusnya  Pos  Pendid i kan  dimasukkan  dalam  Pos  Biaya  

Penunjang  Kegia tan ,  namun  di  s in i  usu l  yang  di l akukan  

saks i  Edy  Peni  dan  saks i  Drs .  G.  Suyatno  (Ketua  dan  

Waki l  Ketua  PRT/Pani t i a  Rumah  Tangga)  dan  te lah  

dise tu j u i  o leh  Pimpinan  DPRD (ya i t u  Terdakwa,  Saks i  Drs .  

Sut j i p t o ,  Saks i  HM.  Pramono,  BA dan  saks i  Letko l .  Adm.  

Z.  Af fand i ) ,  senga ja  untuk  t i dak  di j ad i kan  satu  

(d ip i s ah )  agar  anggaran  biaya  penun jang  keg ia tan  bisa  

menjad i  leb ih  besar ,  pemisahan  anggaran  te rsebu t  d i  

da lam  APBD Tahun  Anggaran  2003  ya i t u  untuk  anggaran  

biaya  penun jang  keg ia tan  send i r i  sebesar  

Rp.1 .300 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  t i ga  ra tus  ju t a  rup iah )  

dan  biaya  pend id i kan  Rp.300.000 .000 . -  ( t i g a  ra tus  ju t a  

rup iah )  seh ingga  se lu ruhnya  seharusnya  menjad i  

Rp.1 .600 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  enam ra tus  ju ta  rup iah ) ,  

dan  sete lah  Perubahan  APBD,  Dana  Penunjang  Kegia tan  

menjad i  Rp.1 .365 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  t i ga  ra tus  enam 

puluh  l ima  ju ta  rup iah )  dan  Dana  Pendid i kan  menjad i  

Rp.550.000 .000 , -  ( l ima  ra tus  l ima  puluh  ju ta  rup iah )  

seh ingga  jumlah  se lu ruhnya  seharusnya  menjad i  

Rp.1 .915 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  sembi lan  ra tus  l ima  

belas  ju ta  rup iah ) .

- Bahwa  ha l  te rsebu t  dapat  te r j ad i  karena  pada  saat  

penyusunan  usu l / d r a f t  Rencana  Anggaran  Belan ja  DPRD 

tahun  2003  yang  di l akukan  da lam  Rapat  Pani t i a  Rumah 

Tangga  (PRT)  pada  tangga l  16 Desember  2002 yang  dip imp in  

oleh  Saks i  Edy  Peni  dan  dihad i r i  o leh  Terdakwa,  te l ah  

diusu l kan  Dana  Penunjang  Kegia tan  sebesar  

Rp.1 .300 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  t i ga  ra tus  ju t a  rup iah ) .  

Pengusu lan  te rsebu t  d i l akukan  oleh  saks i  Drs .  G.  Suyatno  

(sebaga i  Waki l  Ketua  PRT)  yang  sebe lumnya  te lah  

dib i ca rakan  dengan  Terdakwa,  dimana  dalam rapa t  te rsebu t  

d ibahas  mengenai  usu lan /d ra f t  Rencana  Anggaran  Belan ja  
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(RAB)  DPRD dan  Sekre ta r i a t  DPRD Kota  Magelang  Tahun  

Anggaran  2003  te rmasuk  Dana  Penunjang  Kegia tan  DPRD,  

dalam  Rapat  Pani t i a  Rumah  tangga  te rsebu t  secara  

bergan t i an  saks i  Drs .  G.  Suyatno  dan  Terdakwa  

menje laskan  r i nc i an  penggunaan  dana  Penunjang  Kegia tan  

sebesar  Rp.1 .300 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  t i ga  ra tus  ju ta  

rup iah )  te rsebu t ,  padaha l  saat  i t u  Terdakwa  mengetahu i  

bahwa berdasarkan  Perda  No.  8  Tahun  2001  Dana Penunjang  

Kegia tan  yang  dipe rbo lehkan  adalah  hanya  sebesar  

Rp.400.000 .000 , -  (empat  ra tus  ju ta  rup iah )  namun 

Terdakwa  te tap  menyetu ju i  usu lan  te rsebu t  sebaga i  sa lah  

satu  Pos  Anggaran  dalam  Rencana  Anggaran  Belan ja  DPRD 

Kota  Magelang  tahun  2003  dengan  membuat  Sura t  Keputusan  

Dewan  Nomor  :  48  Tahun  2002  tangga l  17  Desember  2002  

ten tang  Perse tu j uan  Anggaran  DPRD dan  Sekre ta r i a t  DPRD 

Kota  Magelang  Tahun  Anggaran  2003.  bahwa te rnya ta   dana  

sebesar  Rp.1 .300 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  t i ga  ra tus  ju ta  

rup iah )  te rsebu t  t i dak  di r i n c i  namun  hanya  untuk  dana  

ja r i ng  asmara  (asp i r as i  masyaraka t )  Rp.600.000 .000 , -  

(enam ra tus  ju ta  rup iah )  ser ta  biaya  penun jang  keg ia tan  

dan  tak t i s  Rp.700.000 .000 , -  ( tu j uh  ra tus  ju ta  rup iah ) ,  

tanpa  di l akukan  per inc i an  sebaga imana  di ten tukan  dalam 

Pasal  16  (2)  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  105  Tahun  2000  

ya i t u  “Be lan ja  Daerah  sebaga imana  d imaksud  dalam  Pasa l  

15  ayat  (1 )  huru f  b  d i r i n c i  menuru t  organ isas i ,  fungs i  

dan  jen i s  be lan ja ” .  Dalam  rapa t  te r sebu t  secara  r i nc i  

saks i  Drs .  G.  Suyatno  menje laskan  mengenai  penggunaan  

Dana  Jar i ng  Asmara(asp i r as i  masyaraka t )  sebesar  

Rp.600.000 .000 , -  (enam  ra tus  ju ta  rup iah )  dan  b iaya  

reses  sebesar  Rp.50 .000 .000 , -  ( l ima  puluh  ju t a  rup iah ) ,  

dan  Terdakwa  menje laskan  mengenai  Dana  Penunjang  

Kegia tan  sebesar  Rp.174.000 .000 , -  (se ra tus  tu j uh  puluh  

empat  ju t a  rup iah ) ,  bantuan  f raks i  Rp.12 .000 .000 , -  (dua  

belas  ju ta  rup iah ) ,  bantuan  THR ( tun j angan  har i  raya)  

Rp.51 .000 .000 , -  ( l ima  pu luh  satu  ju ta  rup iah ) ,  bantuan  

kese jah te raan  sta f  Sekre ta r i a t  Dewan  Rp.20.000 .000 , -  
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(dua  puluh  ju ta  rup iah ) ,  bantuan  komis i  Rp.5 .040 .000 , -  

( l ima  ju t a  empat  puluh  r ibu  rup iah )  dan  Takt i s  

Rp.387.960 .000 , -  ( t i ga  ra tus  delapan  puluh  tu j uh  ju ta  

sembi lan  ra tus  enam pu luh  r i bu  rup iah ) .  Disamping  i t u  

Terdakwa  juga  te l ah  menyetu ju i  anggaran  untuk  dana  

pend id i kan  sebesar  Rp.300.000 .000 , -  ( t i g a  ra tus  ju t a  

rup iah )  sebaga imana  usu l  PRT te rsebu t  d i  atas .

- Bahwa  disamping  i t u  pada  tangga l  28  Ju l i  2003  te lah  

di l akukan  Rapat  Pani t i a  Rumah Tangga  yang  d ip imp in  oleh  

ketuanya  saks i  Edy  Peni  yang  te l ah  membicarakan  anta ra  

la i n  perubahan  untuk  Anggaran  Dana  Penunjang  Kegia tan  

yang  semula  Rp.  1.300 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  t i ga  ra tus  

ju ta  rup iah )  menjad i  Rp.1 .365 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  

t i ga  ra tus  enam puluh  l ima  ju t a  rup iah )  seh ingga  ada  

kena ikan  Rp.65.000 .000 , -  (enam puluh  l ima  ju ta  rup iah ) .  

Kemudian  di j e l a skan  oleh  saks i  Drs .  G.  Suyatno  bahwa 

dana  sebesar  i t u  untuk  bantuan  operas iona l   Pani t i a  

Rumah  Tangga  sebesar  Rp.15.000 .000 , -  ( l ima  belas  ju t a  

rup iah )  dan  tambahan  b iaya  Takt i s  Rp.50 .000 .000 , -  ( l ima  

puluh  ju t a  rup iah ) .  Usulan  te rsebu t  sebe lumnya  te l ah  

dike tahu i  dan  dise tu j u i  o leh  Pimpinan  Dewan  ( te rmasuk  

Terdakwa) ,  dengan  membuat  Sura t  Keputusan  Dewan Nomor  25  

Tahun  2003  tangga l  31  Ju l i  2003  ten tang  Perse tu j uan  

Perubahan  Anggaran  DPRD dan  Sekre ta r i a t  DPRD Tahun  

Anggaran  2003,  d isamping  i t u  Terdakwa  juga  menyetu ju i  

perubahan  Dana Pendid i kan  menjad i  Rp.550.000 .000 , -  ( l ima  

ra tus  l ima  puluh  ju t a  rup iah ) .  Bahwa  perubahan  APBD 

dengan  menambah  anggaran  te rsebu t  adalah  t i dak  sesua i  

dengan  keten tuan  Pasa l  23  (1 )  PP RI  No.105  tahun  2000  .  

Perubahan  APBD di l akukan  sehubungan  dengan :

 a.  Kebi j aksanaan  Pemer in tah  Pusat  dan  atau  Pemer in tah  

Daerah  yang  bers i f a t  s t ra t eg i s .

 b.  Penyesua ian  ak iba t  t i dak  te rcapa inya  ta rge t  

pener imaan  daerah  yang  di te t apkan .

 c .  Ter jad i nya  kebutuhan  yang  mendesak.

- Bahwa dalam  rapa t  Pani t i a  Rumah Tangga  pada  tangga l  16  
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Desember  2002  te rsebu t  d i  atas  oleh  saks i  Edy  Peni  dan  

Saks i  Drs .  Suyatno  te lah  diusu l kan  b iaya  pos- pos  

te r t en t u  tanpa  memper inc i  penggunaannya  ya i t u  biaya  

Pakaian  Dinas  yang  t i dak  ada  keten tuannya  se jumlah  

Rp.6 .250 .000 , -  (enam  ju ta  dua  ra tus  l ima  puluh  r ibu  

rup iah ) ,  b iaya  per ja l anan  d inas  yang  dobe l  se jumlah  

Rp.75 .000 .000 , -  ( tu j uh  puluh  l ima  ju ta  rup iah ) ,  b iaya  

pemel iha raan  kesehatan  yang  dobe l  se jumlah  

Rp.30 .000 .000 , -  ( t i ga  pu luh  ju ta  rup iah )  dan  sebag ian  

biaya  perawatan  dan  pengobatan  se jumlah  Rp.36 .000 .000 , -  

( t i ga  puluh  enam ju ta  rup iah )  te l ah  di l aksanakan  t i dak  

sesua i  keten tuan ,  ser ta  biaya  kun jungan  ker j a  sebesar  

Rp.400.000 .000 , -  (empat  ra tus  ju ta  rup iah )  t i dak  

di l aksanakan  sebaga imana  mest inya ,  d imana  usu lan  

te rsebu t  d i  atas  te l ah  dike tahu i  dan  d ise tu j u i  o leh  

Terdakwa dan saks i  Drs .  Sut j i p t o ,  saks i  H.M.  Pramono,  BA 

dan saks i  Letko l  Adm.  Z.  Af fand i ,  sebaga i  p impinan  Dewan 

se lan ju t nya  Terdakwa membuat  Sura t  Keputusan  Dewan Nomor  

48 Tahun 2002 tangga l  17 Desember  2002 ;

- Bahwa  untuk  Dana  Penunjang  Kegia tan  sebesar  

Rp.1 .365 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  t i ga  ra tus  enam puluh  

l ima  ju t a  rup iah )  dengan  Kode  Rekening  

2.01 .0001 .1 .1 . 01 .13 .2  te rnya ta  te rdapa t  dana  sebesar  

Rp.1 .064 .100 .000 , -  (sa tu  mi lya r  enam pu luh  empat  ju t a  

sera tus  r i bu  rup iah ) ,  yang  oleh  saks i  Edy  Peni  dan  

saks i  Drs .  G.  Suyatno  te rnya ta  t i dak  d i r i n c i  

sebaga imana  mest inya  seh ingga  t i dak  dike tahu i  untuk  

apa  sa ja  b iaya  sebesar  i t u  nant i nya  akan  d igunakan  

seh ingga  t i dak  sesua i  dengan  Pasal  16  ayat  (2 )   PP.  

Nomor  105  Tahun  2000  ya i t u  Belan ja  Daerah  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (1 )  huru f  b  d i r i n c i  

menuru t  organ i sas i ,  fungs i  dan  jen i s  be lan ja ” ,  d imana  

Terdakwa te lah  memer in tahkan  secara  l i san  dana sebesar  

i t u  kepada  Bendahara  Dewan (Saks i  Is t i a t i ,  Bsc)  dan  

Sekre ta r i s  Dewan  (Saks i  Rohadi )  agar  

dibe r i k an /d i bag i kan  kepada  semua  Anggota  Dewan 
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( te rmasuk  Terdakwa)  namun t i dak  benar - benar  digunakan  

untuk  menunjang  keg ia tan  DPRD Kota  Magelang  ya i t u  

t i dak  untuk  Kegia tan  yang  t i dak  te rduga ,   penyed iaan  

tenaga  ahl i  dan  pen ingka tan  kapas i t as  leg i s l a t i f  

sebaga imana  dimaksud  da lam  pen je lasan  Pasa l  18  (1 )  

huru f  e  Perda  No.  8  Tahun  2001  ten tang  Kedudukan  

Keuangan  DPRD Kota  Magelang ,  ya i t u  “Yang  d imaksud  

Biaya  Penunjang  Kegia tan  adalah  untuk  menunjang  

keg ia tan  DPRD yang  t i dak  te rduga  dan penyed iaan  tenaga  

ahl i  ser ta  pen ingka tan  kapas i t a  leg i s l a t i f ” ,  te tap i  

jus t r u  untuk  meningka tkan  kese jah te raan  DPRD  dan  

sekre ta r i a t  DPRD Kota  Magelang ,  yang  secara  r i nc i  

ya i t u  :

a. Untuk  keg ia tan  Penja r i ngan  Aspi ras i  Masyaraka t  (Ja r i ng  

Asmara)  dengan  dana  sebesar  Rp.600.000 .000 , -  (enam 

ra tus  ju ta  rup iah )  dan  dana  te rsebu t  te l ah  diber i kan  

kepada  se lu ruh  anggota  Dewan  te rmasuk  Terdakwa  yang  

jumlah  se lu ruhnya  sebanyak  25  (dua  puluh  l ima)  orang ,  

masing- masing  mener ima  Rp.2 .000 .000 , -  (dua  ju ta  

rup iah )  perbu lan  yang  dibe r i kan  bersamaan dengan  ga j i ,  

seh ingga  jumlah  se lu ruhnya  sebesar  Rp.2 .000 .000 , -  x  25  

x  12  =  Rp.  600.000 .000 , -  (enam  ra tus  ju t a  rup iah )  

dengan  alasan  digunakan  untuk  keg ia tan  pen ja r i ngan  

asp i ras i  masyaraka t  ( j a r i ng  asmara)  te tap i  te rnya ta  

t i dak  ada  keg ia tan  seper t i  te rsebu t ,  karena  

pen ja r i ngan  asp i ras i  masyaraka t  d i l akukan  bersamaan  

dengan  masa  reses  (se tahun  dua  ka l i ) ,  seh ingga  

pener imaan  te rsebu t  menjad i  penghas i l an  te tap  anggota  

Dewan,  padaha l  berdasarkan  Pasal  2 Perda  Nomor  8 Tahun  

2001  :  “Penghas i l an  te tap  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD 

te rd i r i  dar i  :

      a.   Uang Representas i .

      b.   Uang Paket ,

      c .   Tunjangan  Jabatan ,

      d.   Tunjangan  Komis i ,

      e.   Tunjangan  Khusus,

Hal .  16 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

      f .   Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an ”

   Anggota  Dewan  yang  mener ima  dana  sebesar  

Rp.2 .000 .000 , -  (dua  ju ta  rup iah )  set i ap  bulan  dan  

setahun  sebesar  Rp.24 .000 .000 , -  (dua  puluh  empat  ju ta  

rup iah )  te rsebu t  ya i t u  :

-   Tr i  Djoko  Minto  Nugroho

-   Drs .  Soet j i p t o

-   H.M.  Pramono,  BA

-   Letko l  Adm. Z.  Af fand i

-   Wi l l em  Ju l iw i yan to .

-   Singg ih  Pr ihono .

-   Subandr i yo .

-   Edy Peni .

-   Ny.  Sulami .

-   Sar t i no  Sast ro .  M.

-   Djoko  Mei  Budi  Utomo.

-   Ny.  Wing Mahareny .  Y.

-   Soedar to .

-   M. Ma’ fu l .

-   Maryanto .

-   Soek id i a r so .

-   Madiyono   S.

-   Sugi to .

-   Drs .  G.  Suyatno .

-   S.  Purwanto .

-   Asror i  Wahid .

-   R.  Djoko  Wit j aksono ,  SH.

-   Drs .  Bawon Sugian to .

-   Letko l .  L.  Kusdar i ah .

-   Letko l .  In f .  Saebani  (mener ima  Rp.20.000 .000 , - ) .

-   Mayor  Ar t .  Bubun.  H.  (mener ima  Rp.4 .000 .000 , - ) .

Dengan  demik ian  pember ian  dana  ja r i ng  asmara  te rsebu t  

t i dak  sesua i  dengan  Pasa l  4  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  

Nomor  105  Tahun  2000  “Penge lo l aan  Keuangan  Daerah  

di l akukan  secara  te r t i b ,  taa t  pada  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  ef i s i e n ,  efek t i f ,  

Hal .  17 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t ransparan  dan  ber tanggung- jawab  dengan  memperhat i kan  

azas  kead i l an  dan  kepatu tan ”   dan  t i dak  ada  

per tanggung  jawaban  dalam pelaksanaan  keg ia tannya .

b. Terdapat  dana  sebesar  Rp.337.500 .000 , -  ( t i ga  ra tus  

t i ga  puluh  tu j uh  ju ta  l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  yang  

dipe r t anggung  jawabkan  untuk  biaya  penun jang  keg ia tan ,  

d i  mana dana  te rsebu t  b isa   d ica i r k an  atas  per in t ah  

Terdakwa  kepada  Bendahara  Dewan (saks i  Is t i a t i ,  Bsc) ,  

namun  te rnya ta  t i dak  digunakan  untuk  penun jang  

keg ia tan  dewan   ya i t u  keg ia tan  dewan  yang  t i dak  

te rduga ,  t i dak  untuk  penyed iaan   tenaga  ahl i  dan t i dak  

untuk  pen ingka tan  kapas i t as  leg i s l a t i f  sebaga imana  

dimaksud  dalam pen je lasan  Pasa l  18  ayat  (1 )  huru f   e 

Perda  No.  8 Tahun 2001 ten tang  kedudukan  keuangan  DPRD 

Kota  Magelang  te tap i  jus t r u  dibe r i k an /d i bag i kan  kepada  

unsur  Pimpinan  ya i t u  Terdakwa  sebaga i  Ketua  Dewan dan  

semua Waki l  Ketua  Dewan (Saks i  Drs .  H.  Sut j i p t o ,  saks i  

HM.  Pramono  BA  dan  saks i  Letko l  Adm.  Zulkha i r i  

Af fand i )  ser ta  diber i kan  kepada  se lu ruh  Anggota  DPRD 

Kota  Magelang  la i nnya  yang  diber i kan  set i ap  bulan  

bersamaan dengan  pener imaan  gaj i  seh ingga  ha l  te rsebu t  

juga  t i dak  sesua i  dengan  Pasa l  2  Perda  Nomor  8  Tahun  

2001  dan  Pasa l  4 Pera tu ran  Pemer in tah  RI  No.105  Tahun  

2000  :  “Penge lo l aan  Keuangan  Daerah  di l akukan  secara  

te r t i b ,  taa t  pada  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ,  ef i s i en ,  efek t i f ,  t ransparan  dan  

ber tanggung jawab  dengan  memperhat i kan  azas  kead i l an  

dan kepatu tan ”  yang  secara  r inc i  sebaga i  ber i ku t  :

* Terdakwa  sebaga i  Ketua  Dewan  mener ima  

Rp.1 .000 .000 , -  (sa tu  ju t a  rup iah )  set i ap  bulan  jad i  

setahun  mener ima  Rp.12.000 .000 , -  (dua  belas  ju ta  

rup iah ) ,  d isamping  i t u  Terdakwa  juga  mener ima  

se jumlah  uang  yang  alasannya  untuk  keg ia tan  

penun jang   keg ia tan ,  yang  per tama  pada  tangga l  24  

Apr i l  2003  sebesar  Rp.30 .000 .000 , -  ( t i ga  puluh  ju ta  

rup iah )  kedua  pada  tangga l  30  Oktober  2003  sebesar  
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Rp.50 .000 .000 , -  ( l ima  pu luh  ju ta  rup iah )  dan ket i ga  

pada  tangga l  22  Desember  2003  sebesar  

Rp.83 .500 .000 , -  (de lapan  pu luh  t i ga  ju ta  l ima  ra tus  

r i bu  rup iah )  seh ingga  jumlah  se lu ruh  yang  di te r ima  

Terdakwa  sebesar  Rp.175.500 .000 , -  (se ra tus  tu j uh  

puluh  l ima  ju ta  l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  yang  

se jumlah  te rsebu t  te rnya ta  t i dak  untuk  penun jang  

keg ia tan  dewan  namun  untuk  keper l uan  Terdakwa  

send i r i .

* Waki l  Ketua  Dewan (saks i  Drs .  Sut j i p t o ,  HM. Pramono 

dan  Letko l  Adm.  Z.  Af fand i )  masing- masing  mener ima  

Rp.1 .000 .000 , -  jad i  setahun  Rp.12 .000 .000 , -  (  dua  

belas  ju ta  rup iah )  seh ingga  3  orang  menjad i  

Rp.36 .000 .000 , -  ( t i ga  pu luh  enam ju ta  rup iah ) .

* Anggota  Dewan  la i nnya  se jumlah  21  orang  masing-

masing  mener ima  Rp.500.000 , -  ( l ima  ra tus  r i bu  

rup iah )  set i ap  bulannya  seh ingga  setahun  

Rp.6 .000 .000 , -  (enam  ju ta  rup iah )  jad i  jumlah  

se lu ruhnya  Rp.126 .000 .000 , -  (se ra tus  dua  pu luh  enam 

ju ta  rup iah ) .

Bahwa dika renakan  pener imaan  dana  te rsebu t  d i l akukan  

set i ap  bulan  maka  hal  i t u  sebaga i  penghas i l an  te tap  

seh ingga  t i dak  sesua i  Pasal  2 Perda  No.  8 Tahun 2001 :  

“Penghas i l an  te tap  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD te rd i r i  

dar i  :

a .  Uang Representas i ,

b. Uang Paket ,

c . Tunjangan  Jabatan ,

d. Tunjangan  Komis i ,

e . Tunjangan  Khusus,

f . Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an ”

Sehingga  secara  r i nc i  para  Anggota  Dewan yang  mener ima  

bantuan  set i ap  bulan  te rsebu t  ya i t u  :

-   Tr i  Djoko  Minto  Nugroho :  

Rp.175.500 .000 , -

-   Drs .  Soet j i p t o :   Rp.  
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12.000 .000 , -

-   H.M.  Pramono,  BA :   Rp.  

12.000 .000 , -

-   Letko l .  Adm. Z.  Af fand i :  

Rp.   12.000 .000 , -

-   Wi l l em  Ju l iw i yan to :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Singg ih  Pr ihono :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Subandr i yo :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Edy Peni :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Ny.  Sula rmi :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Sar t i no  Sast ro  M. :  

Rp.     6.000 .000 , -

-   Djoko  Mei  Budi  Utomo :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Ny.  Wing Mahareny .  Y :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Soedar to :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   M. Ma’ fu l :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Maryanto :   Rp.  

6.000 .000 , -

-    Soek id i a r so  sebesar :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Madiyono   S.  sebesar :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Sugi to  sebesar  :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Drs .  G.  Suyatno  sebesar :  

Rp.     6.000 .000 , -

-   S.  Purwanto  sebesar :   Rp.  
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6.000 .000 , -

-   Asror i  Wahid  sebesar :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   R.  Djoko  Wit j aksono ,  SH.  sebesar  :  

Rp.     6.000 .000 , -

-   Drs .  Bawon Sugian to  sebesar :  

Rp.     6.000 .000 , -

-   Letko l .  L.  Kusdar i ah  sebesar :  

Rp.     6.000 .000 , -

-   Letko l  In f .  Saeban i  sebesar :  

Rp.     5.000 .000 , -

-   Mayor  Ar t  Bubun H.  sebesar :   Rp.  

1.000 .000 , -

c. Untuk  b iaya  operas iona l  Ketua  Dewan (Terdakwa)  sebesar  

Rp.  28.  600.000 , -  (dua  puluh  delapan  ju t a  enam ra tus  

r i bu  rup iah )  dengan  3 ka l i  pener imaan  ya i t u  :

      -   tangga l  5 Pebruar i  2003 sebesar :   Rp.  

17.600 .000 , -

      -   tangga l  3 Jun i  2003 sebesar :   Rp.  

6.000 .000 , -

      -   tangga l  1 Agustus  2003 sebesar :   Rp.  

5.000 .000 , -

      Yang  te lah  digunakan  o leh  Terdakwa  untuk  biaya  

operas iona l ,  padaha l  se laku  Ketua  Dewan Terdakwa te l ah  

dibe r i  dana  tak t i s  bersama- sama  dengan  Waki l  Ketua  

Dewan sebaga i  unsur  pimpinan ,  seh ingga  te r j ad i  dobe l  

anggaran .

d. Untuk  Pani t i a  Rumah Tangga  yang  d i t e r ima  oleh  saks i  

Drs .  G.  Suyatno  (Waki l  Ketua  PRT)  sebesar  

Rp.15 .000 .000 , -  ( l ima  be las  ju ta  rup iah )  pada  tangga l  

19  September  2003  padaha l  PRT  te l ah  mendapatkan  

anggaran  te rsend i r i  sebaga i  sa lah  satu  ala t  

ke lengkapan  dewan,  seh ingga  te l ah  te r j ad i  dobe l  

anggaran .

e. Untuk  bantuan  Tunjangan  Har i  Raya  tahun  2003,  

d ibe r i k an  kepada  25  orang  Anggota  Dewan   ( te rmasuk  
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Terdakwa) ,  masing- masing  sebesar  Rp.  1.500 .000 , -  (sa tu  

ju ta  l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  seh ingga  jumlah  

se lu ruhnya  sebesar  Rp.  37.500 .000 , -  ( t i ga  puluh  tu j uh  

ju ta  l ima  ra tus  r i bu  rup iah )dan  dibe r i kan  kepada  27  

orang  sta f  Sekwan,  masing- masing  sebesar  Rp.  500.000 , -  

( l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  seh ingga  ber jumlah  

Rp.13 .500 .000 , -  ( t i g a  be las  ju t a  l ima  ra tus  r i bu  

rup iah )  padaha l  untuk  bantuan  Tunjangan  Har i  Raya  

tahun  2003  te l ah  d ised iakan  alokas i  anggaran  dalam 

APBD tahun  2003  sebesar  Rp.  40.000 .000 , -  (empat  pu luh  

ju ta  rup iah )  seh ingga  te r j ad i  dobe l  anggaran .

f . Untuk  bantuan  4  f raks i  masing- masing  sebesar  Rp.  

3.000 .000 , -  ( t i ga  ju ta  rup iah )  seh ingga  ber jumlah  Rp.  

12.000 .000 , -  (dua  be las  ju ta  rup iah )  d i t e r ima  o leh  

saks i  Wil l em  Ju l iw i yan to ,  saks i  Maryono,  saks i  Drs .  

Bawon  Sugiyan to  dan  saks i  Letko l  L.  Kusdar i yah .  

Pember ian  dana  kepada  4  f raks i  te rsebu t  t i dak  ada  

dasarnya  karena  menuru t  Pasa l  36  Keputusan  DPRD Nomor  

8  Tahun  1999  disebu tkan  bahwa  ala t  ke lengkapan  DPRD 

te rd i r i  dar i  Pimpinan ,  Komis i - Komis i ,  dan  Pani t i a ,  

seh ingga  seharusnya  4  f raks i  te r sebu t  t i dak  berhak  

mendapatkan  bantuan  te rsebu t  karena  t i dak  sesua i  

dengan  Pasa l  4 Pera tu ran  Pemer in tah  No.105  Tahun 2000”  

Pengelo laan  Keuangan  Daerah  di l akukan  secara  te r t i b ,  

taa t  pada  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

ef i s i e n ,  efek t i f ,  t ransparan  dan  ber tanggung  jawab  

dengan  memperhat i kan  azas  kead i l an  dan  kepatu tan ”  dan  

Pasal  17  ayat  (3 )  UU Nomor  22  Tahun  1999  :  “DPRD 

membentuk  f raks i - f raks i  yang  bukan  merupakan  a la t  

ke lengkapan  DPRD”

g. Untuk  bantuan  kese jah te raan  kepada  27  orang  sta f  

sekwan  yang  dibe r i k an  set i ap  t r iwu l an  sebesar  Rp.  

5.000 .000 , -   seh ingga  se lama  satu  tahun  jumlahnya  

sebesar  Rp.  20.000 .000 , -  Pember ian  te rsebu t  t i dak  ada  

dasarnya  dan  te r j ad i  dobe l  anggaran ,  karena  untuk  

keg ia tan  sekwan  te l ah  ada  alokas i  anggaran  te rsend i r i  
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di  da lam APBD yang  te rcan tum  dalam  anggaran  seh ingga  

bantuan  te rsebu t  t i dak  sesua i  dengan  Pasa l  4 PP Nomor  

105  Tahun  2000  :  “Penge lo l aan  Keuangan  Daerah  

di l akukan  secara  te r t i b ,  taa t  pada  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  ef i s i e n ,  efek t i f ,  

t ransparan  dan  ber tanggung  jawab  dengan  memperhat i kan  

azas  kead i l an  dan kepatu tan ”

Secara  r i nc i  s ta f  sekre ta r i a t  yang mener ima  ya i t u  :

-   Drs .  Rohadi  sebesar :   Rp.  1.600 .000 , -

-   Drs .  Bambang Riyan toko  sebesar :   Rp.  

1.100 .000 , -

-   Ny.  NS.  Enggarwat i  S.  Sos sebesar :   Rp.     800.000 , -

-   Ny.  Indah  Dwianta r i  S.  Sos sebesar :   Rp.     800.000 , -

-   Ny.  Fi f i  Restu  Handayan i ,  SH.  sebesar :   Rp.  

800.000 , -

-   Ny.  Is t i a t i ,  Bsc.  sebesar :   Rp.  

800.000 , -

-   Samsudin  sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   Mochias in  sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   Sabar  sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   I i n  Indyas tu t i  sebesar :   Rp.  

500.000 , -

-   Sar i  Kurn ias i h ,  Amd.  sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   Dhani  Rusman sebesar  :   Rp.     500.000 , -

-   Rust i yono  sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   Soleh  Widodo sebesar :   RP.     500.000 , -

-   Daim Sukarman sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   Susi l owa t i  sebesar :   RP.     500.000 , -

-   Sard i  sebesar :   Rp.  1.100 .000 , -

-   Pr ihono  sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   Suta rman sebesar :   Rp.  1.100 .000 , -

-   Supar lan   sebesar :   Rp.  1.100 .000 , -

-   Sugiya tno  sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   Sar jo  sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   Anjar  Sutar t o  

sebesar                                 :   Rp.  
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1.100 .000 , -

-   Kabul  Laksono  sebesar :   Rp.  1.100 .000 , -

-   Dzakwan sebesar :   Rp.  1.100 .000 , -

-   M. Fauz i  sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   Andr i  Ju l i an to ,  sebesar :   Rp.     500.000 , -

- Bahwa disamping  i t u  Terdakwa Tr i  Joko  Minto  Nugroho  juga  

te l ah  menyetu ju i  Rencana  Anggaran  Belan ja  (RAB)  DPRD 

Tahun  Anggaran  2003  yang  dia j ukan  oleh  Pani t i a  Rumah 

Tangga  (saks i  Edy  Peni  dan  saks i  Rohadi )  sebaga imana  

diusu l kan  oleh  Drs .  G.  Suyatno)  untuk  menganggarkan  

biaya  Paka ian  Dinas ,  b iaya  per ja l anan  dinas  te tap ,  b iaya  

pemel iha raan  kesehatan  dan  b iaya  perawatan  dan  

pengobatan  yang  t i dak  sesua i  dengan  perun tukannya  dan  

t i dak  sesua i  keten tuan ,  anggaran  te rsebu t  ya i t u  :

1. Untuk  Pengadaan  Pakaian  Olah  Raga  sebesar  Rp.  

6.250 .000 , -  (enam  ju ta  dua  ra tus  l ima  pu luh  r i bu  

rup iah )  yang  d imasukkan  dalam  Pos  Anggaran  paka ian  

dinas  sebaga imana  te rcan tum  dalam Kode Reken ing  Nomor  

2.01 .0001 .1 .2 . 06 .03 .2 .  Terdakwa  te lah  mengeluarkan  

Sura t  Keputusan  Dewan  Nomor  48  Tahun  2002,  padaha l  

Terdakwa mengetahu i  bahwa pengusu lan  pengadaan  paka ian  

olah  raga  da lam  Pos  Pengadaan  Paka ian  Dinas  ada lah  

t i dak  sesua i  dengan  Pasa l  13  Perda  No.8  Tahun  2001  :  

“P imp inan  dan  Anggota  DPRD  Kota  Magelang  dapat  

d ised iakan  paka ian  dinas  :

a.   PSL 1 ka l i  da lam 5 tahun .

b.   PSR 1 ka l i  da lam 5 tahun .

c. PSH 2 ka l i  da lam 1 tahun .

Pakaian  Olah  raga  te rsebu t  berupa  paka ian  t ra i n i ng  

seharga  Rp.  250.000 ,00  (dua  ra tus  l ima  puluh  r ibu  

rup iah )  yang  d ibag i kan  kepada  se lu ruh  anggota  dewan 

ya i t u  :

-   Tr i  Djoko  Minto  Nugroho  

-   Drs .  Soet j i p t o  

-   H.M.  Pramono,  BA  

-   Letko l .  Adm. Z.  Af fand i  
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-   Wi l l em  Ju l iw i yan to  

-   Singg ih  Pr ihono  

-   Subandr i yo  

-   Edy Peni  

-   Ny.  Sulami  

-   Sar t i no  Sast ro  M.  

-   Djoko  Mei  Budi  Utomo  

-   Ny.  Wing Mahareny .  Y  

-   Soedar to  

-   M. Ma’ fu l  

-   Maryanto  

-   Soek id i a r so  

-   Madiyono   S  

-   Sugi to    

-   Drs .  G.  Suyatno    

-   S.  Purwanto    

-   Asror i  Wahid    

-   R.  Djoko  Wit j aksono ,  SH.    

-   Drs .  Bawon Sugian to    

-   Letko l .  L.  Kusdar i ah    

-   Mayor  Ar t  Bubun H.   

Dengan demik ian  pengusu lan  pengadaan  paka ian  o lah  raga  

yang  kemudian  dise tu j u i  o leh  Terdakwa  te rsebu t  ada lah  

t i dak  sesua i  dengan  Pasa l  4  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  

Nomor  105  Tahun  2000  :  “Penge lo l aan  Keuangan  Daerah  

di l akukan  secara  te r t i b ,  taa t  pada  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  ef i s i e n ,  efek t i f ,  

t ransparan  dan  ber tanggung  jawab  dengan  memperhat i kan  

azas  kead i l an  dan kepatu tan ”

2. Untuk  b iaya  per ja l anan  dinas  te tap  sebaga imana  dalam 

Kode Rekening  Nomor  :  2.01 .0001 .1 .3 . 01 .03 .2 .  ,  d imana  

alokas i  b iaya  per j a l anan  dinas  te tap  te rsebu t  sebesar  

Rp.  75.000 .000 , -  ( tu j uh  pu luh  l ima  ju t a  rup iah ) ,  

se lan ju t nya  Terdakwa memer in tahkan  secara  l i s an  kepada  

Bendahara  Dewan (saks i  Is t i a t i ,  Bsc)  agar  dana sebesar  

i t u  dibe r i k an  kepada  semua  anggota  dewan  ( te rmasuk  
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Terdakwa)  masing- masing  sebesar  Rp.  250.  000, -  (dua  

ra tus  l ima  puluh  r ibu  rup iah )  untuk  set i ap  bulannya  

seh ingga  hal  te r sebu t  merupakan  penghas i l an  te tap  dan  

te rnya ta  pula  ba ik  Terdakwa  maupun  anggota  dewan 

la i nnya  t i dak  melakukan  per ja l anan  dinas ,  namun dana  

te rsebu t  hanya  digunakan  untuk  keper l uan  sehar i - har i .  

Pember ian  dana  te rsebu t  menjad i  tumpang  t i nd i h  dengan  

pembayaran  kepada  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan  yang  

melakukan  per ja l anan  dinas  baik  da lam  daerah  maupun 

lua r  daerah  sebaga imana  dalam APBD DPRD Kota  Magelang  

dengan  Kode  Reken ing  2.01 .0001 .1 .3 . 01 .01 .2  dan  

2.01 .0001 .1 .3 . 01 .02 .2 . ,  d isamping  i t u  pem-ber ian  dana  

te rsebu t  juga  tumpang  t i nd i h  dengan  pembayaran  kepada  

Pimpinan  dan  Anggota  DPRD Kota  Magelang  dimana  set i ap  

bulan  te l ah  dibe r i k an  uang  paket  untuk  menghadi r i  

rapa t - rapa t  Dinas  d i   da lam  Kota  Magelang ,  dengan  

demik ian  te l ah  te r j ad i  dobe l  anggaran ,  atas  perbua tan  

te rsebu t  baik  Terdakwa  maupun  anggota  dewan  la i nnya  

te l ah  menikmat i  b iaya  per ja l anan  d inas  te tap  yang  

se lama  tahun  2003  masing- masing  sebesar  Rp.  

3.000 .000 , -  ( t i ga  ju ta  rup iah ) ,  ya i t u  :

-   Tr i  Djoko  Minto  Nugroho  

-   Drs .  Soet j i p t o  

-   H.M.  Pramono,  BA  

-   Letko l .  Adm. Z.  Af fand i  

-   Wi l l em  Ju l iw i yan to  

-   Singg ih  Pr ihono  

-   Subandr i yo  

-   Edy Peni  

-   Ny.  Sula rmi  

-   Sar t i no  Sast ro  M.  

-   Djoko  Mei  Budi  Utomo  

-   Ny.  Wing Mahareny .  Y  

-   Soedar to  

-   M. Ma’ fu l  
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-   Maryanto  

-   Soek id i a r so  

-   Madiyono   

-   Sugi to    

-   Drs .  G.  Suyatno   

-   S.  Purwanto   

-   Asror i  Wahid   

-   R.  Djoko  Wit j aksono ,  SH.    

-   Drs .  Bawon Sugian to    

-   Letko l .  L.  Kusdar i ah    

-   Letko l  In f .  Saeban i   (Rp.  2.500 .000 , - )
 

-   Mayor  Ar t  Bubun H.  (Rp.  500.000 , - )   
 

Sehingga  pengusu lan  sampai  pembagian  bantuan  te rsebu t  

t i dak  sesua i  dengan  Pasa l  4  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  

No.  105  Tahun  2000  :  “Penge lo l aan  Keuangan  Daerah  

di l akukan  secara  te r t i b ,  taa t  pada  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  ef i s i e n ,  efek t i f ,  

t ranparan  dan  ber tanggung  jawab  dengan  memperhat i kan  

azas  kead ia lan  dan kepatu tan ” .

3. Untuk  b iaya  pemel iha raan  kesehatan   dengan  alokas i  

dananya  sebesar  Rp.  30.000 .000 , -  ( t i ga  puluh  ju ta  

rup iah )  dengan  Kode  Reken ing  2.01 .0001 .1 .1 . 01 .07 .2 ,  

ya i t u  Terdakwa  te lah  membuat  Sura t  Keputusan  Dewan 

Nomor  :  48  Tahun  2002  tangga l  17  Desember  2002  dan  

saat  Perubahan  APBD  dengan  Sura t  Keputusan  Dewan 

No.25  tangga l  31  Ju l i  2003,  d i  mana dana  sebesar  Rp.  

30.000 .000 , -  ( t i ga  puluh  ju t a  rup iah ) ,  t i dak  untuk  

pemel iha raan  kesehatan  bag i  Anggota  Dewan te tap i  hanya  

dibe r i k an  kepada  se lu ruh  Anggota  Dewan  te rmasuk  

Terdakwa masing- masing  mener ima  Rp.  100.000 , -  (se ra tus  

r i bu  rup iah )  yang  dibe r i kan  set i ap  bulan ,  seh ingga  

merupakan  penghas i l an  te tap ,  d imana  pember ian  dana  

pemel iha raan  kesehatan  te rsebu t  te rnya ta  tumpang  

t i nd i h ,  dengan  pembiayaan  perawatan  dan  pengobatan  

untuk  Pimpinan  dan Anggota  Dewan Kota  Magelang  beser ta  
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ke luarganya  yang  te lah  dised iakan  alokas i  Anggaran  

biaya  perawatan  dan pengobatan  sebesar  yang  semula  RP.  

36.000 .000 , -  ( t i ga  puluh  enam ju ta  rup iah )  sete lah  

perubahan  APBD menjad i  Rp.  45.000 .000 , -  (empat  pu luh  

l ima  ju t a  rup iah )  sebaga imana  da lam  Reken ing  Nomor  

2.01 .0001 .1 .1 . 04 .05 .2  seh ingga  pember ian  biaya  

pemel iha raan  kesehatan  te rsebu t  merupakan  dobe l  

anggaran ,  d imana  Terdakwa  dan  se lu ruh  Anggota  Dewan 

masing- masing  se lama  satu  tahun  te l ah  menikmat i  Rp.  

1.200 .000 , -  (sa tu  ju ta  dua ra tus  r i bu  rup iah )  ya i t u  :

-   Tr i  Djoko  Minto  Nugroho  

-   Drs .  Soet j i p t o  

-   H.M.  Pramono,  BA  

-   Letko l .  Adm. Z.  Af fand i  

-   Wi l l em  Ju l iw i yan to  

-   Singg ih  Pr ihono  

-   Subandr i yo  

-   Edy Peni  

-   Ny.  Sulami  

-   Sar t i no  Sast ro  M.  

-   Djoko  Mei  Budi  Utomo  

-   Ny.  Wing Mahareny .  Y  

-   Soedar to  

-   M. Ma’ fu l  

-   Maryanto  

-    Soek id i a r so  

-   Madiyono   S  

-   Sugi to    

-   Drs .  G.  Suyatno    

-   S.  Purwanto    

-   Asror i  Wahid    

-   R.  Djoko  Wit j aksono ,  SH.    

-   Drs .  Bawon Sugian to    

-   Letko l .  L.  Kusdar i ah    

-   Letko l  In f .  Saeban i   (Rp.  1000.000 , - )
   

-   Mayor  Ar t  Bubun H.   (Rp.  200.000 , - )
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Pengusu lan  dan pember ian  bantuan  te rsebu t  t i dak  sesua i  

dengan  Pasa l  4  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  No.105  Tahun  

2000  :  “Penge lo l aan  Keuangan  Daerah  di l akukan  secara  

te r t i b ,  taa t  pada  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ,  ef i s i en ,  efek t i f ,  t ranparan  dan  ber tanggung  

jawab  dengan  memperhat i kan  azas  kead i l an  dan  

kepatu tan ” .

4. Untuk  biaya  perawatan  dan  pengobatan  dengan  dana  

sebesar  Rp.  45.000 .000 , -  (empat  pu luh  l ima  ju ta  

rup iah )  sebaga imana  dalam  Kode  Reken ing  

2.01 .0001 .1 .1 . 04 .05 .2  dimana  Terdakwa seharusnya  te lah  

memer in tahkan  secara  l i s an  kepada  saks i  Sut j i p t o  

se laku  Waki l  Ketua  Dewan untuk  membayarkan  biaya  rawat  

inap ,  rawat  ja l an  dan  perba i kan /penggant i an  kaca  mata  

bag i  Anggota  Dewan  apab i l a  memer lukan  biaya  untuk  

pengobatan  te rsebu t  yang  jumlahnya  mencapa i  Rp.  

11.927 .250 , -  (sebe las  ju t a  sembi lan  ra tus  dua  puluh  

tu j uh  r i bu  dua  ra tus  l ima  puluh  rup iah ) ,  bahwa  atas  

perbua tan  Terdakwa  te rsebu t  kemudian  ada  beberapa  

Anggota  Dewan yang  mencai r kan  biaya  untuk  rawat  inap ,  

rawat  ja l an  dan  perba i kan /penggan t i an  kaca  mata  yang  

seharusnya  biaya  te rsebu t  d ik l a im  (d im in takan )  ke  

asurans i  (PT.  Askes  Magelang) ,  seh ingga  penge lua ran  

biaya  te rsebu t  t i dak  sesua i  dengan  perun tukannya ,  dan  

t i dak  sesua i  dengan  Pasa l  4  Pera tu ran  Pemer in tah  

No.105  Tahun  2000  :  “  Pengelo laan  Keuangan  Daerah  

di l akukan  secara  te r t i b ,  taa t  pada  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  ef i s i e n ,  efek t i f ,  

t ransparan  dan  ber tanggung  jawab  dengan  memperhat i kan  

azas  kead i l an  dan  kepatu tan ” .  Secara  r inc i  penggunaan  

biaya  te rsebu t  d i l akukan  o leh  :

-   Drs .  H.  Soet j i p t o :  

Rp.   2.074 .350 , -

-   H.M.  Pramono,  BA :   Rp.  

2.535 .200 , -

-   Letko l .  Adm. Z.  Af fand i :  
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Rp.      214.900 , -

-   Wi l l em  Ju l iw i yan to :   Rp.  

530.000 , -

-   Singg ih  Pr ihono :   Rp.  

80.850 , -

-   Subandr i yo :   Rp.  

425.500 , -

-   Edy Peni :   Rp.  

1.572 .900 , -

-   Sar t i no  Sast ro  M. :  

Rp.            5.200 , -

-   Djoko  Mei  Budi  Utomo :   Rp.  

1.070 .800 , -   

-   Ny.  Wing Mahareny .  Y :   Rp.  

753.500 , -    

-   Soedar to :   Rp.  

33.700 , -  

-   M. Ma’ fu l :   Rp.  

309.250 , -   

-   Maryanto :   Rp.  

274.000 , -     

-   Asror i  Wahid   :   Rp.  

70.000 , -

-   Letko l .  L.  Kusdar i ah   :  

Rp.        600.000 , -  

-   Letko l  In f .  Saeban i   :   Rp.  

950.000 , -   

- Bahwa anggaran  sebesar  Rp.1 .915 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  

sembi lan  ra tus  l ima  belas  ju ta  rup iah )  te rsebu t  

te rnya ta  juga  te lah  dipe rgunakan  untuk  dana pend id i kan  

(un tuk  pos  pend id i kan )  sebesar  Rp.550.000 .000 , -  ( l ima  

ra tus  l ima  puluh  ju t a  rup iah )  dengan  kode  Rekening  

Nomor  2.01 .0001 .1 .1 . 01 .15 .2  dengan  alokas i  dana  yang  

semula  sebesar  Rp.  300.000 .000 , -  ( t i ga  ra tus  ju ta  

rup iah )  dan  sete lah  mengalami  perubahan  APBD menjad i  

Rp.  550.000 .000 , -  ( l ima  ra tus  l ima  puluh  ju ta  rup iah )  
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di  mana  dana  sebesar  i t u  digunakan  untuk  keg ia tan  

sos ia l i s a s i  perundang- undangan  sebanyak  2  (dua)  tahap  

masing- masing  d i  Hote l  Pur i  Asr i  Magelang ,  ya i t u  :

a. Bahwa  untuk  tahap  yang  ke  1  (sebe lum  perubahan  

APBD)  di l akukan  pada  tangga l  2  dan  3  Ju l i  2003  

dengan  alokas i  dana  sebesar  Rp.  300.  000.000 , -  

( t i ga  ra tus  ju ta  rup iah )  yang  digunakan  untuk  

keg ia tan  sos ia l i s a s i  perundang- undangan  ( ten tang  

Parpo l ,  Pemi lu  dsb)  d imana  semula  di rencanakan  

se lama 5 ( l ima )  dar i  tangga l   30 Jun i  2003 hingga  4 

Ju l i  2003  namun hanya  di l aksanakan  se lama  2  (dua)  

har i  tangga l  2 dan 3 Ju l i  2003  sebaga imana  te rsebu t  

d i  atas ,  namun dengan  per tanggung  jawaban  keuangan  

se lama  5  ( l ima )  har i  seh ingga  te r j ad i  manipu las i  

keuangan  ( f i k t i f ) .

Bahwa per in t ah  pelaksanaan  menjad i  2  har i  te rsebu t  

d i l akukan  oleh  Terdakwa se laku  Ketua  Dewan bersama-

sama  dengan  Waki l  Ketua  Dewan  (unsur  pimpinan)  

ya i t u  dengan  saks i  Drs .  H.  Soet j i p t o ,  H.M.  Pramono,  

BA dan Let .Ko l  Adm.  Z Af fand i  secara  l i s an  kemudian  

dibua tkan  da lam Sura t  Keputusan  (SK)  Pimpinan  Dewan 

Nomor  3  tahun  2003  tangga l  13  Jun i  2003  ten tang  

Pembentukan  Pani t i a  Sos ia l i s a s i  Pera tu ran  

Perundang- undangan  ten tang  par ta i  po l i t i k ;  Pemi lu  

anggota   DPR dan  DPRD.  Keuangan  Negara ,  Kebi j akan  

nas iona l  d i  b idang  per tanahan  dan  ketahanan  

nas iona l  dan  wawasan  kebangsaan,  dan  Sura t  

Keputusan  Pimpinan  Dewan Nomor  4 Tahun  2003  tangga l  

13  Jun i  2003  ten tang  pember ian  uang  saku  bag i  

anggota  DPRD sebaga i  peser ta  sos ia l i s a s i  pera tu ran  

perundang- undangan  ten tang  Par ta i  Pol i t i k ;  Pemi lu  

anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD;  keuangan  Negara ,  

keb i j a kan  nas iona l  d i  b idang  Per tanahan ;  ketahanan  

nas iona l  dan wawasan kebangsaan  ;

Bahwa  kedua  Sura t  Keputusan  (SK)  Pimpinan  Dewan 

te rsebu t  ber i s i  anta ra  la i n  memer in tahkan  
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pembayaran  uang  saku  bag i  peser ta  dar i  Anggota  

Dewan  te rmasuk  Terdakwa  sebesar  Rp.  6.850 .000 , -  

(enam  ju ta  de lapan  ra tus  l ima  puluh  r i bu  rup iah )  

dan  pembayaran  insen t i f  pan i t i a  (honor )  yang  

berasa l  dar i  anggota  dewan yang  besarnya  ber fa r i a s i  

sesua i  dengan  t i ngka t  jaba tan  kepan i t i a annya .  

Dengan  adanya  SK  te rsebu t  maka  te lah  dibayarkan  

untuk  uang  saku  bag i  peser ta  sos ia l i s a s i  dar i  

Anggota  Dewan dan  dibayarkan  untuk  insen t i f  Pani t i a  

sos ia l i s a s i  ba ik  dar i  ka langan  anggota  dewan maupun 

dar i  unsur  Sekre ta r i a t  Dewan.

Bahwa dengan  ke lua rnya  SK p impinan  dewan  te rsebu t  

maka  Terdakwa  te l ah  mengeluarkan  per in t ah  secara  

te r t u l i s ,  dan  SK te rsebu t  seharusnya  t i dak  dapat  

d igunakan  untuk  mengeluarkan  pembayaran ,  karena  

yang  dapat  d igunakan  sebaga i  dasar  untuk  

mengeluarkan  anggaran  ada lah  Sura t  Keputusan  

Otor i sas i  Wal iko ta  (SKO).

Bahwa  te rnya ta  is i  Sura t  Keputusan  (SK)  Pimpinan  

Dewan  te rsebu t  te l ah  ber ten tangan  dengan  Sura t  

Keputusan  (SK)  Wal iko ta  Magelang  Nomor  :  027/27 /112  

tangga l  12  Desember  2002  ten tang  Standar i sas i  

indeks  biaya  keg ia tan ,  pe laksanaan ,  pengadaan  dan  

honora r i um  tahun  2003,  yang  mengatur  ten tang  uang  

saku  dan  insen t i f  pan i t i a  (honor )  bag i  Anggota  

Dewan  d isamakan  dengan  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS)  

Golongan  IV ,  seh ingga  uang  saku  untuk  Anggota  Dewan 

hanya  sebesar  Rp.56 .000 , -  perorang  per - har i ,  

seh ingga  te l ah  te r j ad i  pembayaran  yang  leb ih  besar  

untuk  uang  saku  dan  insen t i f  pan i t i a  yang  secara  

r i nc i  ya i t u  :

1. Untuk  ke leb ihan  pembayaran  uang saku  dan insen t i f  

Pani t i a  bagi  Anggota  Dewan  te l ah  mencapa i  

se jumlah  Rp.  182.823 .000 , -  (se ra tus  delapan  puluh  

dua  ju t a   de lapan  ra tus  dua  puluh  t i ga  r i bu  

rup iah )  yang  te rd i r i  dar i  :
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-   Tr i  Djoko  Minto  Nugroho :  

Rp.   8.715 .000 , -

-   Drs .  Soet j i p t o :   Rp.  

8.465 .000 , -

-   H.M.  Pramono,  BA :   Rp.  

8.465 .000 , -

-   Letko l .  Adm. Z.  Af fand i :  

Rp.   8.465 .000 , -

-   Wi l l em  Ju l iw i yan to :   Rp.  

7.975 .000 , -

-   Singg ih  Pr ihono :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   Subandr i yo :   Rp.  

7.975 .000 , -

-   Edy Peni :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   Ny.  Sulami  :   Rp.  

6.750 .000 , -    

-   Sar t i no  Sast ro  M. :   Rp.  

6.750 .000 , -   

-   Djoko  Mei  Budi  Utomo :   Rp.  

6.750 .000 , -  

-   Ny.  Wing Mahareny .  Y :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   Soedar to :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   M. Ma’ fu l :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   Maryanto :   Rp.  

6.750 .000 , -

-    Soek id i a r so :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   Madiyono   S :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   Sugi to :   Rp.  

6.750 .000 , -
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-   Drs .  G.  Suyatno :   Rp.  

8.468 .000 , -

-   S.  Purwanto :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   Asror i  Wahid :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   R.  Djoko  Wit j aksono ,  SH.   :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   Drs .  Bawon Sugian to  :   Rp.  

7.975 .000 , -

-   Letko l .  L.  Kusdar i ah  :   Rp.  

8.320 .000 , -

-   Letko l  In f .  Saeban i  :   Rp.  

6.750 .000 , -

2. Untuk  ke leb ihan  pembayaran  insen t i f  Pani t i a  dar i  

unsur  Sekre ta r i a t  Dewan  hingga  sebesar  Rp.  

12.394 .000 , -  (dua  be las  ju t a  t i ga  ra tus  sembi lan  

puluh  empat  r i bu  rup iah )  ya i t u  te rd i r i  dar i  :

      -   Drs .  Rohadi :   Rp.  

1.472 .000 , -

      -   Drs .  Bambang Riyan toko :   Rp.  

1.225 .000 , -

-   Ny.  Ns.  Enggarwat i  S.  Sos :   Rp.  

975.000 , -

-   Ny.  Indah  Dwi  Antar i  S.Sos :   Rp.  

975.000 , -

-   Ny.  Fi f i  Restu  Handayan i ,  SH. :   Rp.  

975.000 , -

-   Ny.  Is i ya t i ,  Bsc. :   Rp.  

972.000 , -

-   Samsudin :   Rp.  

725.000 , -

-   Sabar :   Rp.     725.000 , -

-   I i n  Indyas tu t i :   Rp.  

725.000 , -

-   Sar i  Kurn ias i h ,  Amd :   Rp.  
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725.000 , -

-   Dhani  Rusman :   Rp.  

875.000 , -

-   Sholeh  Widodo :   Rp.  

725.000 , -

-   Daim Sukarman :   Rp.  

725.000 , -

-   Susi l owa t i :   Rp.  

725.000 , -

3. Juga  te r j ad i  ke leb ihan  pembayaran  bag i  unsur  

fas i l i t a t o r  h ingga  sebesar  Rp.  4.820 .000 , -  (empat  

ju ta  de lapan  ra tus  dua puluh  r i bu  rup iah )  masing-

masing  sebesar  Rp.  980.000 , -  te rd i r i  dar i  Dr .  Ar i  

Pradawat i ,  MS,  Drs .  Agus  Haryanto ,  Drs .  Fx.  

Isyan to ,  Koto t  Gutomo,  M.s i  dan  Drs .  Fx.  

Har tan to .

Sehingga  jumlah  ke leb ihan  pembayaran  baik  untuk  

pembayaran  uang  saku  maupun  untuk  insen t i f  Pani t i a  

da lam  tahap  ke  1  se lu ruhnya  mencapai  sek i t a r  Rp.  

200.037 .000 , -  (dua  ra tus  ju t a  t i ga  puluh  tu j uh  r i bu  

rup iah ) .

b. Bahwa untuk  tahap  yang  ke  I I  (se te l ah  perubahan  

APBD)  di l akukan  pada  tangga l  13  dan  14  Oktober  

2003  dengan  alokas i  dana  sebesar  Rp.  

250.000 .000 , -  (dua  ra tus  l ima  puluh  ju ta  rup iah )  

yang  digunakan  juga  untuk  keg ia tan  sos ia l i s a s i  

perundang- undangan  ( ten tang  Susduk  MPR,  DPR,  

DPRD,  Pres iden ,  Waki l  Pres iden  dsb)  yang  

sebe lumnya  di rencanakan  se lama 5 ( l ima )  har i  dar i  

tangga l  13 hingga   tangga l  16  Oktober  2003  namun 

hanya  di l aksanakan  se lama  2  (dua)  har i  ya i t u  

tangga l  13  dan  14  Oktober  2003  namun  dengan  

per tanggung  jawaban  keuangan  se lama 5 ( l ima )  har i  

seh ingga  te r j ad i  manipu las i  laporan  keuangan  

( f i k t i f ) .

Bahwa per in t ah  pelaksanaan  menjad i  2  (dua)  har i  
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te rsebu t  d i l akukan  oleh  Terdakwa  se laku  Ketua  

Dewan dengan  membuat  Sura t  Keputusan  (SK)  Dewan 

(DPRD)  Nomor  36  tangga l  3  Oktober  2003  ten tang  

Pembentukan  Pani t i a  Penye lenggara  Sosia l i s a s i  

Pera tu ran  Perundang- undangan  ten tang  Susunan  

Kedudukan  Maje l i s  Permusyawara tan  Rakyat ,  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat ,  Dewan  Perwak i l an  Daerah  dan 

Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah ,  Pemi l i han  Umum 

Pres iden  dan  Waki l  Pres iden ,  Pedoman Organ isas i  

Perangka t  Daerah,  Wewenang  Pengangkatan ,  

Pemindahan  dan Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  

dan  Nomor  SK  Dewan  37  Tahun  2003  tangga l  3 

Oktober  2003  ten tang  pember ian  uang  saku  bag i  

peser ta  sos ia l i s a s i  Pera tu ran  Perundang- undangan  

ten tang  Susunan  Kedudukan  Maje l i s  Permusyawara tan  

Rakyat ,  Dewan Perwak i l an  Rakyat ,  Dewan Perwak i l an  

Daerah  dan  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah ,  

Pemi l i han  Umum Pres iden  dan  Waki l  Pres iden ,  

Pedoman  Organ isas i  Perangkat  Daerah ,  Wewenang 

Pengangkatan ,  Pemindahan  dan  Pemberhent i an  

Pegawai  Neger i  Sip i l .

Bahwa Sura t  Keputusan  Dewan Nomor  36  Tahun  2003  

te rsebu t  ber i s i  anta ra  la i n  memer in tahkan  

pembayaran  insen t i f  Pani t i a  (honor )  yang  besarnya  

bervar i a s i  sesua i  dengan  t i ngka t  jaba tan  

kepan i t i a nnya  baik  yang  berasa l  dar i   Anggota  

Dewan maupun dar i  unsur  Sekre ta r i a t  Dewan,  sedang  

SK Dewan  Nomor  37  Tahun  2003  te rsebu t  ber i s i  

memer in tahkan  pembayaran  uang  saku  bag i  peser ta  

bag i  Anggota  Dewan  te rmasuk  Terdakwa  masing-

masing  sebesar  Rp.  5.000 .000 , -  ( l ima  ju ta  rup iah )  

dan  dar i  unsur  ekseku t i f  masing- masing   sebesar  

Rp.  250.000 , -  (dua  ra tus  l ima  puluh  r i bu  rup iah ) .

Bahwa dengan  ke lua rnya  SK te rsebu t  maka Terdakwa 

te l ah  mengeluarkan  per in t ah  secara  te r t u l i s ,  dan  

SK  te rsebu t  seharusnya  t i dak  dapat  d igunakan  
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untuk  mengeluarkan  pembayaran  karena  SK Pimpinan  

Dewan  t i dak  dapat  d igunakan  sebaga i  dasar  

penge lua ran  anggaran ,  karena  yang  dapat  d igunakan  

untuk  mengeluarkan  anggaran  ada lah  Sura t  

Keputusan  Otor i sas i  Wal iko ta  (SKO).

Bahwa  te rnya ta  is i  Sura t  Keputusan  (SK)  Dewan 

(DPRD)  te rsebu t  te l ah  ber ten tangan  dengan  Sura t  

Keputusan  (SK)  Wal iko ta  Magelang  Nomor  027/27 /112  

tangga l  12  Desember  2002  ten tang  Standar i sas i  

indeks  biaya  keg ia tan ,  pe laksanaan ,  pengadaan  dan  

honora r i um  tahun  2003,  yang  mengatur  ten tang  uang  

saku  dan  insen t i f  pan i t i a  (honor )  bag i  Anggota  

Dewan d isamakan  dengan  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS)  

Golongan  IV  seh ingga  uang  saku  untuk  Anggota  

Dewan hanya  sebesar  Rp.  56.000 , -  per - orang  per -

har i  seh ingga  te lah  te r j ad i  ke leb ihan  pembayaran  

untuk  uang saku  dan insen t i f  pan i t i a .

Yang secara  r i nc i  ya i t u  :

1.   Untuk  ke leb ihan  pembayaran  uang  saku  dan  

insen t i f  Pani t i a  bagi  Anggota  Dewan  ya i t u  

untuk  uang  saku  sebesar  Rp.  4.  900.000 , -  x  25  

orang  =  Rp.  122.000 .000 , -  (se ra tus  dua  puluh  

dua  ju t a  rup iah )  namun  ada  beberapa  Anggota  

Dewan  yang  juga  menjad i  Pani t i a  seh ingga  ada  

ke leb ihan  pembayaran  insen t i f  Pani t i a  secara  

r i nc i  ya i t u  :

-   Tr i  Djoko  Minto  Nugroho :   Rp.  

6.965 .000 , -

-   Drs .  Soet j i p t o :   Rp.  

6.615 .000 , -

-   H.M.  Pramono,  BA :   Rp.  

6.615 .000 , -

-   Letko l .  Adm. Z.  Af fand i :   Rp.  

6.615 .000 , -

-   Wi l l em  Ju l iw i yan to :   Rp.  

5.000 .000 , -
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-   Singg ih  Pr ihono :   Rp.  

4.900 .000 , -

-   Subandr i yo :   Rp.  

6.470 .000 , -

-   Edy Peni :   Rp.  

4.900 .000 , -  

-   Ny.  Sulami :   Rp.  

4.900 .000 , -     

-   Sar t i no  Sast ro  M. :   Rp.  

4.900 .000 , -     

-   Djoko  Mei  Budi  Utomo :   Rp.  

6.125 .000 , -    

-   Ny.  Wing Mahareny .  Y :   Rp.  

6.125 .000 , -

-   Soedar to :   Rp.  

4.900 .000 , -

-   M. Ma’ fu l :   Rp.  

4.900 .000 , -

-   Maryanto :   Rp.  

4.900 .000 , -

-    Soek id i a r so :   Rp.  

4.900 .000 , -

-   Madiyono   S :   Rp.  

4.900 .000 , -

-   Sugi to :   Rp.  

4.900 .000 , -

-   Drs .  G.  Suyatno :   Rp.  

6.125 .000 , -

-   S.  Purwanto :   Rp.  

4.900 .000 , -

-   Asror i  Wahid :   Rp.  

4.900 .000 , -

-   R.  Djoko  Wit j aksono ,  SH.   :  

Rp.    4.900 .000 , -

-   Drs .  Bawon Sugian to  :   Rp.  

6.618 .000 , -
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-   Letko l .  L.  Kusdar i ah  :  

Rp.     4.900 .000 , -

-   Letko l  In f .  Saeban i  :   Rp.  

4.900 .000 , -

2. Untuk  ke leb ihan  pembayaran  insen t i f  pan i t i a  

dar i  unsur  Sekre ta r i a t  Dewan  hingga  sebesar  

Rp.  13.044 .000 , -  ( t i ga  belas  ju ta  empat  pu luh  

empat  r i bu  rup iah )  yang  te rd i r i  dar i  :

           -   Drs .  Rohadi

:   Rp.  1.622 .000 , -

          -   Drs .  Bambang Riyan toko

:   Rp.  1.375 .000 , -

      -   Ny.  Ns.  Enggarwat i  S.  Sos :  

Rp.  1.125 .000 , -

      -   Ny.  Indah  Dwi  Antar i  S.Sos

:   Rp.  1.125 .000 , -

      -   Ny.  Is i ya t i ,  Bsc. :  

Rp.  1.125 .000 , -

      -   Samsudin :   Rp.  

725.000 , -

      -   Sabar :   Rp.  

725.000 , -

      -   I i n  Indyas tu t i :  

Rp.     725.000 , -

      -   Sar i  Kurn ias i h ,  Amd :  

Rp.     725.000 , -

      -   Dhani  Rusman :   Rp.  

875.000 , -

      -   Sholeh  Widodo :   Rp.  

725.000 , -

      -   Daim Sukarman :   Rp.  

725.000 , -

            -   Sus i l owa t i :  

Rp.     725.000 , -

      -   Sutarman :   Rp.  

725.000 , -

Hal .  39 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk  ke leb ihan  pembayaran  bagi  unsur  

fas i l i t a t o r  h ingga  sebesar  Rp.  3.840 .000 , -  

( t i ga  ju ta  de lapan  ra tus  empat  pu luh  r ibu  

rup iah )  masing- masing  sebesar  Rp.  980.000 , -  

te rd i r i  dar i  Dr .  Ar i  Pradawat i ,  MS,  Slamet  

Sujono ,  SH.MH,  Widadi ,  SH.  dan  Drs .  Rudi  

Apr ian to ,  Msi .

4. Untuk  ke leb ihan  pembayaran  saku  bag i  Peser ta  

sos ia l i s a s i  dar i  unsur  ekseku t i f  sebanyak  30  

orang  masing- masing  sebesar  Rp.  150.000 , -  

(se ra tus  l ima  pu luh  r i bu  rup iah )  hingga  

ber j umlah  Rp.  4.500 .000 , -  (empat  ju t a  l ima  

ra tus  r i bu  rup iah ) ,  te rd i r i  dar i  :

-   Suko Tr i cayho ,  SH.

-   Suleman.

-   Sr i  Purwant i .

-   Gundat i .

-   Gunadi .

-   Hanaf i .

-   M. Yusuf  I r i an t o .

-   Kusman Bandiyo .

-   Slamet  Sugeng.

-   Djuwak i r .

-   Musl i ch .

-   A.  Setyowat i .

-   Muryan ie .

-   Setyo  Sutoro .

-   Anwar i .

-   M. Chadiq .

-   M. Yunus.

-   Marsud i .

-   Tibyan i .

-   Muni ran .

-   Setyan to .

-   Ar i  Tosa.

-   Prayoga.
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-   Sig i t  W.

-   Djoko  Setyono .

-   Haniyad i .

-   Hamzah.

     -   Sukwatno

     -   Of  Rusmiyanto

     -  Retno  Rin i   S

Sehingga  jumlah  ke leb ihan  pembayaran  baik  

untuk  pembayaran  uang  saku  maupun  untuk  

insen t i f  Pani t i a  adalah  tahap  ke- I I  te rsebu t  

se lu ruhnya  mencapa i  sek i t a r  Rp.  158.  157.000 , -  

(se ra tus  l ima  pu luh  delapan  ju ta  sera tus  l ima  

puluh  tu j uh  r i bu  rup iah ) .

c. Bahwa  te rnya ta  pula  da lam  keg ia tan  Sosia l i s a s i  

Tahap  I  te rsebu t  d i  atas  Terdakwa  te lah  

memer in tahkan  pelaporan  keuangan  (per t anggung  

jawaban)  yang  t i dak  sesua i  ( f i k t i f )  d imana  

seharusnya  pelaporan  keuangan  di l apo rkan  keg ia tan  

sos ia l i s a s i  hanya  untuk  2  (dua)  har i  sa ja  ya i t u  

untuk  tangga l  2  dan  3  Ju l i  2003  namun  te l ah  

di l apo rkan  5  ( l ima)  har i  (un tuk  tangga l  30  Jun i  

2003  sampai  dengan  4  Ju l i  2003) ,  da lam  keg ia tan  

sos ia l i s a s i  tahap  I  te rsebu t  untuk  akomodas inya  

(ho te l )  d i l apo rkan  sebesar  Rp.  80.  800.000 , -  

(de lapan  puluh  ju ta  de lapan  ra tus  r i bu  rup iah )  

untuk  5  ( l ima)  har i  padaha l  hanya  menghabiskan  

anggaran  Rp.  16.  163.300 , -  (enam  belas  ju t a  

sera tus  enam puluh  t i ga  r i bu  t i ga  ra tus  rup iah )  

untuk  2 (dua)  har i  sa ja  seh ingga  te rdapa t  se l i s i h  

( f i k t i f )  sebesar  Rp.  64.636 .700 , -  (enam  puluh  

empat  ju ta  enam ra tus  t i ga  puluh  enam r i bu  tu j uh  

ra tus  rup iah ) ,  untuk  pembayaran  PPh  Pasa l  21 

sebesar  Rp.  30.877 .500 , -  ( t i ga  puluh  ju ta  de lapan  

ra tus  tu j uh  puluh  tu j uh  r i bu  l ima  ra tus  rup iah )  

seh ingga  dalam hal  in i  ada  s isa  keg ia tan  sebesar  

Rp.  33.759 .200 , -  ( t i ga  puluh  t i ga  ju ta  tu juh  
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ra tus  l ima  puluh  sembi l an  r ibu  dua ra tus  rup iah ) ,  

dan  uang  sebesar  i t u  oleh  Bendahara  Dewan (saks i  

Is t i a t i ,  Bsc)  te lah  dise rahkan  kepada  Terdakwa  

sebaga imana  dalam  tanda  te r ima  yang  berupa  

Laporan  Penggunaan  biaya  Pendid i kan  bulan  Ju l i  

2003  te r t angga l  Ju l i  2003.  Uang  te rsebu t  te l ah  

dipe rgunakan  untuk  kepent i ngan  Terdakwa,  seh ingga  

t i dak  dapat  d ipe r t anggung  jawabkan,  o leh  karena  

i t u  ber ten tangan  dengan  keten tuan  Pasa l  4 

Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  105  Tahun  2000  :  

“Penge lo l aan  Keuangan  Daerah  di l akukan  secara  

te r t i b ,  taa t  pada  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku ,  ef i s i en ,  efek t i f ,  t ransparan  dan  

ber tanggung  jawab  dengan  memperhat i kan  azas  

kead i l an  dan kepatu tan ” .

Bahwa  te rnya ta  pula  da lam  keg ia tan  sos ia l i s a s i  

tahap  I I  Terdakwa  te l ah  memer in tahkan  pe laporan  

keuangan  (per t anggung  jawaban)  yang  t i dak  sesua i  

( f i k t i f )  kepada  Sekwan  (saks i  Rohadi )  d imana  

seharusnya  pelaporan  keuangan  di l apo rkan  keg ia tan  

untuk  2  (dua)  har i  sa ja  bukannya  d i l apo rkan  5 

( l ima)  har i ,  ya i t u  untuk  akomodas inya  (ho te l )  

te l ah  di l apo rkan  sebesar  Rp.  68.340 .000 , -  (enam 

puluh  delapan  r ibu  t i ga  ra tus  empat  pu luh  r i bu  

rup iah )  untuk  5  ( l ima )  har i  yang  te rnya ta  hanya  

menghabiskan  anggaran  Rp.  14.  223.900 , -  (empat  

be las  ju ta  dua ra tus  dua puluh  t i ga  r i bu  sembi lan  

ra tus  rup iah )  untuk  2  (dua)  har i  sa ja  seh ingga  

te rdapa t  se l i s i h  ( f i k t i f )  sebesar  Rp.  

54.116 .100 , -  ( l ima  puluh  empat  ju ta  sera tus  enam 

belas  r i bu  sera tus  rup iah )  yang  digunakan  untuk  

pembayaran  PPh Pasal  21  sebesar  Rp.  23.527 .500 , -  

(dua  puluh  t i ga  ju ta  l ima  ra tus  dua  puluh  tu j uh  

r i bu  l ima  ra tus  rup iah ) ,  seh ingga  dalam  hal  in i  

ada  s isa  keg ia tan  sos ia l i s a s i  h ingga  sebesar  Rp.  

20.588 .600 , -  (dua  pu luh  ju t a  l ima  ra tus  delapan  
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puluh  delapan  r ibu  enam ra tus  rup iah )  dimana uang  

te rsebu t  te lah  dise rahkan  oleh  Bendahara  Dewan 

( I s t i a t i ,  B.sc )  dan  di te r ima  oleh  Terdakwa  

sebaga imana   tanda  te r ima  dalam  Laporan  

Penggugaan  b iaya  pend id i kan  bu lan  Oktober  2003  

dan  uang  te rsebu t  d igunakan  untuk  kepent i ngan  

Terdakwa send i r i  tanpa  ada per tanggung  jawabannya  

seh ingga  t i dak  sesua i  dengan  Pasal  4  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  105  Tahun  2000  :  “Penge lo l aan  

Keuangan  Daerah  di l akukan  secara  te r t i b ,  taa t  

pada  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber l aku ,  

ef i s i e n ,  efek t i f ,  t ransparan  dan  ber tanggung  

jawab  dengan  memperhat i kan  azas  kead i l an  dan  

kepatu tan ” .

Sehingga  jumlah  uang  dar i  s isa  keg ia tan  

sos ia l i s a s i  yang  digunakan  oleh  Terdakwa te rsebu t  

d i  atas  sebesar  Rp.  33.  759.200 , -  +  Rp.  

20.588 .600 , -  = Rp.  54.347 .800 , -  ( l ima  pu luh  empat  

ju ta  t i ga  ra tus  empat  pu luh  tu j uh  r i bu  delapan  

ra tus  rup iah ) .

- Bahwa  rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  (RASK)  yang  

te l ah  diusu l kan  oleh  PRT  te rdapa t  Pos  Kegia tan  

Kunjungan  Ker ja  (Kunker )  Anggota  DPRD Kota  Magelang  

ke  Banja rmas in  yang  d i l aksanakan  dar i  tangga l  25 

sampai  29  Mei  2003  sebaga imana  dalam Kode  Rekening  

2.01 .0001 .1 .3 . 01 .04 .2  dengan  alokas i  dana  sebesar  

Rp.  400.000 .  000, -  (empat  ra tus  ju ta  rup iah ) ,  d i  

mana  dana  te rsebu t  te lah  dimasukkan  da lam  Pos 

Per ja l anan  Dinas  yang  se lu ruhnya  sebesar  Rp.  

570.475 .200 , -  ( l ima  ra tus  tu j uh  puluh  ju ta  empat  

ra tus  tu j uh  puluh  l ima  r ibu  dua  ra tus  rup iah )  

dengan  Kode  Reken ing  2.01 .0001 .1 .3 . 01 . 2  dan  

te rnya ta  dana  sebesar  Rp.  400.000 .000 , -  (empat  

ra tus  ju ta  rup iah )  te rsebu t  se lu ruhnya  t i dak  dapat  

d ipe r t anggung  jawabkan  sebaga imana  mest inya  ya i t u  :

- Terdakwa  te l ah  memer in tahkan  secara  l i san  kepada  
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Bendahara  Dewan  (saks i  Is t i a t i  Bsc)  agar  

member ikan  uang  saku  kepada  Peser ta  Kunjungan  

Ker ja  (Kunker )  ke  Banja rmas in ,  untuk  Anggota  

Dewan sebesar  Rp.  5.000 .000 , -  ( l ima  ju t a  rup iah )  

dan  dar i  unsur  ekseku t i f  ser ta  dar i  Sta f  

Sekre ta r i a t  Dewan  masing- masing  sebesar  Rp.  

1.500 .000 , -  (sa tu  ju ta  l ima  ra tus  r i bu  rup iah ) .  

Bahwa te rnya ta  pember ian  uang saku  te rsebu t  t i dak  

sesua i / be r t en t angan  dengan  Sura t  Keputusan  

Wal iko ta  Nomor  027/27 /112  Tahun  2002  dimana  

Anggota  Dewan  disamakan  dengan  Pegawai  Neger i  

Sip i l  Gol  IV  ya i t u  Rp.  56.000 , -  perhar i  perorang  

seh ingga  di  s in i  te r j ad i  ke leb ihan  pembayaran  

uang  saku  yang  jumlahnya  mencapa i  

Rp.149.086 .000 , . -  (se ra tus  empat  pu luh  sembi l an  

ju ta  de lapan  pu luh  enam r i bu  rup iah )  dan  uang  

te rsebu t  t i dak  dapat  d ipe r t anggung  jawabkan,  

seh ingga  t i dak  sesua i  Pasal  4  Pera tu ran  

Pemer in tah  RI  Nomor  105   Tahun  2000  :  

“Penge lo l aan  Keuangan  Daerah  di l akukan  secara  

te r t i b ,  taa t  pada  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku ,  ef i s i en ,  efek t i f ,  t ransparan  dan  

ber tanggung  jawab  dengan  memperhat i kan  azas  

kead i l an  dan kepatu tan ” .

Peser ta  yang  mener ima  ke leb ihan  pembayaran  uang  

saku  te rsebu t  ya i t u  :

a. Dar i  unsur  Anggota  Dewan masing- masing  sete lah  

dipo tong  PPh menjad i  sebesar  Rp.  4.720 .000 , -  

(empat  ju ta  tu j uh  ra tus  dua  puluh  r ibu  rup iah )  

ya i t u  :  

       -   Tr i  Djoko  Minto  Nugroho
 

      -   Drs .  Soet j i p t o
 

      -   H.M.  Pramono,  BA
 

      -   Letko l .  Adm. Z.  Af fand i
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      -   Wil l em  Ju l iw i yan to
 

      -   Singg ih  Pr ihono
 

      -   Subandr i yo
 

      -   Edy Peni
 

      -   Ny.  Sulami
 

      -   Sar t i no  Sast ro  M.
 

      -   Djoko  Mei  Budi  Utomo
 

      -   Ny.  Wing Mahareny .  Y
 

      -   Soedar to
 

      -   M. Ma’ fu l
 

      -   Maryanto
 

      -    Soek id i a r so
 

      -   Madiyono   S
 

      -   Sugi to    

      -   Drs .  G.  Suyatno    

      -   S.  Purwanto    

      -   Asror i  Wahid    

      -   R.  Djoko  Wit j aksono ,  SH.   
 

      -   Drs .  Bawon Sugian to   
 

      -   Letko l .  L.  Kusdar i ah   
 

      -   Letko l  In f .  Saeban i       

b.  Dar i  unsur  Sekre ta r i a t  Dewan  ke leb ihan  

pembayaran  h ingga  se jumlah  Rp.  6.499 .000 , -  

(enam ju ta  empat  ra tus  sembi lan  pu luh  sembi l an  

r i bu  rup iah ) ,  masing- masing  te l ah  d ipo tong  PPh 

mener ima  :
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      -   Drs .  Rohadi :  

Rp.  1.220 .000 , -

          -   Drs .  Bambang Riantoko

:   Rp.  1.220 .000 , -

      -   Dhani  Rusman :   Rp.  

1.353 .000 , -

      -   Rust i yono :   Rp.  

1.353 .000 , -

      -   Soleh  Widodo :  

Rp.  1.353 .000 , -

c. Dar i  unsur  Eksekut i f  ke leb ihan  pembayaran  uang  

saku  hingga  se jumlah  Rp.  9.957 .000 , -  (sembi l an  

ju ta  sembi lan  ra tus  l ima  pu luh  tu juh  r ibu  

rup iah ) ,  masing- masing  sete lah  dipo tong  PPh 

mener ima  :

      -   Fahr i yan to :   Rp.  

5.000 .000 , -

-   Suren i  Adi ,  SE :   Rp.  

1.220 .000 , -

-   Suko Tr i cahyo ,  SH. :   Rp.  

1.220 .000 , -

-   Drs .  Aeni  Setyowat i :   Rp.  

1.297 .000 , -

-   Suleman :   Rp.  

1.220 .000 , -

- Bahwa di  samping  i t u  Terdakwa juga  te l ah  mener ima  

pengembal i an  uang  penja lanan  bag i  peser ta  

kun jungan  ker j a  yang  bata l  berangka t  ya i t u  Sdr .  

Fahr i yan to  dan  saks i  Suk id i a r so  sek i t a r  Rp.  

14.350 .000 , -  (empat  be las  ju ta  t i ga  ra tus  l ima  

puluh  r i bu  rup iah )  dar i  b i ro  per ja l anan  PT.  

Sat r i av i  Yogyakar t a  dan/kemudian  b iaya  te rsebu t  

d ise rahkan  dan  di te r ima  ser ta  dipe rgunakan  untuk  

keper l uan  Terdakwa  send i r i  tanpa  dapat  

d ipe r t anggung  jawabkan,  seh ingga  t i dak  sesua i  

dengan  keten tuan  Pasa l  4  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  
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Nomor  105  Tahun  2000  :  “Penge lo l aan  Keuangan  

Daerah  d i l akukan  secara  te r t i b ,  taa t  pada  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

ef i s i e n ,  efek t i f ,  t ransparan  dan  ber tanggung  

jawab  dengan  memperhat i kan  azas  kead i l an  dan  

kepatu tan ” .

- Bahwa dengan  demik ian  pihak- pihak  yang  menikmat i  

b iaya /dana  sebaga imana  te rsebu t  d i  atas  yang  

secara  r i nc i  ya i t u  :

a.   Dar i  Anggota  DPRD ya i t u  :

-   Tr i  Djoko  Minto  Nugroho  sebesar :  

Rp.308.797 .800 , -  

-   Drs .  Soet j i p t o  sebesar :   Rp.  

63.824 .350 , - -   H.M.  Pramono,  BA sebesar

:   Rp.   64.285 .300 , -     

-   Letko l .  Adm. Z.  Af fand i  sebesar :   Rp.  

61.964 .900 , - -   Wi l l em  Ju l iw i yan to  sebesar

:   Rp.   57.175 .000 , -      -   Singg ih  

Pr ihono  sebesar   :   Rp.  

52.400 .850 , -  

-   Subandr i yo  sebesar :   Rp.  

55.540 .500 , -  -   Edy Peni  sebesar

:   Rp.   53.892 .900 , -       -   Ny.  Sulami  

sebesar :   Rp.   52.320 .000 , -  

      -   Sar t i no  Sast ro  M. sebesar :  

Rp.   52.415 .200 , -  

      -   Djoko  Mei  Budi  Utomo sebesar :  

Rp.   54.952 .800 , -

-   Ny.  Wing Mahareny .  Y sebesar :   Rp.  

54.298 .500 , -        Soedar to  sebesar

:   Rp.   52.353 .700 , -      -   M. 

Ma’ fu l  sebesar    :   Rp.  

52.629 .250 , - -   Maryanto  sebesar

:   Rp.   52.594 .000 , -       -   Soek id i a r so  

sebesar :   Rp.   52.600 .000 , -  

-   Madiyono  S sebesar :   Rp.  
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55.320 .000 , -      -   Sugi to  sebesar

:   Rp.   52.320 .000 , -  -   Drs .  G.  Suyatno  

sebesar :   Rp.   70.263 .000 , - -   S.  

Purwanto  sebesar :   Rp.  

52.320 .000 , -     -   Asror i  Wahid  sebesar

:   Rp.   52.390 .000 , -      -   R.  Djoko  

Wit jaksono ,  SH.  sebesar :   Rp.  

52.320 .000 , -   -   Drs .  Bawon Sugian to  sebesar

:   Rp.   58.263 .000 , - -   Letko l .  L.  

Kusdar iah  sebesar :   Rp.   57.490 .000 , -  

-   Letko l  In f .  Saeban i   sebesar :  

Rp.   46.070 .000 , -    -   Mayor  Ar t  Bubun H.  

sebesar :   Rp.     7.200 .000 ,

b.    Dar i  Sta f  Sekre ta r i a t ,  ya i t u  :

      1.  Drs .  Rohadi  sebesar :  

Rp.     6.414 .000 , -

      2.  Drs .  Bambang Riyan toko  sebesar :  

Rp.     5.420 .000 , -

      3.  Ny.  NS Enggarwat i  S.Sos  sebesar :  

Rp.     3.400 .000 , -

      4.  Ny.  Indah  Dwianta r i  S.Sos  sebesar :  

Rp.     3.400 .000 , -

      5.  Ny.  Fi f i  Restu  Handayan i ,  SH.  sebesar

:   Rp.     2.275 .000 , -

      6.  Ny.  Is t i a t i ,  Bsc sebesar :  

Rp.     3.394 .000 , -

      7.   Samsudin  sebesar :  

Rp.     2.450 .000 , -

      8.   Mochias in  sebesar :  

Rp.     1.000 .000 , -

9.   Sabar  sebesar :   Rp.  

2.450 .000 , -

    10.   I i n  Indyas tu t i  sebesar :  

Rp.     2.450 .000 , -

11.  Sar i  Kurn ias i h ,  Amd sebesar :   Rp.  

2.450 .000 , -

Hal .  48 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12.  Dhani  Rusman sebesar :   Rp.  

3.953 .000 , -

    13.   Rust i yono  sebesar :  

Rp.     2.353 .000 , -

    14.   Soleh  Widodo sebesar :   Rp.  

3.803 .000 , -

    15.   Daim Sukarman sebesar :  

Rp.     2.450 .000 , -

    16.  Susi l owa t i  sebesar :  

Rp.     2.450 .000 , -

    17.  Sard i  sebesar :  

Rp.     1.600 .000 , -

    18.  Pr ihono  sebesar :   Rp.  

1.000 .000 , -

    19.  Sutarman sebesar :   Rp.  

2.325 .000 , -

    20.  Supar lan  sebesar :   Rp.  

1.600 .000 , -

    21.  Sugiya tno  sebesar :  

Rp.     1.000 .000 , -

    22.  Sar jo  sebesar :  

Rp.     1.000 .000 , -

    23.  Anja r  Sutar t o  sebesar :   Rp.  

1.600 .000 , -

    24.  Kabul  Laksono  sebesar :   Rp.  

1.600 .000 , -

    25.  Dzakwan sebesar :   Rp.  

1.600 .000 , -

    26.  M. Fauz i  sebesar :   Rp.  

1.000 .000 , -

    27.  Andi  Ju l i an to  sebesar :   Rp.  

1.000 .000 , -

c.  Dar i  fas i l i t a t o r ,  ya i t u  :

      1.   Dr .  Ar i  Pradawat i ,  MS sebesar :  

Rp.     1.960 .000 , -

      2.   Drs .  Agus Har i yan to  sebesar :  

Hal .  49 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.        980.000 , -

      3.   Drs .  FX.  Isyan to  sebesar :  

Rp.        980.000 , -

      4.   Koto t  Gutomo,  SE. ,  Msi .  sebesar  

:   Rp.        980.000 , -

      5.   Drs ,  FX Har tan to  sebesar :  

Rp.        980.000 , -

      6.   Slamet  Sudjono ,  SH.  MH. sebesar :  

Rp.        980.000 , -

      7.   Widad i ,  SH.  sebesar :   Rp.  

980.000 , -

      8.   Drs .  Rudi  Apr ian to ,  Msi  sebesar

:   Rp.        900.000 , -

d.  Dar i  Eksekut i f ,  ya i t u  :

       1.   H.  Fahr i yan to  sebesar :  

Rp.     5.000 .000 , -

       2.   Suren i  Adi ,  SE.  sebesar  :  

Rp.     1.220 .000 , -

       3.   Suko Tr i  Cahyo,  SH.  sebesar :  

Rp.     1.370 .000 , -

       4.   Dra.  Aeni  Setyowat i  sebesar  :  

Rp.     1.297 .000 , -

       5.   Soeleman sebesar :  

Rp.     1.370 .000 , -

             6.   Sr i  Purwant i  sebesar :  

Rp.        150.000 , -

             7.   Gundat i  sebesar  

:   Rp.        150.000 , -

       8.   Gunadi  sebesar :   Rp.  

150.000 , -

       9.   Hanaf i  sebesar :   Rp.  

150.000 , - 10.   M. Yusuf  I r i ana to  sebesar

:   Rp.        150.000 , -

     11.   Kusman Bandiyo  sebesar :   Rp.  

150.000 , -

     12.   Slamet  Sugeng sebesar :   Rp.  
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150.000 , -

     13.   Djuwak i r  sebesar :   Rp.  

150.000 , -

     14.   Musl i ch  sebesar :  

Rp.        150.000 , -

           15.   A.  Setyowat i  sebesar :  

Rp.        150.000 , -

           16.   Muryan ie  sebesar :  

Rp.        150.000 , -

     17.   Setyo  Sutoro  sebesar :  

Rp.        150.000 , -

18.   Anwar i  sebesar :   Rp.  

150.000 , -

19.   M. Chadiq  sebesar :   Rp.  

150.000 , -

20.   M. Yunus sebesar :   Rp.  

150.000 , -

21.   Marsud i  sebesar :   Rp.  

150.000 , -

22.   Tibyan i  sebesar :   Rp.  

150.000 , -

23.   Muni ran ,  sebesar :   Rp.  

150.000 , -

                           24.   Set i yan to  sebesar

:   Rp.        150.000 , -

                           25.   Ar i  Tosa sebesar

:   Rp.        150.000 , -

                           26.   Prayoga  sebesar

:   Rp.        150.000 , -

                           27.   Sig i t  W sebesar

:   Rp.        150.000 , -

                           28.   Joko  Set iono  sebesar

:   Rp.        150.000 , -

                           29.   Haniyad i  sebesar

:   Rp.        150.000 , -

                           30.   Hamzah K.  sebesar
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:   Rp.        150.000 , -       31.  Sukwatno  

sebesar  :   Rp.        150.000 , -  

32.  Of Roesmianto  sebesar :   Rp.  

150.000 , -       33.  Retno  Rin i  S sebesar

:   Rp.        150.000 , -

e.  Dar i  Pihak  la i n  (B i ro  Per ja l anan )  sebesar  

Rp.14 .350 .000 , -  yang  kemudian  biaya  te rsebu t  

d ibe r i k an  kepada  Terdakwa.

- Bahwa dar i  beberapa  perbua tan  Terdakwa  te rsebu t  

d i  atas  maka  te l ah  merug ikan  keuangan  Negara  

dalam  hal  in i  Pemer in tah  kota  Magelang  hingga  

sebesar  Rp.1 .748 .905 .050 , -  (sa tu  mi lya r  tu j uh  

ra tus  empat  pu luh  delapan  r ibu  sembi lan  ra tus  

l ima  r ibu  l ima  puluh  rup iah )  atau  set i dak -

t i daknya  sek i t a r  jumlah  te rsebu t ,  ha l  te rsebu t  

sebaga imana  Laporan  Hasi l  Perh i t ungan  Kerug ian  

Keuangan  Negara /Daerah  atas  Anggaran  Belan ja  DPRD 

Kota  Magelang  Tahun  Anggaran  2003  te r t angga l  29 

Nopember  2005 dar i  BPKP Prov ins i  Jawa Tengah dar i  

jumlah  te rsebu t  Terdakwa te l ah  menikmat i  se jumlah  

Rp.  308.797 .800 , -  ( t i g a  ra tus  delapan  ju ta  tu juh  

ra tus  sembi lan  puluh  tu juh  r i bu  delapan  ra tus  

rup iah )  atau  sek i t a r  jumlah  te rsebu t .

Perbuatan  Terdakwa  sebaga imana  dia tu r  dan  d iancam 

Pidana  dalam  Pasa l  2  ayat  (1 )  jo .  Pasal  18  UU Nomor  31  

Tahun  1999  sebaga imana  te l ah  diubah  dan  di tambah  dengan  UU 

Nomor  20  Tahun  2001  ten tang  Perubahan  atas  UU Nomor  31  

Tahun  1999  ten tang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korups i  jo .  

Pasal  55 ayat  (1 )  ke- 1 jo  Pasa l  64 (1 )  KUHP.

SUBSIDER :

Bahwa ia  Terdakwa  Tr i  Djoko  Minto  Nugroho  bin  Sudikno  

Hadi  Rumekso  da lam  kapas i t asnya  se laku  Ketua  DPRD (Dewan 

Perkawi l an  Rakyat  Daerah)  Kota  Magelang   per iode /masa  

bhakt i  1999- 2004  yang  diangka t  berdasarkan  Sura t  Keputusan  

Gubernur  Jawa Tengah  Nomor  :  170/36 /2000  tangga l  5 Oktober  

2000  ten tang  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Ketua  Dewan 
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Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kota  Magelang ,  dengan  saks i  Drs .  

Sut j i p t o ,  saks i  H.M.  Pramono,  BA. ,  saks i  Let .Ko l .  Adm.  

Zulkho i r i   Af fand i  (ke t i ganya  dalam kapas i t as  sebaga i  Waki l  

Ketua  DPRD Kota  Magelang  per iode  1999- 2004 untuk  saks i  Drs .  

Sut j i p t o  dan  HM.  Pramono,  BA berdasarkan  Sura t  keputusan  

Gubernur  Nomor  :  170/146 /1999  tangga l  2  September  1999  

ten tang  Pengesahan  Pimpinan  DPRD Kota  Magelang  dan  untuk  

saks i  Letko l  Zulkho i r i  Af fand i  berdasarkan  Sura t  Keputusan  

Gubernur  Nomor  :  170/42 /2002  tangga l  15 Apr i l  2002  ten tang  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Waki l  Ketua  DPRD  Kota  

Magelang) ,  saks i  Edy  Peni  dan  saks i  Drs .  G.  Suyatno  

(keduanya  sebaga i  Ketua  dan  Waki l  Ketua  PRT berdasarkan  

Sura t  Keputusan  DPRD Kota  Magelang  Nomor  15  Tahun  1999  

tangga l  13  Oktober  1999  ten tang  Pembentukan  Pani t i a  Rumah 

Tangga DPRD Kota  Magelang  Masa Bhakt i  1999- 2004)  (ke l imanya  

dipe r i k sa  dalam  perkara  te rsend i r i ) ,  pada  bu lan  Desember  

2002 sampai  dengan  bulan  Desember  2003,  ber tempat  d i  Kanto r  

DPRD Kota  Magelang  J l .  Jend.   Sarwo  Edi  Wibowo No.2  Kota  

Magelang  yang  masih  te rmasuk  dalam daerah  hukum Pengad i l an  

Neger i  Magelang ,  te l ah  melakukan ,  atau  tu ru t  ser ta  

melakukan  dengan  tu juan  menguntungkan  d i r i  send i r i  atau  

orang  la i n  atau  suatu  koorporas i ,  menyalah  gunakan  

kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  

jaba tan  atau  kedudukan  yang  dapat  merug ikan  keuangan  negara  

atau  perekonomian  negara ,  perbua tan  mana merupakan  beberapa  

perbua tan  yang  ada  hubungannya  sedemik ian  rupa  seh ingga  

harus  dipandang  sebaga i  satu  perbua tan  ber lan j u t ,   yang  

di l akukan  dengan cara - cara  anta ra  la i n  sebaga i  ber i ku t  :

-  Bahwa  berdasarkan  Keputusan  Dewan  Nomor  8  Tahun  1999  

ten tang  Pera tu ran  Tata  Ter t i b  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kota  Magelang  dalam Pasal  4 disebu tkan  :

      (1 )  DPRD mempunyai  tugas  dan wewenang :  a s/d  d dst .

      e.   Melaksanakan  Pengawasan te rhadap  :

1.  Pelaksanaan  Pera tu ran  Daerah  dan  Pera tu ran  

Perundang- Undangan la i nnya .

2.   Pelaksanaan  Keputusan  Wal iko ta .
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3.   Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belan ja  

Daerah.

4.  Pelaksanaan  Kebi j akan  Pemer in tah  Darah  yang  

disesua i kan  dengan Pola  dasar  Pembangunan Daerah  ;

5.   Pelaksanaan  Ker jasama In te rnas iona l  d i  daerah  ;

-  Bahwa alokas i  dana  untuk  DPRD kota  Magelang  untuk  Tahun  

Anggaran  2003  ada lah  sebesar  Rp.  3.185 .912 .000 , -  ( t i ga  

mi lya r  sera tus  delapan  puluh  l ima  ju ta  sembi l an  ra tus  

dua  belas  r i bu  rup iah )  dan  sete lah  ada  perubahan  APBD 

menjad i  sebesar  Rp.  3.509 .912 .000 ,0  ( t i ga  mi lya r  l ima  

ra tus  sembi lan  ju t a  sembi l an  ra tus  dua  belas  r i bu  

rup iah ) .

- Bahwa  atas  tugas  dan  wewenang  yang  dimi l i k i  Terdakwa  

baik  sebaga i  Ketua  DPRD Kota  Magelang  ataupun  bagian  

dar i  DPRD Kota  Magelang  yang  seka l i gus  merupakan  unsur  

Pimpinan  DPRD Kota  Magelang  te rnya ta  t i dak  melaksanakan  

tugas  dan  wewenang  te rsebu t  dengan  t i dak  melakukan  

Pengawasan  khususnya  te rhadap  Pelaksanaan  Pera tu ran  

Daerah  dan  Pera tu ran  Perundang- undangan  la i nnya ,  

Pelaksanaan  Keputusan  Wal iko ta  dan  Pelaksanaan  Anggaran  

Pendapatan  dan  Belan ja  Daerah .  Namun te rnya ta  Terdakwa  

jus t r u  melanggar  Pera tu ran  Daerah,  Keputusan  Wal iko ta  

dan Peny impangan  Pelaksanaan  APBD.

- bahwa  peny impangan- peny impangan  yang  d i l akukan  oleh  

Terdakwa  se laku  Ketua  DRPD dimula i  dengan  mengiku t i  

keg ia tan  atau  rapa t - rapa t  yang  di l akukan  o leh  Pani t i a  

Rumah  Tangga  (PRT)  da lam  membahas  usu lan  Rencana  

Anggaran  Belan ja  (RAB)  DPRD dan  semest inya  Terdakwa  

hanya  menunggu has i l  rapa t  yang  di l akukan  o leh  PRT untuk  

se lan ju t nya  di l akukan  pembahasan  pada  t i ngka t  Par ipu rna ,  

namun pada  kenya taannya  Terdakwa ser i ng  hadi r  dan angkat  

b ica ra  da lam  rapa t - rapa t  yang  di l akukan  o leh  PRT dalam 

membahas  RAB te rsebu t  khususnya  dalam  membahas  Dana 

Penunjang  Kegia tan  DPRD hal  te rsebu t  sebaga imana  rapa t  

PRT  yang  d ip imp in  saks i  Edy  Peni  pada  tangga l  16  

Desember  2002  dimana  Terdakwa  bersama  Drs .G.Suya tno  
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te l ah  meje laskan  Penggunaan  Dana  Penun jang  Kegia tan  

hingga  sebesar  Rp.  1.300 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  t i ga  

ra tus  ju ta  rup iah ) ,  beg i t u  pu la  pada  rapa t  PRT yang  

dip imp in  Edy  Peni  yang  membahas  perubahan  APBD Kota  

Megelang  khususnya  dalam  Pos  Dana  Penunjang  Kegia tan  

Terdakwa  bersama  Drs .  G.  Suyatno  menje laskan  kena ikan  

Dana  Penun jang  Kegia tan  sebesar  Rp.  65.000 .000 , -  (enam 

puluh  l ima  ju ta  rup iah )  seh ingga  Dana Penun jang  Kegia tan  

se lu ruhnya  sebesar  Rp.  1.365 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  t i ga  

ra tus  enam puluh  l ima  ju t a  rup iah ) .

- Bahwa  anggaran  DPRD Kota  Magelang  Tahun  Anggaran  2003  

awalnya  se jumlah  Rp.  3.185 .912 .000 , -  (sa tu  mi lya r  

sera tus  delapan  puluh  l ima  ju ta  sembi lan  ra tus  dua belas  

r i bu  rup iah )  yang  diusu l kan  oleh  Pani t i a  Rumah Tangga  

(PRT)  yang  berupa  Rencana  Anggaran  Belan ja  (RAB)  

kemudian  dise tu j u i  o leh  Pimpinan  DPRD Kota  Magelang  

te rmasuk  Terdakwa,  kemudian  Terdakwa  membuat  Sura t  

Keputusan  (SK)  Dewan Nomor  48  tangga l  17  Desember  2002  

ten tang  Perse tu j uan  Anggaran  DPRD dan  Sekre ta r i a t  DPRD 

Tahun  Anggaran  2003,  yang  akh i rnya  menjad i  RASK (Rencana  

Anggaran  Satuan  Ker ja )  yang  mel ipu t i  beberapa  Pos  

Anggaran  ya i t u  :

BELANJA ADMINISTRASI  UMUM :   Rp.3 .185 .910 .573 , -

A. Belan ja  Pegawai  /  Persona l i a :  

Rp.2 .460 .435 .373 , -

      1.a .   Uang Represen tase :  Rp.    309.960 .000 , -

              -  Ketua :  Rp.  

15.120 .000 , -

              -  Waki l  Ketua :  Rp.  

40.824 .000 , -

              -  Anggota :  Rp.  

254.016 .000 , -

         b.   Uang Paket :  Rp.  

77.490 .000 , -

              -  Ketua :  Rp.  

3.780 .000 , -
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              -  Waki l  Ketua  :  Rp.  

10.206 .000 , -

              -  Anggota :  RP.  

63.504 .000 , -

   c.   Tunjangan  Jabatan  bag i  

         Pimpinan :  Rp.  

27.972 .000 , -

              -  Ketua :  Rp.  

7.560 .000 , -

              -  Waki l  Ketua :  Rp.  

20.412 .000 , -

         d.   Tunjangan  Komis i :  Rp.  

21.924 .000 , -

              -  Ketua :  Rp.  

6.048 .000 , -

              -  Waki l  Ketua  :  Rp.  

4.536 .000 , -

              -  Sekre ta r i s :  Rp.  

4.536 .000 , -

              -  Anggota :  Rp.  

6.804 .000 , -

      e.  Tunjangan  PPh Pasal  21 :  Rp.  

90.000 .000 , -

    f .   Tunjangan  Pani t i a :  RP.  

35.956 .500 , -

              1.  Pani t i a  Anggaran :  Rp.  

6.804 .000 , -

                  -  Ketua :  Rp.  

1.134 .000 , -

                  -  Waki l  Ketua  :  Rp.  

2.268 .000 , -

                  -  Sekre ta r i s :  Rp.  

756.000 , -

                  -  Anggota :  Rp.  

2.646 .000 , -

               2.  Pani t i a  Rumah Tangga :  Rp.  

Hal .  56 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.292 .000 , -

                  -  Ketua :  Rp.  

1.134 .000 , -

                  -  Waki l  Ketua  :  Rp.  

756.000 , -

                  -  Sekre ta r i s :  Rp.  

756.000 , -

                  -  Anggota :  Rp.  

2.646 .000 , -

              3.  Pani t i a  Khusus :  Rp.  

13.702 .500 , -

                  -  Ketua :  Rp.  

2.835 .000 , -

                  -  Waki l  Ketua  :  Rp.  

1.890 .000 , -

                  -  Sekre ta r i s :  Rp.  

1.890 .000 , -

                  -  Anggota :  Rp.  

7.087 .500 , -

              4.  Pani t i a  Musyawarah :  Rp.  

7.182 .000 , -

                  -  Ketua :  Rp.  

1.134 .000 , -

                  -  Waki l  Ketua  :  Rp.  

2.268 .000 , -

                  -  Sekre ta r i s :  Rp.  

756.000 , -

                  -  Anggota :  Rp.  

3.024 .000 , -

               5.  Sekre ta r i a t  Pembantu  PRT :  Rp.  

2.976 .000 , -

                  -  Ketua :  Rp.  

576.000 , -

                  -  Sekre ta r i s :  Rp.  

480.000 , -

                  -  Anggota :  Rp.  
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1.920 .000 , -

            g.  Tunjungan  Kesehatan :  Rp.  

37.950 .473 , -

                -  Asurans i  Kesehatan :  Rp.  

7.950 .473 , -

                   + Ketua :  Rp.  

387.828 , -

                   + Waki l  Ketua :  RP.  

1.047 .135 , -

                   + Anggota :  Rp.  

6.515 .510 , -

                -  Biaya  Pemel iha raan  Kesehatan :  Rp.  

30.000 .000 , -

            h.  Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an     :  Rp.  

85.500 .000 , -

         i .  Tunjangan   Keluarga  dan Beras :  Rp.  

73.682 .400 , -

                 -  Tunjangan  is t e r i / s uami :  Rp.  

30.996 .000 . -

                    +  Ketua :  Rp.  

1.512 .000 , -

                    +  Waki l  Ketua :  Rp.  

4.082 .400 , -

                    +  Anggota :  Rp.  

25.401 .600 , -

                  -  Tunjangan  anak :  Rp.  

12.398 .400 , -

                     +  Ketua :  Rp.  

604.800 , -

                     + Waki l  Ketua :  Rp.  

1.632 .960 , -

                     +  Anggota  :  Rp.  

10.160 .640 , -

-   Tunjangan  beras :   Rp.  

30.288 .000 , -

             j .   Tunj .  Har i  Raya Anggota  DPRD :  Rp.  
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40.000 .000 , -

             k .  Tunjangan  Forkomlegda :  Rp.  

24.000 .000 , -

                 -  Ketua :  Rp.  

6.000 .000 , -

                 -  Anggota  :  Rp.  

14.400 .000 , -

                 -  Sekre ta r i s  bukan  Anggota :  Rp.  

3.600 .000 , -

             l .   Dana Penunjang  Kegia tan :  Rp.  

1.300 .000 .000 , -

                 -  Jar i ng  Asmara :  Rp.  

600.000 .000 , -

                 -  Penunjang  Kegia tan  dan Takt i s   :  Rp.  

700.000 .000 , -

        2.   Biaya  Perawatan  dan Pengobatan :  Rp.  

36.000 .000 , -

        3.   Biaya  Pengembangan SDM :  Rp.  

300.000 .000 , -

 B.   BELANJA BARANG DAN JASA :   Rp.  

155.000 .000 , -

      Biaya  Sewa Kanto r :  Rp.  

90.000 .000 , -

      1.  Biaya  Sewa Rumah Jabatan :  Rp.  

90.000 .000 , -

          a.  Waki l  Ketua :  Rp.  

14.400 .000 , -

          b.  Anggota :  Rp.  

75.600 .000 , -

      2.  Biaya  Paka ian  Dinas :  Rp.  

65.000 .000 , -

          a.  Paka ian  Sip i l  Har ian :  Rp.  

37.500 .000 , -

          b.  Paka ian  Olah  Raga :  Rp.  

6.250 .000 , -

          c .  Paka ian  Sip i l  Resmi :  Rp.  
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21.250 .000 , -

C.   BELANJA PERJALANAN DINAS  

:   Rp.    570.475 .200 , -

     1.  Biaya  Per ja l anan  Dinas  Dalam Darah :  Rp.  

24.675 .200 , -

         a.  Penginapan :  Rp.  

12.377 .200 , -

         b.  Uang Saku :  Rp.  

3.080 .000 , -

         c .  Angkutan  Setempat :  Rp.  

2.090 .000 , -

         d.  Uang Makan :  Rp.  

7.128 .000 , -

     2.  Biaya  Per ja l anan  Dinas Luar  Daerah :  Rp.  

70.800 .000 , -

         a.  Penginapan :  Rp.  

41.760 .000 , -

         b.  Uang Saku :  Rp.  

10.080 .000 , -

         c .  Angkutan  Setempat :  Rp.  

6.000 .000 , -

         d.  Uang Makan :  Rp.  

12.960 .000 , -

     3.  Bantuan  Biaya  Per ja l anan  Dinas  Tetap :  Rp.  

75.000 .000 , -

     4.  Biaya  Kunjungan  Ker ja :  Rp.  

400.000 .000 , -

- Bahwa  Rencana  Anggaran  Belan ja  DPRD TA.  2003  Kota  

Magelang  te rsebu t  d isampaikan  oleh  Sekre ta r i s  PRT (sd r .  

Rohadi )  dan  Ketua  PRT (Sdr .  Edy  Peni )  kepada  Pimpinan  

DPRD (Terdakwa  se laku  Ketua  DPRD dan  masing- masing  

se laku  Waki l  Ketua  DPRD  saks i  Drs .  Sut j i p t o ,  HM. 

Pramono,  BA  dan  Sdr .  Letko l .  Adm.  Z.  Af fand i )  

sebaga imana  sura t  PRT berupa  Hasi l  Rapat  PRT DPRD Kota  

Magelang  te r t angga l  16  Desember  2002.  Kemudian  RAB 

te rsebu t  d ise tu j u i  o leh  Pimpinan  DPRD  ( te rmasuk  
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Terdakwa)  la l u  di l akukan  pembahasan  dalam  Rapat  

Par ipu rna  DPRD yang  juga  dihad i r i  o leh  saks i  Drs .  

Sut j i p t o ,  saks i  HM. Pramono BA dan saks i  Letko l .  Adm.  Z.  

Af fand i  yang  untuk  se lan ju t n ya  menjad i  RASK (Rencana  

Anggaran  Satuan  Ker ja ) .  Kemudian   Terdakwa  se laku  Ketua  

Dewan  membuat   Sura t  Keputusan  (SK)  Dewan  Nomor  :  48  

Tahun  2002  tangga l  17  Desember  2002  ten tang  Perse tu j uan  

Anggaran  DPRD dan  Sekre ta r i a t  DPRD Tahun  Anggaran  2003,  

RASK te rsebu t  d i t e ruskan  ke  pihak   ekseku t i f  untuk  

di j ad i kan  satu  dengan  RASK  dar i  eksekut i f  seh ingga  

menjad i  RAPBD (Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belan ja  

Daerah) ,  se lan ju t nya  RAPBD te rsebu t  o leh  p ihak  ekseku t i f  

d ise rahkan  kepada  DPRD untuk  d i l akukan  pembahasan  da lam 

Rapat  Par ipu rna  DPRD yang  berupa  penyampaian  RAPBD Kota  

Magelang  Tahun  Anggaran  2003  oleh  Wal iko ta  Magelang .  

Sete lah  i t u  di l akukan  pembahasan  secara  gabungan  dalam 

Rapat  Komis i  dengan  pihak  Dinas  te rka i t  ser ta  Rapat  

Anggaran  anta ra  eksekut i f  dan  leg i s l a t i f  la l u  dibahas  

dalam  Rapat  Fraks i  dan  te rnya ta  semuanya  menyepakat i  

besaran  anggaran  dalam  RAPBD te rsebu t ,  akh i rnya  DPRD 

melakukan  Rapat  Par ipu rna  untuk  menyetu ju i  RAPBD 

te rsebu t  menjad i  APBD Kota  Magelang  Tahun  Anggaran  2003  

yang  di t e t apkan  Pera tu ran  Daerah  (Perda)  Nomor  8  Tahun  

2003 ten tang  APBD Kota  Magelang  Tahun Anggaran  2003.  

- Bahwa kemudian  besaran  APBD te rsebu t  te rmasuk  Anggaran  

DPRD  Kota  Magelang  Tahun  Anggaran  2003  mengalami  

perubahan  sebaga imana  dalam  Perubahan  APBD tahun  2003,  

yang  semula  sebesar  Rp.  3.185 .912 .000 , -  ( t i ga  mi lya r  

sera tus  delapan  puluh  l ima  ju ta  sembi lan  ra tus  dua belas  

r i bu  rup iah )  menjad i  Rp.  3.509 .912 .000 , -  ( t i ga  mi lya r  

l ima  ra tus  sembi l an  ju t a  sembi lan  ra tus  dua  belas  r i bu  

rup iah )  dengan  prosedur  pembahasan  sama dengan  prosedur  

penetapan  APBD  sebaga imana  te rsebu t  d i  atas  ya i t u  

awalnya  diusu l kan  oleh  Pani t i a  Rumah Tangga  (PRT)  yang  

berupa  Rencara  Anggaran  Belan ja  (RAB)  Perubahan  kemudian  

dise tu j u i  o leh  Pimpinan  DPRD Kota  Magelang  yang  oleh  
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Terdakwa  di tuangkan  dalam  SK Dewan No :  25  Tahun  2003  

tangga l  31  Ju l i  2003  ten tang  Perse tu j uan  Perubahan  

Anggaran  DPRD dan  Sekre ta r i a t  DPRD T.A.  2003,  Perubahan  

te rsebu t  mel ipu t i  beberapa  Pos Anggaran ,  ya i t u  :

a.  Pelayanan  Publ i k  :  Awalnya  Rp.  3.185 .912 .000 , -  

ber tambah  Rp.  324.  000.000 , -  menjad i  Rp.  

3.509 .012 .000 , -

1. Belan ja  Pegawai /Persona l i a  :  Awalnya  Rp.  

2.460 .436 .000 , -  ber tambah  Rp.  324.000 .000 , -  menjad i  

Rp.  2.784 .436 .000 , -

          2.  Belan ja  Tetap  Dan Tunjangan  Pimpinan  dan  

Anggota  DPRD :  Awalnya  Rp.  2.424 .436 .000 , -  ber tambah  

Rp.315.000 .000 , -  menjad i  Rp.2 .739 .  436.000 , -

b.  Dana  Penun jang  Kegia tan  :   Awalnya    Rp.  

1.300 .000 .000 , -   ber tambah  Rp.  65.000 .000 , -  menjad i  

Rp.1 .365 .000 .000 , -

-   Penunjang  Kegia tan  dan  tak t i s  :   Awalnya   Rp.  

700.000 .000 , -  ber tam- bah  Rp.  65.000 .000 , -  menjad i  

Rp.765.000 .000 , -

c.  Biaya  Pendid i kan  Bagi  Anggota  DPRD :   Awalnya  Rp.  

300.000 .000 , - ber tambah  Rp.  250.000 .000 , -  menjad i  Rp.  

550.000 .000 , -

         d.  Biaya  Perawatan  dan  Pengobatan  :  Awalnya  Rp.  

36.000 .000 , -  ber tambah  Rp.  9.000 .000 , -  menjad i  Rp.  

45.000 .000 , -

- Bahwa  atas  usu l  Rencana  Anggaran  Belan ja  DPRD Kota  

Magelang  oleh  PRT  te rsebu t  yang  disampaikan  oleh  

Sekre ta r i s  Pani t i a  Rumah Tangga  (saks i  Rohadi )  dan Ketua  

Pani t i a  Rumah Tangga  (saks i  Edy  Peni )  kepada  Pimpinan  

DPRD (Terdakwa  se laku  Ketua  DPRD dan  masing- masing  

se laku  Waki l  Ketua  DPRD  saks i  Drs .  Sut j i p t o ,  HM. 

Pramono,  BA  dan  saks i  Letko l .  Adm.  Z.  Af fand i )  

sebaga imana  da lam Sura t  PRT berupa  Hasi l  rapa t  PRT DPRD 

Kota  Magelang  te r t angga l  28  Ju l i  2003.  Kemudian  RAB 

te rsebu t  d ise tu j u i  o leh  Pimpinan  DPRD la l u  di l akukan  

pembahasan  dalam Rapat  Par ipu rna  DPRD untuk  se lan ju t nya  
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menjad i  RASK (Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja ) .  kemudian  

Terdakwa se laku  Ketua  Dewan membuat  Sura t  Keputusan  (SK)  

Dewan Nomor  :  25 Tahun 2003  tangga l  31 Ju l i  2003  ten tang  

Perse tu j uan  Perubahan  Anggaran  DPRD dan  Sekre ta r i a t  DPRD 

Tahun  Anggaran  2003.  RASK te rsebu t  d i t e ruskan  ke  pihak  

ekseku t i f  untuk  di j ad i kan  satu  dengan  RASK  dar i  

ekseku t i f  seh ingga  menjad i  RAPBD (Rancangan  Anggaran  

Pendapatan  dan  Belan ja  Daerah) .  Selan ju t nya  RAPBD 

te rsebu t  o leh  pihak  eksekut i f  d ise rahkan  kepada  DPRD 

untuk  d i l akukan  pembahasan  dalam  Rapat  Par ipu rna  DPRD 

yang  berupa  penyampaian  Perubahan  RAPBD Kota  Magelang  

Tahun  Anggaran  2003   o leh  Wal iko ta  Magelang ,  dan sete lah  

i t u  di l akukan  pembahasan  secara  gabungan  dalam  Rapat  

Komis i  dengan  pihak  dinas  te rka i t  dan  Rapat  Anggaran  

anta ra  eksekut i f  dan leg i s l a t i f  la l u  dibahas  dalam Rapat  

Fraks i  dan  sete lah  semuanya  menyepakat i  besaran  anggaran  

dalam  RAPBD perubahan  te rsebu t ,  kemudian  DPRD melakukan  

Rapat  Par ipu rna  yang  menyetu ju i  RAPBD perubahan  te rsebu t  

menjad i  APBD perubahan  Kota  Magelang  Tahun Anggaran  2003  

yang  di te t apkan  dalam Pera tu ran  Daerah  (Perda)  Nomor  12  

Tahun  2003  ten tang  Perubahan  APBD Kota  Magelang  Tahun  

Anggaran  2003.

- Bahwa  Pos  untuk  Dana  Penunjang  Kegia tan  DPRD Kota  

Magelang  tahun  2003  dengan  Kode  Reken ing  2.01 .0001 .1 .1 -

01.13 .2  sebaga imana  te rcan tum  dalam Perda  Nomor  8  Tahun  

2003  ten tang  APBD Kota  Magelang  mengalami  perubahan  

ya i t u  semula  Rp.  1.300 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  t i ga  ra tus  

ju ta  rup iah )  menjad i  Rp.  1.365 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  

t i ga  ra tus  enam puluh  l ima  ju t a  rup iah )  atau  na ik  Rp.  

65.000 .000 , -  (enam puluh  l ima  ju t a  rup iah ) .

- Bahwa  sebenarnya  Terdakwa  te lah  mengetahu i  bahwa  Dana 

Penunjang  Kegia tan  seharusnya  t i dak  sebesar  i t u  te tap i  

harus  berdasarkan  Pendapatan  Asl i  Daerah  (PAD)  namun 

Terdakwa  te tap  menyetu ju i  usu lan  te rsebu t  menjad i  RASK 

(Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja )  yang  se lan ju t n ya  

di l akukan  pembahasan  bersama- sama  dengan  Tim  Anggaran  
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dar i  Eksekut i f  dan  akh i rnya  dise tu j u i  menjad i  Perda  

Nomor  8  Tahun  2003  ten tang  APBD Kota  Magelang .  Bahwa 

Pendapatan  Asl i  Daerah  untuk  tahun  2003  sek i t a r  Rp.  23,5  

mi lya r  dan  tahun  2002  sek i t a r  Rp.  22,5  mi lya r  atau  

te rmasuk  k las i f i k a s i  anta ra  Rp.  20  mi lya r  sampai  Rp.50  

mi lya r ,  seh ingga  berdasarkan  Perda  Nomor  8  Tahun  2001  

ten tang  Kedudukan  Keuangan  DPRD Kota  Magelang  Pasa l  18 

ayat  (2 )  :   “Besarnya  Biaya  Penunjang  Kegia tan  DPRD 

di te t apkan  berdasarkan  Klas i f i k a s i  Pendapatan  Asl i  

Daerah  (PAD)  sebaga i  ber i ku t  :

     a.  s/d  d dst .

    e.  d i  atas  Rp.  20,00  mi lya r  sampai  dengan  Rp.  50,00  

mi lya r  pa l i ng  rendah  Rp.400  ju ta    dan  pal i ng  t i ngg i  

sebesar  1 % untuk  k las i f i k a s i  te rsebu t ,  maka  Dana 

Penunjang  Kegia tan  seharusnya   sebesar  Rp.  400  ju ta  

sampai  1% dar i  PAD,  seh ingga  di  s in i  Dana  Penun jang  

Kegia tan  pal i ng  t i ngg i  hanya  Rp.  400.000 .000 , -  (empat  

ra tus  ju ta  rup iah ) .

- Bahwa  penun jang  keg ia tan  DPRD adalah  untuk  menunjang  

keg ia tan  DPRD  Kota  Magelang  yang  t i dak  te rduga ,  

penyed iaan  tenaga  ah l i  dan  pen ingka tan  kapas i t as  

leg i s l a t i f ,  o leh  karena  keg ia tan  pend id i kan  DPRD ada lah  

dalam rangka  peningka tan  SDM (Sumber  Daya  Manusia )  para  

anggotanya  maka  hal  i t u  dapat  d ika takan  sebaga i  da lam 

rangka  pen ingka tan  kapas i t a s  leg i s l a t i f ,  maka seharusnya  

Pos  Pendid i kan  dimasukkan  da lam  Pos  Biaya  Penunjang  

Kegia tan ,  namun di  s in i  usu lan  yang  di l akukan  saks i  Edy  

Peni  dan  saks i  Drs .  G.  Suyatno  (Ketua  dan  Waki l  Ketua  

PRT/Pan i t i a  Rumah  Tangga)  dan  te l ah  dise tu j u i  o leh  

Pimpinan  DPRD (ya i t u  Terdakwa,  saks i  Drs .  Sut j i p t o ,  

saks i  HM.  Pramono,  BA  dan  saks i  Letko l .  Adm.  Z.  

Af fand i ) ,  senga ja  untuk  t i dak  di j ad i kan  satu  (d ip i s ah )  

agar  anggaran  b iaya  penun jang  keg ia tan  bisa  menjad i  

leb ih  besar ,  pemisahan  anggaran  te rsebu t  d i  da lam  APBD 

Tahun  Anggaran  2003  ya i t u  untuk  anggaran  biaya  penun jang  

keg ia tan  send i r i  sebesar  Rp.  1.300 .000 .000 , -  (sa tu  

Hal .  64 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mi lya r  t i ga  ra tus  ju ta  rup iah )  dan  biaya  pendid i kan  Rp.  

300.000 .000 . -  ( t i g a  ra tus  ju ta  rup iah )  seh ingga  

se lu ruhnya  menjad i  Rp.  1.600 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  enam 

ra tus  ju ta  rup iah ) ,  dan  sete lah  perubahan  APBD,  Dana 

Penunjang  Kegia tan  menjad i  Rp.  1.  365.  000.000 , -  (sa tu  

mi lya r  t i ga  ra tus  enam puluh  l ima  ju t a  rup iah )  dan  Dana 

Pendid i kan  menjad i  Rp.  550.000 .000 , -  ( l ima  ra tus  l ima  

puluh  ju t a  rup iah )  seh ingga  jumlah  se lu ruhnya  seharusnya  

menjad i  Rp.  1.915 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  sembi l an  ra tus  

l ima  belas  ju ta  rup iah ) .

- Bahwa  ha l  te rsebu t  dapat  te r j ad i  karena  dimula i  pada  

saat  penyusunan  usu lan /d ra f t  Rencana  Anggaran  Belan ja  

DPRD tahun  2003  yang  di l akukan  dalam Rapat  Pani t i a  Rumah 

Tangga  (PRT)  pada  tangga l  16 Desember  2002 yang  dip imp in  

oleh  saks i  Edy  Peni  dan  dihad i r i  o leh  Terdakwa,  te l ah  

diusu l kan  Dana  Penunjang  Kegia tan  sebesar  Rp.  

1.300 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  t i ga  ra tus  ju ta  rup iah ) .  

Pengusu lan  te rsebu t  d i l akukan  oleh  saks i  Drs . ,  G.  

Suyatno  (sebaga i  Waki l  Ketua  PRT)  yang  sebe lumnya  te l ah  

dib i ca rakan  dengan  Terdakwa,  dimana  dalam rapa t  te rsebu t  

d ibahas  mengenai  usu lan /d ra f t  Rencana  Anggaran  Belan ja  

(RAB)  DPRD dan Sekwan tahun  2003  te rmasuk  Dana Penunjang  

Kegia tan  DPRD te rsebu t ,  da lam rapa t  Pani t i a  Rumah Tangga  

te rsebu t  secara  bergan t i an  saks i  Drs .  G.  Suyatno  dan  

Terdakwa  menje laskan  r inc i an  penggunaan  Dana  Penunjang  

Kegia tan  sebesar  Rp.  1.300 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  t i ga  

ra tus  ju ta  rup iah )  te r sebu t ,  padaha l  saat  i t u  Terdakwa  

mengetahu i  bahwa berdasarkan  Perda  No.  8 Tahun 2001  Dana 

Penunjang  Kegia tan  yang  dipe rbo lehkan  adalah  hanya  

sebesar  Rp.  400.000 .000 , -  (empat  ra tus  ju t a  rup iah )  

namun Terdakwa  te tap  menyetu ju i  usu lan  te rsebu t  sebaga i  

sa lah  satu  Pos  Anggaran  dalam  Rencana  Anggaran  Belan ja  

DPRD Kota  Magelang  tahun  2003  dengan  membuat  Sura t  

Keputusan  Dewan  Nomor  :  48  Tahun  2002  tangga l  17  

Desember  2002  ten tang  Perse tu j uan  Anggaran  DPRD dan  

Sekre ta r i a t  DPRD Kota  Magelang  Tahun  Anggaran  2003.  
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Bahwa te rnya ta   dana  sebesar  Rp.  1.300 .000 .000 , -  (sa tu  

mi lya r  t i ga  ra tus  ju ta  rup iah )  te rsebu t  t i dak  dipe r i n c i  

sebaga imana  mest inya  namun  hanya  untuk  dana  ja r i ng  

asmara  Rp.  600.000 .000 , -  (enam ra tus  ju t a  rup iah )  ser ta  

biaya  penun jang  keg ia tan  dan  tak t i s  Rp.  700.000 .000 , -  

( tu j uh  ra tus  ju ta  rup iah ) ,  tanpa  di l akukan  per inc i an  

di ten tukan  dalam Pasa l  16 (2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  

105  Tahun  2000  :  “Pembiayaan  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasal  15  (1)  huru f  b di r i n c i  menuru t  organ isas i ,  fungs i  

dan  jen i s  be lan ja ”  Dalam  rapa t  te rsebu t  secara  r i nc i  

saks i  Drs .  G.  Suyatno  menje laskan  mengenai  penggunaan  

Dana  Jar i ng  Asmara  (asp i r as i  masyaraka t )  sebesar  Rp.  

600.000 .000 , -  (enam ra tus  ju ta  rup iah )  dan  biaya  reses  

sebesar  Rp.  50.000 .000 , -  ( l ima  puluh  ju ta  rup iah ) ,  

sedangkan  Terdakwa  menje laskan  mengenai  Dana  Penunjang  

Kegia tan  sebesar  Rp.  174.000 .000 , -  (se ra tus  tu juh  puluh  

empat  ju ta  rup iah ) ,  bantuan  f raks i  Rp.  12.000 .000 , -  (dua  

belas  ju ta  rup iah ) ,  bantuan  THR Rp 51.  000.000 , -  ( l ima  

puluh  satu  ju t a  rup iah ) ,   bantuan  kese jah te raan  sta f  

Sekre ta r i a t  Dewan  Rp.  20.000 .000 , -  (dua  puluh  ju t a  

rup iah ) ,  bantuan  Komis i   Rp.  5.040 .000 , -  ( l ima  ju ta  

empat  pu luh  r i bu  rup iah )  dan  tak t i s  Rp.  387.9  60.000 , -  

( t i ga  ra tus  delapan  pu luh  tu juh  ju ta  sembi l an  ra tus  enam 

puluh  r i bu  rup iah ) .  Disamping  i t u  Terdakwa  juga  te l ah  

menyetu ju i  anggaran  untuk  Dana  Pendid i kan  sebesar  Rp.  

300.000 .000 , -  ( t i ga  ra tus  ju ta  rup iah )  sebaga imana  

usu lan  Pani t i a  Rumah Tangga (PRT)  te rsebu t  d i  atas .

- Bahwa  disamping  i t u  pada  tangga l  28  Ju l i  2003  te lah  

di l akukan  Rapat  Pani t i a  Rumah Tangga  yang  d ip imp in  oleh  

Ketua  PRT saks i  Edy  Peni  yang  te lah  membicarakan  anta ra  

la i n  perubahan  untuk  Anggaran  Dana  Penunjang  Kegia tan  

yang  semula  Rp.  1.300 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  t i ga  ra tus  

ju ta  rup iah )  menjad i  Rp.  1.365 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  

t i ga  ra tus  enam puluh  l ima  ju t a  rup iah )  seh ingga  ada  

kena ikan  Rp.  65.000 .000 , -  (enam puluh  l ima  ju ta  rup iah ) .  

Kemudian  di j e l a skan  oleh  saks i  Drs .  G.  Suyatno  bahwa 
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dana  sebesar  i t u  untuk  bantuan  operas iona l   Pani t i a  

Rumah Tangga  sebesar  Rp.  15.000 .000 , -  ( l ima  belas  ju ta  

rup iah )  dan tambahan  biaya  Takt i s  Rp.  50.000 .000 , -  ( l ima  

puluh  ju t a  rup iah ) .  Usulan  te rsebu t  sebe lumnya  te l ah  

dike tahu i  dan  dise tu j u i  o leh  Pimpinan  Dewan  ( te rmasuk  

Terdakwa) ,  dengan  membuat  Sura t  Keputusan  Dewan Nomor  25  

Tahun  2003  tangga l  31  Ju l i  2003  ten tang  Perse tu j uan  

Perubahan  Anggaran  DPRD dan  Sekre ta r i a t  Tahun  Anggaran  

2003.  Disamping  i t u  Pimpinan  Dewan  juga  menyetu ju i  

perubahan  Dana  Pendid i kan  menjad i  Rp.  550.000 .000 , -  

( l ima  ra tus  l ima  pu luh  ju t a  rup iah ) .  Bahwa  perubahan  

APBD dengan  menambah  anggaran  te rsebu t  ada lah  t i dak  

sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  23  (1 )  PP RI  No.105  tahun  

2000  :  Pasal  23  (1 )  :  “Perubahan  APBD  di l akukan  

sehubungan  dengan :

a.  Kebi j aksanaan  Pemer in tah  Pusat  dan  atau  Pemer in tah  

Daerah  yang  bers i f a t   s t ra t eg i s .

b.  Penyesua ian  ak iba t  t i dak  te rcapa inya  ta rge t  

pener imaan  daerah  yang  di te t apkan .

    c.  Ter jad inya  kebutuhan  yang  mendesak.

- Bahwa dalam  rapa t  Pani t i a  Rumah Tangga  pada  tangga l  16  

Desember  2002  te rsebu t  d i  atas  oleh  saks i  Edy  Peni  dan  

saks i  Drs .  Suyatno  agar  diusu l kan  biaya  Pos- pos  te r t en tu  

tanpa  memper inc i  penggunaannya  ya i t u  b iaya  Pakaian  Dinas  

yang  t i dak  ada  keten tuannya  se jumlah  Rp.  6.250 .000 , -  

(enam  ju ta  dua  ra tus  l ima  pu luh  r i bu  rup iah ) ,  b iaya  

Per ja l anan  Dinas  yang  dobe l  se jumlah  Rp.  75.000 .000 , -  

( tu j uh  puluh  l ima  ju ta  rup iah ) ,  b iaya  pemel iha raan  

kesehatan  yang  tumpang  t i nd i h  se jumlah  Rp.  30.000 .000 , -  

( t i ga  puluh  ju ta  rup iah )  dan  sebag ian  biaya  perawatan  

dan  pengobatan  se jumlah  Rp.  36.  000.000 , -  ( t i ga  pu luh  

enam  ju ta  rup iah )  te lah  di l aksanakan  t i dak  sesua i  

keten tuan ,  ser ta  b iaya  Kunjungan  ker j a  sebesar  Rp.  

400.000 .000 , -  (empat  ra tus  ju t a  rup iah )  t i dak  

di l aksanakan  sebaga imana  mest inya  d imana  usu lan  te rsebu t  

te l ah  dike tahu i  dan  dise tu j u i  o leh  Terdakwa  dan  dan  
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saks i  Drs .  Sut j i t p o ,  saks i  HM.  Pramono,  BA dan  saks i  

Letko l  Adm.  Z.  Af fand i ,  se lan ju t n ya  Terdakwa  membuat  

Sura t  Keputusan  Dewan  Nomor  48  Tahun  2002  te rsebu t  d i  

atas ;

- Bahwa  untuk  Dana  Penunjang  Kegia tan  sebesar  Rp.  

1.365 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  t i ga  ra tus  enam pu luh  l ima  

ju ta  rup iah )  dengan  Kode Reken ing  2.01 .  0001.1 .1 .01 .13 .2  

te rnya ta  te rdapa t  dana  sebesar  Rp.1 .064 .100 .000 , -  (sa tu  

mi lya r  enam puluh  empat  ju ta  sera tus  r i bu  rup iah ) ,  yang  

oleh  saks i  Edy  Peni  dan  saks i  Drs .  G.  Suyatno  te rnya ta  

t i dak  d i r i n c i  sebaga imana  mest inya  seh ingga  t i dak  

dike tahu i  untuk  apa sa ja  b iaya  sebesar  i t u  nant i nya  akan  

digunakan  seh ingga  t i dak  sesua i  dengan  Pasal  16 ayat  (2 )  

PP.  Nomor  105  tahun  2000  “Pembiayaan  sebaga imana  

dimaksud  dalam Pasal  15 ayat  (1 )  huru f  b d i r i n c i  menuru t  

organ isas i ,  fungs i  dan  jen i s  be lan ja ” ,  d imana  Ter - dakwa 

te l ah  memer in tahkan  secara  l i s an  dana  sebesar  i t u  kepada  

Bendahara  Dewan  (saks i  Is t i a t i ,  Bsc)  dan  Sekre ta r i s  

Dewan  (saks i  Rohadi )  agar  d iber i kan /d i bag i kan  kepada  

semua  Anggota  Dewan  ( te rmasuk  Terdak- wa)  namun  t i dak  

benar - benar  digunakan  untuk  menunjang  keg ia tan  DPRD Kota  

Magelang  ya i t u  t i dak  untuk  Kegia tan  yang  t i dak  te rduga ,  

penyed iaan  tenaga  ah l i  dan  pen ingka tan  kapas i t as  

leg i s l a t i f  sebaga imana  dimaksud  dalam  pen je lasan  Pasa l  

18  (1)  huru f  e  Perda  No.8  Tahun  2001  :  “Besarnya  Biaya  

Penunjang  Kegia tan  DPRD  di te t apkan  berdasarkan  

Klas i f i k a s i  Pendapatan  Asl i  Daerah  (PAD)  sebaga i  ber i ku t  

:

      a.  s/d  d dst

      e. di  atas  Rp.  20,00  mi lya r  sampai  dengan  Rp.  50,00  

mi lya r  pa l i ng  rendah  Rp.  400  ju t a   dan  pal i ng  t i ngg i  

sebesar  1%”,   te tap i  jus t r u  meningka tkan  kese jah te raan  

DPRD dan Sekre ta r i a t  DPRD Kota  Magelang   ya i t u  :

Untuk  keg ia tan  Penja r i ngan  Aspi ras i  Masyaraka t  (Ja r i ng  

Asmara)  dengan  dana  sebesar  Rp.  600.000 .000 , -  (enam 

ra tus  ju ta  rup iah )  dan  dana  te rsebu t  te l ah  diber i kan  
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kepada  se lu ruh  anggota  Dewan  te rmasuk  Terdakwa  yang  

jumlah  se lu ruhnya  sebanyak  25  (dua  puluh  l ima)  orang ,  

masing- masing  mener ima  Rp.  2.000 .000 , -  (dua  ju ta  

rup iah )  perbu lan  yang  dibe r i kan  bersamaan dengan  ga j i ,  

seh ingga  jumlah  se lu ruhnya  sebesar  Rp.  2.000 .000 , -  x  

25  x  12  = Rp.  600.000 .000 , -  (enam ra tus  ju ta  rup iah )  

dengan  alasan  digunakan  untuk  keg ia tan  pen ja r i ngan  

asp i ras i  masyaraka t  ( j a r i ng  asmara)  te tap i  te rnya ta  

t i dak  ada  keg ia tan  seper t i  te rsebu t ,  karena  

pen ja r i ngan  asp i ras i  masyaraka t  d i l akukan  bersamaan  

dengan  masa  reses  (se tahun  dua  ka l i ) ,  seh ingga  

pener imaan  te rsebu t  menjad i  penghas i l an  te tap  anggota  

Dewan,  padaha l  berdasarkan  Pasal  2 Perda  Nomor  8 Tahun  

2001  :  “Penghas i l an  te tap  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD 

te rd i r i  dar i  :

      a.   Uang Representas i .

      b.   Uang Paket ,

      c .   Tunjangan  Jabatan ,

      d.   Tunjangan  Komis i ,

      e.   Tunjangan  Khusus,

      f .   Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an ”

   Anggota  Dewan  yang  mener ima  dana  sebesar  Rp.  

2.000 .000 , -  (dua  ju t a  rup iah )  set i ap  bulan  dan setahun  

sebesar  Rp 24.000 .000 , -  (dua  pu luh  empat  ju t a  rup iah )  

te rsebu t  ya i t u  :

-   Tr i  Djoko  Minto  Nugroho

-   Drs .  Soet j i p t o

-   H.M.  Pramono,  BA

-   Letko l  Adm. Z.  Af fand i

-   Wi l l em  Ju l iw i yan to .

-   Singg ih  Pr ihono .

-   Subandr i yo .

-   Edy Peni .

-   Ny.  Sulami .

-   Sar t i no  Sast ro .  M.

-   Djoko  Mei  Budi  Utomo.
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-   Ny.  Wing Mahareny .  Y.

-   Soedar to .

-   M. Ma’ fu l .

-   Maryanto .

-   Soek id i a r so .

-   Madiyono   S.

-   Sugi to .

-   Drs .  G.  Suyatno .

-   S.  Purwanto .

-   Asror i  Wahid .

-   R.  Djoko  Wit j aksono ,  SH.

-   Drs .  Bawon Sugian to .

-   Letko l .  L.  Kusdar i ah .

-   Letko l .  In f .  Saebani  (mener ima  Rp.   20.000 .000 , - ) .

-   Mayor  Ar t .  Bubun.  H.  (mener ima  Rp.  4.000 .000 , - ) .

b. Bahwa  besaran  Dana  Penunjang  Kegia tan  sebaga imana  

te rsebu t  d i  atas  yang  d iusu l kan  oleh  PRT dan  kemudian  

dise tu j u i  o leh  Pimpinan  Dewan (Ketua  dan  Waki l  Ketua  

Dewan)  anta ra  la i n  juga  digunakan  sebaga i  b iaya  untuk  

penun jang  keg ia tan  sebesar  Rp.  337.500 .000 , -  ( t i ga  

ra tus  t i ga  puluh  tu j uh  ju ta  l ima  ra tus  r i bu  rup iah ) ,  

d i  mana  dana  te rsebu t  b isa  dica i r k an  atas  per in t ah  

Terdakwa  kepada  Bendahara  Dewan (saks i  Is t i a t i ,  Bsc) ,  

namun  te rnya ta  t i dak  d igunakan  untuk  Kegia tan  Dewan 

yang  t i dak   te rduga ,  t i dak  untuk   penyed iaan  tenaga  

ahl i   dan  t i dak  untuk  peningka tan   kapas i t as  

leg i s l a t i f   sebaga imana  dimaksud  da lam  pen je lasan  

Pasal  18 ayat  (2 )  Perda  No.  8 Tahun 2001 te tap i  jus t r u  

dibe r i k an   kepada  unsur  Pimpinan  ya i t u  Terdakwa  

sebaga i  Ketua  Dewan dan semua Waki l  Ketua  Dewan (saks i  

Drs .  H.  Sut j i p t o ,  HM. Pramono BA dan saks i  Letko l  Adm.  

Zulkha i r i  Af fand i )  ser ta  dibe r i kan  kepada  se lu ruh  

Anggota  DPRD Kota  Magelang  la i nnya  yang  dibe r i k an  

set i ap  bulan  bersamaan  dengan  pener imaan  gaj i .  

Sehingga  hal  te r sebu t  juga  t i dak  sesua i  Pasal  4 

Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  105  Tahun  2000   :  
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“Penge lo l aan  Keuangan  Daerah  di l akukan  secara  te r t i b ,  

taa t  pada  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

ef i s i e n ,  efek t i f ,  t ransparan  dan  ber tanggung jawab  

dengan  memperhat i kan  azas  kead i l an  dan kepatu tan ”  yang  

secara  r i nc i  sebaga i  ber i ku t  :

* Terdakwa  sebaga i  Ketua  Dewan  mener ima  Rp.  

1.000 .000 , -  (sa tu  ju ta  rup iah )  set i ap  bulan  jad i  

setahun  mener ima  Rp.  12.000 .000 , -  (dua  belas  ju t a  

rup iah ) ,  d isamping  i t u  Terdakwa  juga  mener ima  

se jumlah  uang  yang  alasannya  untuk  keg ia tan  

penun jang   keg ia tan ,  yang  per tama  pada  tangga l  24  

Apr i l  2003  sebesar  Rp.  30.000 .000 , -  ( t i ga  puluh  

ju ta  rup iah )  kedua  pada  tangga l  30  Oktober  2003  

sebesar  Rp.  50.000 .000 , -  ( l ima  puluh  ju ta  rup iah )  

dan  ket i ga  pada  tangga l  22  Desember  2003  sebesar  

Rp.  83.500 .000 , -  (de lapan  puluh  t i ga  ju ta  l ima  

ra tus  r i bu  rup iah )  seh ingga  jumlah  se lu ruh  yang  

di te r ima  Terdakwa  sebesar  Rp.  175.500 .000 , -  

(se ra tus  tu j uh  puluh  l ima  ju t a  l ima  ra tus  r i bu  

rup iah )  uang   se jumlah  te rsebu t  te rnya ta  t i dak  

untuk  penun jang  keg ia tan  Dewan  namun  untuk  

keper l uan  Terdakwa send i r i .

* Waki l  Ketua  Dewan (saks i  Drs .  Sucip to ,  HM.  Pramono 

dan  Letko l  Adm.  Zulkho i r i  Af fand i )  masing- masing  

mener ima  Rp.  1.000 .000 , -  jad i  setahun  Rp.  

12.000 .000 , -  (  dua belas  ju ta  rup iah )  ka lau  3 orang  

menjad i  Rp.  36.000 .000 , -  ( t i ga  puluh  enam  ju ta  

rup iah ) .

* Anggota  dewan  la i nnya  se jumlah  21  orang  masing-

masing  mener ima  Rp.  500.000 , -  ( l ima  ra tus  r i bu  

rup iah )  set i ap  bulannya  seh ingga  setahun  Rp.  

6.000 .000 , -  (enam  ju ta  rup iah )  seh ingga  jumlah  

se lu ruhnya  Rp.  126.000 .000 , -  (se ra tus  dua  pu luh  

enam ju ta  rup iah ) .

Bahwa dika renakan  pener imaan  dana  te rsebu t  d i l akukan  

set i ap  bulan  maka  hal  i t u  sebaga i  penghas i l an  te tap  
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seh ingga  t i dak  sesua i  Pasal  2 Perda  No.  8 Tahun 2001 :  

“Penghas i l an  te tap  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD te rd i r i  

dar i  :

a .  Uang Representas i ,

b.  Uang Paket ,

c .  Tunjangan  Jabatan ,

d.  Tunjangan  Komis i ,

e .  Tunjangan  Khusus ,

f .   Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an ”

Sehingga  secara  r i nc i  para  Anggota  Dewan yang  mener ima  

bantuan  set i ap  bulan  te rsebu t  ya i t u  :

-   Tr i  Djoko  Minto  Nugroho :  

Rp.175.500 .000 , -

-   Drs .  Soet j i p t o :   Rp.  

12.000 .000 , -

-   H.M.  Pramono,  BA :   Rp.  

12.000 .000 , -

-   Letko l .  Adm. Z.  Af fand i :  

Rp.   12.000 .000 , -

-   Wi l l em  Ju l iw i yan to :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Singg ih  Pr ihono :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Subandr i yo :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Edy Peni :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Ny.  Sulami  :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Sar t i no  Sast ro  M. :  

Rp.     6.000 .000 , -

-   Djoko  Mei  Budi  Utomo :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Ny.  Wing Mahareny .  Y :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Soedar to :   Rp.  
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6.000 .000 , -

-   M. Ma’ fu l :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Maryanto :   Rp.  

6.000 .000 , -

-    Soek id i a r so :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Madiyono :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Sugi to  :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Drs .  G.  Suyatno  :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   S.  Purwanto  :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Asror i  Wahid  :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   R.  Djoko  Wit j aksono ,  SH.   :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Drs .  Bawon Sugian to  :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Letko l .  L.  Kusdar i ah  :   Rp.  

6.000 .000 , -

-   Letko l  In f .  Saeban i  :   Rp.  

5.000 .000 , -

-   Mayor  Ar t  Bubun H.  :   Rp.  

1.000 .000 , -

Dengan  demik ian  penggunaan  dana  sebesar  Rp.  

337.500 .000 , -  ( t i g a  ra tus  t i ga  puluh  tu j uh  ju ta  l ima  

ra tus  r i bu  rup iah )  te rsebu t  juga  t i dak  sesua i  dengan  

perun tukkannya  dan  t i dak  ada  per tanggung  jawabannya  

seh ingga  t i dak  sesua i  dengan  Pasal  4  Pera tu ran  

Pemer in tah  RI  Nomor  105  Tahun  2000  : ”Penge lo l aan  

Keuangan  Daerah  di l akukan  secara  te r t i b ,  taa t  pada  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  ef i s i en ,  

efek t i f ,  t ransparan  dan  ber tanggung  jawab  dengan  
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memperhat i k i an  azas  kead i l an  dan kepatu tan ” .

c. Untuk  b iaya  operas iona l  Ketua  Dewan (Terdakwa)  sebesar  

Rp.  28.600 .  000, -  (dua  puluh  delapan  ju t a  enam ra tus  

r i bu  rup iah )  dengan  3 ka l i  pener imaan  ya i t u  :

      -   tangga l  5 Pebruar i  2003 sebesar :   Rp.  

17.600 .000 , -

      -   tangga l  3 Jun i  2003 sebesar :   Rp.  

6.000 .000 , -

      -   tangga l  1 Agustus  2003 :   Rp.  

5.000 .000 , -

      yang  te lah  digunakan  oleh  Terdakwa  untuk  biaya  

operas iona l ,  padaha l  se laku  Ketua  Dewan Terdakwa te l ah  

dibe r i  dana  tak t i s  bersama- sama  dengan  Waki l  Ketua  

Dewan sebaga i  unsur  pimpinan ,  seh ingga  te r j ad i  dobe l  

anggaran .

d. Untuk  Pani t i a  Rumah Tangga  yang  d i t e r ima  oleh  saks i  

Drs .  G.  Suyatno  (Waki l  Ketua  PRT)  sebesar  Rp.  

15.000 .000 , -  ( l ima  belas  ju ta  rup iah )  pada  tangga l  19  

September  2003  padaha l  PRT te l ah  mendapatkan  anggaran  

te rsend i r i  sebaga i  sa lah  satu  ala t  ke lengkapan  Dewan,  

seh ingga  te l ah  te r j ad i  dobe l  anggaran .

e. Untuk  bantuan  Tunjangan  Har i  Raya  tahun  2003,  

d ibe r i k an  kepada  25  orang  anggota  dewan   ( te rmasuk  

Terdakwa) ,  masing- masing  sebesar  Rp.  1.500 .000 , -  (sa tu  

ju ta  l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  seh ingga  ber jumlah  Rp.  

37.500 .000 , -  ( t i ga  puluh  tu j uh  ju ta  l ima  ra tus  r i bu  

rup iah )  dan  dibe r i k an  kepada  27  orang  sta f  Sekwan,  

masing- masing  sebesar  Rp.  500.000 , -  ( l ima  ra tus  r i bu  

rup iah )  seh ingga  ber jumlah  Rp.  13.500 .000 , -  ( t i ga  

belas  ju ta  l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  padaha l  untuk  

bantuan  Tunjangan  Har i  Raya  tahun  2003  te l ah  

dised iakan  alokas i  anggaran  dalam  APBD tahun  2003  

sebesar  Rp.  40.000 .000 , -  (empat  pu luh  ju ta  rup iah )  

seh ingga  te r j ad i  dobe l  anggaran .

f . Untuk  bantuan  4  f raks i  masing- masing  sebesar  Rp.  

3.000 .000 , -  ( t i g a  ju ta  rup iah )  seh ingga  jumlah  
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se lu ruhnya  Rp.  12.000 .000 , -  d i te r ima  oleh  saks i  

Wil l i em  Ju l iw i yan to ,  saks i  Maryono,  saks i  Drs .  Bawon 

Sugiyan to  dan  saks i  Letko l  L.  Kusdar i yah .  Pember ian  

dana  kepada  4  f raks i  te r sebu t  t i dak  ada  dasarnya  

karena  menuru t  Pasa l  36  Keputusan  DPRD Nomor  8  Tahun  

1999  disebu tkan  bahwa  a la t  Kelengkapan  DPRD te rd i r i  

dar i  Pimpinan ,  Komis i - komis i ,  dan  Pani t i a .  Sehingga  

seharusnya  4 f raks i  te rsebu t  t i dak  berhak  mendapatkan  

bantuan  te rsebu t  te rsebu t  karena  t i dak  sesua i  dengan  

Pasal  4  PP 105  Tahun  2000  :  “Penge lo l aan  Keuangan  

Daerah  di l akukan  secara  te r t i b ,  taa t  pada  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  ef i s i e n ,  efek t i f ,  

t ransparan  dan  ber tanggung  jawab  dengan  memperhat i kan  

azas  kead i l an  dan  kepatu tan ”  dan  Pasal  17 ayat  (3 )  UU 

Nomor  22  Tahun  1999  :  “DPRD membentuk  f raks i - f raks i  

yang  bukan  merupakan  a la t  ke lengkapan  DPRD”

g. Untuk  bantuan  kese jah te raan  kepada  27  orang  sta f  

Sekwan  yang  dibe r i k an  set i ap  t r iwu l an  sebesar  Rp.  

5.000 .000 , -   seh ingga  se lama  satu  tahun  jumlahnya  

sebesar  Rp.  20.000 .000 , -  Pember ian  te rsebu t  t i dak  ada  

dasarnya  dan  te r j ad i  dobe l  anggaran ,  karena  untuk  

keg ia tan  Sekwan te l ah  ada  alokas i  anggaran  te rsend i r i  

d i  da lam APBD yang  te rcan tum  dalam  anggaran  seh ingga  

bantuan  te rsebu t  t i dak  sesua i  dengan  Pasa l  4 PP Nomor  

105  Tahun  2000  :  “Penge lo l aan  Keuangan  Daerah  

di l akukan  secara  te r t i b ,  taa t  pada  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  ef i s i e n ,  efek t i f ,  

t ransparan  dan ber tanggung  jawab  dengan  memper- hat i kan  

azas  kead i l an  dan kepatu tan ”

Secara  r i nc i  s ta f  Sekre ta r i a t  yang mener ima  ya i t u  :

-   Drs .  Rohadi  sebesar :   Rp.  1.600 .000 , -

-   Drs .  Bambang Riyan toko  sebesar :   Rp.  

1.100 .000 , -

-   Ny.  NS.  Enggarwat i  S.  Sos sebesar :   Rp.     800.000 , -

-   Ny.  Indah  Dwianta r i  S.  Sos sebesar :   Rp.     800.000 , -

-   Ny.  Fi f i  Restu  Handayan i ,  SH.  sebesar :   Rp.  

Hal .  75 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

800.000 , -

-   Ny.  Is t i a t i ,  Bsc.  sebesar :   Rp.  

800.000 , -

-   Samsudin  sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   Mochias in  sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   Sabar  sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   I i n  Indyas tu t i  sebesar :   Rp.  

500.000 , -

-   Sar i  Kurn ias i h  Amd sebesar :   Rp.  

500.000 , -

-   Dhani  Rusman sebesar  :   Rp.     500.000 , -

-   Rust i yono  sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   Soleh  Widodo sebesar :   RP.     500.000 , -

-   Daim Sukarman sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   Susi l owa t i  sebesar :   RP.     500.000 , -

-   Sard i  sebesar :   Rp.  1.100 .000 , -

-   Pr ihono  sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   Suta rman sebesar :   Rp.  1.100 .000 , -

-   Supar lan   sebesar :   Rp.  1.100 .000 , -

-   Sugiya tno  sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   Sar jo  sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   Anjar  Sutar t o  sebesar                                :  

Rp.  1.100 .000 , -

-   Kabul  Laksono  sebesar :   Rp.  1.100 .000 , -

-   Dzakwan sebesar :   Rp.  1.100 .000 , -

-   M. Fauz i  sebesar :   Rp.     500.000 , -

-   Andr i  Ju l i an to ,  sebesar :   Rp.     500.000 , -

Sehingga  pengusu lan  sampai  pembagian  bantuan  te rsebu t  

d isamping  t i dak  sesua i  dengan  perun tukannya  juga  te lah  

menjad i  dobe l  anggaran .

- Bahwa disamping  i t u  Terdakwa Tr i  Joko  Minto  Nugroho  juga  

te l ah  menyetu ju i  Rencana  Anggaran  Belan ja  (RAB)  DPRD 

Tahun  Anggaran  2003  yang  dia j ukan  oleh  Pani t i a  Rumah 

Tangga  (Sdr .  Edy  Peni  dan  Drs .  G.  Suyatno)  yang  t i dak  

sesua i  dengan  perun tukannya  ya i t u  merupakan  anggaran  

yang  dobe l  seh ingga  te j ad i  ke leb ihan  pengh i t ungan  b iaya ,  
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ya i t u  :

1. Untuk  Pengadaan  Pakaian  Olah  Raga  sebesar  

Rp.6 .250 .000 , -  (enam ju ta  dua  ra tus  l ima  puluh  r ibu  

rup iah )  yang  d imasukkan  dalam  anggaran  paka ian  dinas  

sebaga imana  te rcan tum  da lam  Kode  Reken ing  

2.01 .0001 .1 .2 . 06 .03 .2 .  padaha l  penga juan  atau  

pengusu lan  pengadaan  paka ian  olah  raga  dalam  Pos 

Pengadaan  Paka ian  Dinas  ada lah  t i dak  sesua i  dengan  

keten tuan ,  karena  sesua i  dengan  keten tuan  y ia tu   Perda  

No.  8 Tahun  2001  ten tang  Kedudukan  Keuangan  DPRD Kota  

Magelang  dalam  Pasal  13  yang  boleh  dised iakan  untuk  

Pimpinan  dan  Anggota  DPRD Kota  Magelang  ada  3  jen i s  

paka ian  dinas ,  ya i t u  :

+  Pakaian  Sip i l  Lengkap  (PSL)  yang  diadakan  set i ap  5 

( l ima)  tahun  seka l i .

      +  Pakaian  Sip i l  Resmi  (PSR)  yang  diadakan  set i ap  

1 (sa tu )  tahun  seka l i .

      + Paka ian  Sip i l  Har ian  (PSH)  yang  diadakan  set i ap  

1 (sa tu )  tahun  2 (dua)  ka l i .

      Sehingga  dalam  ha l  in i  paka ian  olah  raga  t i dak  

boleh  d ianggarkan ,  paka ian  olah  raga  te rsebu t  berupa  

paka ian  t ra i n i ng  seharga  Rp.  250.  000, -  (dua  ra tus  

l ima  puluh  r ibu  rup iah )  yang  dibag i kan  kepada  semua 

Anggota  Dewan ya i t u  :

-   Tr i  Djoko  Minto  Nugroho  

-   Drs .  Soet j i p t o  

-   H.M.  Pramono,  BA  

-   Letko l .  Adm. Z.  Af fand i  

-   Wi l l em  Ju l iw i yan to  

-   Singg ih  Pr ihono  

-   Subandr i yo  

-   Edy Peni  

-   Ny. .  Sulami  

-   Sar t i no  Sast ro  M.  

-   Djoko  Mei  Budi  Utomo  

-   Ny.  Wing Mahareny .  Y  

Hal .  77 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-   Soedar to  

-   M. Ma’ fu l  

-   Maryanto  

-    Soek id i a r so  

-   Madiyono   S  

-   Sugi to    

-   Drs .  G.  Suyatno    

-   S.  Purwanto    

-   Asror i  Wahid    

-   R.  Djoko  Wit j aksono ,  SH.    

-   Drs .  Bawon Sugian to    

-   Letko l .  L.  Kusdar i ah    

-   Letko l .  In f .  Soebani   

Dengan demik ian  pengusu lan  pengadaan  paka ian  o lah  raga  

yang  kemudian  dise tu j u i  o leh  Terdakwa  dan  Pimpinan  

Dewan  la i nnya  te rsebu t  ada lah  t i dak  sesua i  dengan  

Pasal  4 Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  105 Tahun 2000 :  

“Penge lo l aan  Keuangan  Daerah  di l akukan  secara  te r t i b ,  

taa t  pada  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

ef i s i e n ,  efek t i f ,  t ransparan  dan  ber tanggung  jawab  

dengan memperhat i kan  azas  kead i l an  dan kepatu tan ” .

2. Untuk  b iaya  per ja l anan  dinas  te tap  sebaga imana  dalam 

Kode Rekening  Nomor  :  2.01 .0001 .1 .3 . 01 .03 .2 .  ,  d imana  

alokas i  b iaya  per j a l anan  dinas  te tap  te rsebu t  sebesar  

Rp.  75.000 .000 , -  ( tu j uh  pu luh  l ima  ju t a  rup iah ) ,  

se lan ju t nya  Terdakwa memer in tahkan  secara  l i s an  kepada  

Bendahara  Dewan (saks i  Is t i a t i ,  Bsc)  agar  dana sebesar  

i t u  dibe r i k an  kepada  semua  Anggota  Dewan  ( te rmasuk  

Terdakwa)  masing- masing  sebesar  Rp.  250.000 , -  (dua  

ra tus  l ima  puluh  r ibu  rup iah )  untuk  set i ap  bulannya ,  

seh ingga  hal  te r sebu t  merupakan  penghas i l an  te tap  dan  

te rnya ta  pula  ba ik  Terdakwa  maupun  Anggota  Dewan 

la i nnya  t i dak  melakukan  per ja l anan  dinas ,  namun dana  

te rsebu t  hanya  digunakan  untuk  keper l uan  sehar i - har i .  

Pember ian  dana  te rsebu t  menjad i  tumpang  t i nd i h  dengan  

pembayaran  kepada  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan  yang  
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melakukan  per ja l anan  dinas  baik  da lam  daerah  maupun 

lua r  daerah  sebaga imana  dalam APBD DPRD Kota  Magelang  

dengan  Kode  Reken ing  2.01 .0001 .1 .3 . 01 .01 .2  dan  

2.01 .0001 .1 .3 . 01 .022 . ,  d i  samping  i t u  pember ian  dana  

te rsebu t  juga  tumpang  t i nd i h  dengan  pembayaran  kepada  

Pimpinan  dan  Anggota  DPRD Kota  Magelang  dimana  set i ap  

bulan  te l ah  dibe r i k an  uang  paket  untuk  menghadi r i  

rapa t - rapa t  Dinas  d ida lam  Kota  Magelang ,  dengan  

demik ian  te l ah  te r j ad i  dobe l  anggaran ,  atas  perbua tan  

te rsebu t  baik  Terdakwa  maupun  Anggota  Dewan  la i nnya  

te l ah  menikmat i  b iaya  per ja l anan  d inas  te tap  yang  

se lama  tahun  2003  masing- masing  sebesar  Rp.  

3.000 .000 , -  ( t i ga  ju ta  rup iah ) ,  ya i t u  :

-   Tr i  Djoko  Minto  Nugroho  

-   Drs .  Soet j i p t o  

-   H.M.  Pramono,  BA  

-   Letko l .  Adm. Z.  Af fand i  

-   Wi l l em  Ju l iw i yan to  

-   Singg ih  Pr ihono  

-   Subandr i yo  

-   Edy Peni  

-   Ny.  Sulami  

-   Sar t i no  Sast ro  M.  

-   Djoko  Mei  Budi  Utomo  

-   Ny.  Wing Mahareny .  Y  

-   Soedar to  

-   M. Ma’ fu l  

-   Maryanto  

-    Soek id i a r so  

-   Madiyono   S  

-   Sugi to   

-   Drs .  G.  Suyatno   

-   S.  Purwanto   

-   Asror i  Wahid   

-   R.  Djoko  Wit j aksono ,  SH.    

-   Drs .  Bawon Sugian to    
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-   Letko l .  L.  Kusdar i ah    

-   Letko l  In f .  Saeban i   (Rp.2 .500 .000 , - )
 

-   Mayor  Ar t  Bubun H.  (Rp.500 .000 , - )   

3. Bahwa  disamping  i t u  pu la  Terdakwa  te l ah  menyetu ju i  

b iaya  pemel i ha raan  kesehatan  dengan  alokas i  dananya  

sebesar  Rp.  30.000 .000 , -  ( t i ga  puluh  ju ta  rup iah )  

dengan  Kode  Reken ing  2.01 .0001 .1 .1 . 01 .07 .2 ,  ya i t u  

Terdakwa  te lah  membuat  Sura t  Keputusan  Dewan  yang  

dibua t  sebe lum  perubahan  APBD ya i t u  dengan  SK Dewan 

Nomor  :  48  Tahun  2002  tangga l  17  Desember  2002  dan  

sete lah   Perubahan  APBD dengan  Sura t  Keputusan  Dewan 

Nomor  :  25  Tahun  2003  tangga l  31  Ju l i  2003,  d imana  

dana  sebesar  Rp.  30.000 .000 , -  ( t i ga  puluh  ju t a  

rup iah ) ,  t i dak  untuk  pemel iha raan  kesehatan  bagi  

Anggota  Dewan  te tap i  hanya  dibe r i k an  kepada  se lu ruh  

Anggota  Dewan te rmasuk  Terdakwa masing- masing  mener ima  

Rp.  100.000 , -  (se ra tu r  r i bu  rup iah )  yang  d ibe r i k an  

set i ap  bulan ,  seh ingga  merupakan  penghas i l an  te tap ,  

d imana  pember ian  dana  pemel iha raan  kesehatan  te rsebu t  

te rnya ta  tumpang  t i nd i h ,  dengan  pembiayaan  perawatan  

dan  Pengobatan  untuk  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD Kota  

Magelang  beser ta  ke lua rganya  te l ah  dised iakan  a lokas i  

Anggaran  Biaya  Perawatan  dan  Pengobatan  sebesar  yang  

semula   Rp.  36.000 .000 , -  ( t i ga  puluh  enam ju ta  rup iah )  

sete lah  perubahan  APBD menjad i  Rp.  45.000 .000 , -  (empat  

pu luh  l ima  ju ta  rup iah )  sebaga imana  dalam  Rekening  

Nomor  2.01 .0001 .1 .1 . 04 .05 .2  seh ingga  pember ian  biaya  

pemel iha raan  kesehatan  te rsebu t  merupakan  dobe l  

anggaran ,  d i  mana Terdakwa  dan  se lu ruh  Anggota  Dewan 

masing- masing  se lama  setahun  te l ah  menikmat i  Rp.  

1.200 .000 , -  (sa tu  ju ta  dua ra tus  r i bu  rup iah ) ,  ya i t u  :

-   Tr i  Djoko  Minto  Nugroho  

-   Drs .  Soet j i p t o  

-   H.M.  Pramono,  BA  
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-   Letko l .  Adm. Z.  Af fand i  

-   Wi l l em  Ju l iw i yan to  

-   Singg ih  Pr ihono  

-   Subandr i yo  

-   Edy Peni  

-   Ny.  Sula rmi  

-   Sar t i no  Sast ro  M.  

-   Djoko  Mei  Budi  Utomo  

-   Ny.  Wing Mahareny .  Y  

-   Soedar to  

-   M. Ma’ fu l  

-   Maryanto  

-    Soek id i a r so  

-   Madiyono   S  

-   Sugi to    

-   Drs .  G.  Suyatno    

-   S.  Purwanto    

-   Asror i  Wahid    

-   R.  Djoko  Wit j aksono ,  SH.    

-   Drs .  Bawon Sugian to    

-   Letko l .  L.  Kusdar i ah    

-   Letko l  In f .  Saeban i   (Rp.2 .000 .000 , - )
   

-   Mayor  Ar t  Bubun H.   (Rp.200 .000 , - )

Pengusu lan  dan pember ian  bantuan  te rsebu t  t i dak  sesua i  

dengan  Pasa l  4  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  No.105  Tahun  

2000  :  “Penge lo l aan  Keuangan  Daerah  di l akukan  secara  

te r t i b ,  taa t  pada  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ,  ef i s i en ,  efek t i f ,  t ranparan  dan  ber tanggung  

jawab  dengan  memperhat i kan  azas  kead i l an  dan  

kepatu tan ” .

4. Bahwa  sebaga imana  dalam  anggaran  perawatan  dan  

pengobatan  dengan  dana sebesar  Rp.  45.000 .000 , -  (empat  

pu luh  l ima  ju ta  rup iah )  dengan  Kode  Reken ing  

2.01 .0001 .1 .1 . 04 .05 .2  te rsebu t  Terdakwa  juga  

memer in tahkan  secara  l i s an  kepada  saks i  Sut j i p t o  

se laku  Waki l  Ketua  Dewan untuk  membayarkan  biaya  rawat  
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inap ,  rawat  ja l an  dan  perba i kan /penggant i an  kaca  mata  

bag i  Anggota  Dewan  apab i l a  memer lukan  biaya  untuk  

pengobatan  te rsebu t  yang  jumlahnya  mencapa i  Rp.  

11.927 .250 , -  (sebe las  ju t a  sembi lan  ra tus  dua  puluh  

tu j uh  r i bu  dua  ra tus  l ima  puluh  rup iah ) ,  bahwa  atas  

perbua tan  Terdakwa  te rsebu t  kemudian  ada  beberapa  

Anggota  Dewan yang  mencai r kan  biaya  untuk  rawat  inap ,  

rawat  ja l an  dan  perba i kan /penggan t i an  kaca  mata  yang  

seharusnya  biaya  te rsebu t  d ik l a im  (d im in takan )  ke  

asurans i  (PT.  Askes  Magelang) ,  seh ingga  penge lua ran  

biaya  te rsebu t  t i dak  sesua i  dengan  perun tukannya ,  dan  

t i dak  sesua i  dengan  Pasa l  4  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  

105  Tahun  2000  :  “  Pengelo laan  Keuangan  Daerah  

di l akukan  secara  te r t i b ,  taa t  pada  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  ef i s i e n ,  efek t i f ,  

t ransparan  dan  ber tanggung  jawab  dengan  memperhat i kan  

azas  kead i l an  dan  kepatu tan ” .  Secara  r i nc i  penggunaan  

biaya  te rsebu t  d i l akukan  o leh  :

-   Drs .  H.  Soet j i p t o :  

Rp.   2.074 .350 , -

-   H.M.  Pramono,  BA :   Rp.  

2.535 .200 , -

-   Letko l .  Adm. Z.  Af fand i :  

Rp.      214.900 , -

-   Wi l l em  Ju l iw i yan to :   Rp.  

530.000 , -

-   Singg ih  Pr ihono :   Rp.  

80.850 , -

-   Subandr i yo :   Rp.  

425.500 , -

-   Edy Peni :   Rp.  

1.572 .900 , -

-   Sar t i no  Sast ro  M. :  

Rp.            5.200 , -

-   Djoko  Mei  Budi  Utomo :   Rp.  

1.070 .800 , -   
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-   Ny.  Wing Mahareny .  Y :   Rp.  

753.500 , -    

-   Soedar to :   Rp.  

33.700 , -  

-   M. Ma’ fu l :   Rp.  

309.250 , -   

-   Maryanto :   Rp.  

274.000 , -     

-   Asror i  Wahid   :   Rp.  

70.000 , -

-   Letko l .  L.  Kusdar i yah   :  

Rp.        600.000 , -  

-   Letko l .  In f .  Saebani   :  

Rp.        950.000 , -   

- Bahwa  anggaran  sebesar  Rp.  1.915 .000 .000 , -  (sa tu  

mi lya r  sembi lan  ra tus  l ima  belas  ju ta  rup iah )  te rsebu t  

te rnya ta  juga  te lah  dipe rgunakan  untuk  Dana Pendid i kan  

(un tuk  Pos  Pendid i kan )  sebesar  Rp.550 .000 .000 , -  ( l ima  

ra tus  l ima  puluh  ju t a  rup iah )  dengan  Kode  Rekening  

Nomor  :  2.01 .0001 .1 .1 . 01 .15 .2  dengan  alokas i  dana yang  

semula  sebesar  Rp.  300.000 .000 , -  ( t i ga  ra tus  ju ta  

rup iah )  dan  sete lah  mengalami  perubahan  APBD menjad i  

Rp.  550.000 .000 , -  ( l ima  ra tus  l ima  puluh  ju ta  rup iah )  

dana  sebesar  i t u  digunakan  untuk  keg ia tan  sos ia l i s a s i  

perundang- undangan  sebanyak  2  (dua)  tahap  masing-

masing  di  Hote l  Pur i  Asr i  Magelang ,  ya i t u  :

a. Bahwa untuk  tahap  yang  ke  1  di l akukan  pada  tangga l  

2  dan  3  Ju l i  2003  dengan  a lokas i  dana  sebesar  Rp.  

300.000 .000 , -  ( t i ga  ra tus  ju ta  rup iah )  yang  

digunakan  untuk  keg ia tan  sos ia l i s a s i  perundang-

undangan  ( ten tang  Pemi lu  dsb)  yang  di rencanakan  

se lama  5 ( l ima )  dar i  tangga l   30  Jun i  2003  hingga l  

4  Ju l i  2003  har i  namun hanya  di l aksanakan  se lama  2 

(dua)  har i  tangga l  2  dan  3  Ju l i  2003  sebaga imana  

te rsebu t  d i  atas ,  namun dengan  per tanggung  jawaban  

keuangan  se lama  5  ( l ima )  har i  seh ingga  di  s in i  
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te r j ad i  manipu las i  keuangan  ( f i k t i f ) .

Bahwa per in t ah  pelaksanaan  menjad i  2  har i  te rsebu t  

d i l akukan  oleh  Terdakwa se laku  Ketua  Dewan bersama-

sama  dengan  Waki l  Ketua  Dewan  (unsur  pimpinan)  

ya i t u  dengan  saks i  Drs .  H.  Soet j i p t o ,  H.M.  Pramono,  

BA dan  Let .Ko l  Adm.  Z Af fand i  dengan  membuat  Sura t  

Keputusan  (SK)  Pimpinan  Dewan  Nomor  3  Tahun  2003  

tangga l  13  Jun i  2003  ten tang  Pembentukan  Pani t i a  

Sos ia l i s a s i  Pera tu ran  Perundang- undangan  ten tang  

Par ta i  Pol i t i k ;  Pemi lu  anggota   DPR dan  DPRD.  

Keuangan  Negara ,  Kebi j akan  Nasiona l  d i  b idang  

per tanahan  dan  ketahanan  nas iona l  dan  wawasan  

kebangsaan,  dan  Nomor  4  Tahun  2003  tangga l  13  Jun i  

2003  Tentang  Pember ian  Uang Saku  bag i  anggota  DPRD 

sebaga i  peser ta  sos ia l i s a s i  pera tu ran  perundang-

undangan  ten tang  Par ta i  Pol i t i k ,  Pemi lu  Anggota  

DPR,  DPD  dan  DPRD  keuangan  Negara ,  keb i j akan  

nas iona l  d i  b idang  per tanahan ,  ketahanan  nas iona l  

dan wawasan kebangsaan;

Bahwa  kedua  Sura t  Keputusan  (SK)  Pimpinan  Dewan 

te rsebu t  ber i s i  anta ra  la i n  memer in tahkan  

pembayaran  uang  saku  bag i  peser ta  dar i  Anggota  

Dewan  te rmasuk  Terdakwa  sebesar  Rp.  6.850 .000 , -  

(enam  ju ta  de lapan  ra tus  l ima  puluh  r i bu  rup iah )  

dan  pembayaran  insen t i f  pan i t i a  (honor )  yang  

berasa l  dar i  Anggota  Dewan yang  besarnya  bervar i as i  

sesua i  dengan  t i ngka t  jaba tan  kepan i t i a annya .  

Dengan  adanya  SK  te rsebu t  maka  te lah  dibayarkan  

untuk  uang  saku  bag i  peser ta  sos ia l i s a s i  dar i  

Anggota  Dewan dan  dibayarkan  untuk  insen t i f  Pani t i a  

sos ia l i s a s i  ba ik  dar i  ka langan  Anggota  Dewan maupun 

dar i  unsur  Sekre ta r i a t  Dewan.

Bahwa dengan  ke lua rnya  SK Pimpinan  Dewan te rsebu t  

maka  Terdakwa  te l ah  mengeluarkan  per in t ah  secara  

te r t u l i s ,  dan  SK te rsebu t  seharusnya  t i dak  dapat  

d igunakan  untuk  mengeluarkan  pembayaran ,  karena  
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yang  dapat  d igunakan  sebaga i  dasar  untuk  

mengeluarkan  anggaran  ada lah  Sura t  Keputusan  

Otor i sas i  Wal iko ta  (SKO),  seh ingga  penge lua ran  SK 

Pimpinan  Dewan  te rsebu t  te l ah  menyalah i  keten tuan  

karena  t i dak  ada dasarnya .

Bahwa  te rnya ta  is i  Sura t  Keputusan  (SK)  Pimpinan  

Dewan  te rsebu t  te l ah  ber ten tangan  dengan  Sura t  

Keputusan  (SK)  Wal iko ta  Magelang  Nomor  :  027/27 /112  

tangga l  12  Desember  2002  ten tang  Standar i sas i  

indeks  biaya  keg ia tan ,  pe laksanaan ,  pengadaan  dan  

honora r i um  tahun  2003,  yang  mengatur  ten tang  uang  

saku  dan  insen t i f  pan i t i a  (honor )  bag i  Anggota  

Dewan  d isamakan  dengan  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS)  

Golongan  IV ,  seh ingga  uang  saku  untuk  Anggota  Dewan 

hanya  sebesar  Rp.  56.000 , -  per  orang- per  har i ,  

seh ingga  te l ah  te r j ad i  pembayaran  yang  leb ih  besar  

untuk  uang  saku  dan  insen t i f  pan i t i a  yang  secara  

r i nc i  ya i t u  :

1. Untuk  ke leb ihan  pembayaran  uang saku  dan insen t i f  

Pani t i a  bagi  Anggota  ya i t u  untuk  uang  saku  

sebesar  Rp.  6.750 .000 , -  ka l i  25  orang  =  Rp.  

168.750 .000 , -  (se ra tus  enam pu luh  delapan  ju ta  

tu j uh  ra tus  l ima  puluh  r ibu  rup iah )   dan  untuk  

beberapa  Anggota  Dewan yang  menjad i  Pani t i a  ada  

ke leb ihan  pembayaran  insen t i f  Pani t i a  hingga  

sebesar   Rp.  13.073 .000 , -  ( t i ga  belas  ju ta  tu j uh  

puluh  t i ga  r i bu  rup iah )  seh ingga  jumlahnya  Rp.  

182.823 .000 , -   ya i t u  te rd i r i  dar i :

-   Tr i  Djoko  Minto  Nugroho :  

Rp.   8.715 .000 , -

-   Drs .  Soet j i p t o :   Rp.  

8.465 .000 , -

-   H.M.  Pramono,  BA :   Rp.  

8.465 .000 , -

-   Letko l .  Adm. Z.  Af fand i :  

Rp.   8.465 .000 , -
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-   Wi l l em  Ju l iw i yan to :   Rp.  

7.975 .000 , -

-   Singg ih  Pr ihono :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   Subandr i yo :   Rp.  

7.975 .000 , -

-   Edy Peni :   Rp.  

6.750 .000 , -   

-   Ny.  Sulami        :  

Rp.   6.750 .000 , -     

-   Sar t i no  Sast ro  M. :   Rp.  

6.750 .000 , -    

-   Djoko  Mei  Budi  Utomo :   Rp.  

6.750 .000 , -    

-   Ny.  Wing Mahareny .  Y :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   Soedar to :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   M. Ma’ fu l :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   Maryanto :   Rp.  

6.750 .000 , -

-    Soek id i a r so :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   Madiyono   S :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   Sugi to :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   Drs .  G.  Suyatno :   Rp.  

8.468 .000 , -

-   S.  Purwanto :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   Asror i  Wahid :   Rp.  

6.750 .000 , -

-   R.  Djoko  Wit j aksono ,  SH.   :   Rp.  

6.750 .000 , -
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-   Drs .  Bawon Sugian to  :   Rp.  

7.975 .000 , -

-   Letko l .  L.  Kusdar i ah  :   Rp.  

8.320 .000 , -

-   Letko l  In f .  Saeban i  :   Rp.  

6.750 .000 , -

2. Untuk  ke leb ihan  pembayaran  insen t i f  Pani t i a  dar i  

unsur  Sekre ta r i a t  Dewan  hingga  sebesar  Rp.  

12.394 .000 , -  (dua  be las  ju t a  t i ga  ra tus  sembi lan  

puluh  empat  r i bu  rup iah )  ya i t u  te rd i r i  dar i  :

      -   Drs .  Rohadi :   Rp.  

1.472 .000 , -

      -   Drs .  Bambang Riyan toko :   Rp.  

1.225 .000 , -

-   Ny.  Ns.  Enggarwat i  S.  Sos :   Rp.  

975.000 , -

-   Ny.  Indah  Dwi  Antar i  S.Sos :   Rp.  

975.000 , -

-   Ny.  Fi f i  Restu  Handayan i ,  SH. :   Rp.  

975.000 , -

-   Ny.  Is i ya t i ,  Bsc. :   Rp.  

972.000 , -

-   Samsudin :   Rp.  

725.000 , -

-   Sabar :   Rp.     725.000 , -

-   I i n  Indyas tu t i :   Rp.  

725.000 , -

-   Sar i  Kurn ias i h  Amd :   Rp.  

725.000 , -

-   Dhani  Rusman :   Rp.  

875.000 , -

-   Sholeh  Widodo :   Rp.  

725.000 , -

-   Daim Sukarman :   Rp.  

725.000 , -

-   Susi l owa t i :   Rp.  
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725.000 , -

3. Juga  te r j ad i  ke leb ihan  pembayaran  bag i  unsur  

fas i l i f a t o r  h ingga  sebesar  Rp.  4.820 .000 , -  (empat  

ju ta  de lapan  ra tus  dua puluh  r i bu  rup iah )  masing-

masing  sebesar  Rp.  980.000 , -  te rd i r i  dar i  Dr .  Ar i  

Pradawat i ,  MS,  Drs .  Agus  Haryanto ,  Drs .  Fx.  

Isyan to ,  Koto t  Gutomo,  M.s i  dan  Drs .  Fx.  

Har tan to .

Sehingga  jumlah  ke leb ihan  pembayaran  baik  untuk  

pembayaran  uang  saku  maupun  untuk  insen t i f  Pani t i a  

da lam  tahap  ke  1  se lu ruhnya  mencapai  sek i t a r  Rp.  

200.037 .000 , -  (dua  ra tus  ju t a  t i ga  puluh  tu j uh  r i bu  

rup iah ) .

b. Bahwa untuk  tahap  yang  ke  I I  (se te l ah  perubahan  

APBD) keg ia tan  sos ia l i s a s i  d i l akukan  pada tangga l  

13  dan  14  Oktober  2003  dengan  alokas i  dana  

sebesar  Rp.  250.000 .000 , -  (dua  ra tus  l ima  pu luh  

ju ta  rup iah )  yang  digunakan  juga  untuk  keg ia tan  

sos ia l i s a s i  perundang- undangan  ( ten tang  Pemi lu  

dsb)  yang  sebe lumnya  di rencanakan  se lama 5 ( l ima )  

har i  dar i  tangga l  16  Oktober  2003  namun  hanya  

di l aksanakan  se lama 2 (dua)  har i  ya i t u  tangga l  13  

dan  14  Oktober  2003  namun  dengan  per tanggung  

jawaban  keuangan  se lama 5 ( l ima )  har i  seh ingga  d i  

s in i  te r j ad i  manipu las i  laporan  keuangan  

( f i k t i f ) .

Bahwa per in t ah  l i s an  pelaksanaan  menjad i  2 (dua)  

har i  te r sebu t  d i l akukan  oleh  Terdakwa  se laku  

Ketua  Dewan  kemudian  Terdakwa  membuat  Sura t  

Keputusan  (SK)  Dewan Nomor  36  tangga l  3  Oktober  

2003  ten tang  Pembentukan  Pani t i a  Penye- lenggara  

Sos ia l i s a s i  Pera tu ran  Perundang- undangan  ten tang  

Susunan  Kedudukan  Maje l i s  Permusyawara tan  Rakyat ,  

Dewan Perwak i l an  Rakyat ,  Dewan Perwak i l an  Daerah  

dan  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah,  Pemi l i han  

Umum  Pres iden  dan  Waki l  Pres iden  Pedoman 
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Organ isas i  Perangka t  Daerah,  Wewenang 

Pengangkatan ,  Pemindahan  dan  Pemberhent i an  

Pegawai  Neger i  Sip i l  dan  Nomor  37  Tahun  2003  

tangga l  3  Oktober  2003  ten tang  Pember ian  uang  

saku  bag i  peser ta  sos ia l i s a s i  Pera tu ran  

Perundang- undangan  ten tang  susunan  Kedudukan  

Maje l i s  Permusyawara tan  Rakyat ,  Dewan Perwak i l an  

Rakyat ,  Dewan  Perwak i l an  Daerah  dan  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah ,  Pemi l i han  Umum Pres iden  

dan  Waki l  Pres iden ,  Pedoman Organ isas i  Perangka t  

Daerah,  Wewenang  Pengangkatan ,  Pemindahan  dan  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  ;

Bahwa Sura t  Keputusan  (SK)  Dewan Nomor  36  Tahun  

2003  te rsebu t  ber i s i  anta ra  la i n  memer in tahkan  

pembayaran  insen t i f  Pani t i a  (honor )  yang  besarnya  

bervar i a s i  sesua i  dengan  t i ngka t  jaba tan  

kepan i t i a annya  baik  yang  berasa l  dar i  Anggota  

Dewan maupun dar i  unsur  Sekre ta r i a t  Dewan,  sedang  

SK Dewan  Nomor  37  Tahun  2003   te rsebu t  ber i s i  

memer in tahkan  pembayaran  uang  saku  bag i  peser ta  

bag i  Anggota  Dewan  te rmasuk  Terdakwa  masing-

masing  sebesar  Rp.5 .000 .000 , -  ( l ima  ju ta  rup iah )  

dan  dar i  unsur  ekseku t i f  masing- masing  sebesar  

Rp.  250.000 , -  (dua  ra tus  l ima  puluh  r i bu  rup iah ) .

Bahwa dengan  ke lua rnya  SK te rsebu t  maka Terdakwa 

te l ah  mengeluarkan  per in t ah  secara  te r t u l i s ,  dan  

SK  te rsebu t  seharusnya  t i dak  dapat  d igunakan  

untuk  mengeluarkan  pembayaran  karena  SK Pimpinan  

Dewan  t i dak  dapat  d igunakan  sebaga i  dasar  

penge lua ran  anggaran ,  karena  yang  dapat  d igunakan  

untuk  mengeluarkan  anggaran  ada lah  Sura t  

Keputusan  Otor i sas i  Wal iko ta  (SKO).

Bahwa  te rnya ta  is i  Sura t  Keputusan  (SK)  Dewan 

(DPRD)  te rsebu t  te l ah  ber ten tangan  dengan  Sura t  

Keputusan  (SK)  Wal iko ta  Magelang  Nomor  027/27 /112  

tangga l  12  Desember  2002  ten tang  Standar i sas i  
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indeks  biaya  keg ia tan ,  pe laksanaan ,  pengadaan  dan  

honora r i um  tahun  2003,  yang  mengatur  ten tang  uang  

saku  dan  insen t i f  pan i t i a  (honor )  bag i  Anggota  

Dewan d isamakan  dengan  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS)  

Golongan  IV  seh ingga  uang  saku  untuk  Anggota  

Dewan  hanya  sebesar  Rp.  56.000 , -  per  orang  

seh ingga  te l ah  te r j ad i  ke leb ihan  pembayaran  untuk  

uang saku  dan insen t i f  pan i t i a .

ya i t u  :

1.   Untuk  ke leb ihan  pembayaran  uang  saku  dan  

insen t i f  Pani t i a  bagi  Anggota  Dewan  ya i t u  

untuk  uang  saku  sebesar  Rp.  4.  900.000 , -  x  25  

orang  =  Rp.  122.000 .000 , -  (se ra tus  dua  puluh  

dua  ju t a  rup iah )  namun  ada  beberapa  anggota  

Dewan  yang  juga  menjad i  Pani t i a  seh ingga  ada  

ke leb ihan  pembayaran  insen t i f  Pani t i a  yang  

secara  r i nc i  ya i t u  :

-   Tr i  Djoko  Minto  Nugroho :   Rp.  

6.965 .000 , -

-   Drs .  Soet j i p t o :   Rp.  

6.615 .000 , -

-   H.M.  Pramono,  BA :   Rp.  

6.615 .000 , -

-   Letko l .  Adm. Z.  Af fand i :   Rp.  

6.615 .000 , -

-   Wi l l em  Ju l iw i yan to :   Rp.  

5.000 .000 , -

-   Singg ih  Pr ihono :   Rp.  

4.900 .000 , -

-   Subandr i yo :   Rp.  

6.470 .000 , -

-   Edy Peni :   Rp.  

4.900 .000 , -  

-   Ny.  Sula rmi :   Rp.  

4.900 .000 , -     

-   Sar t i no  Sast ro  M. :   Rp.  
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4.000 .000 , -     

-   Djoko  Mei  Budi  Utomo :   Rp.  

6.125 .000 , -    

-   Ny.  Wing Mahareny .  Y :   Rp.  

6.125 .000 , -

-   Soedar to :   Rp.  

4.900 .000 , -

-   M. Ma’ fu l :   Rp.  

4.900 .000 , -

-   Maryanto :   Rp.  

4.900 .000 , -

-    Soek id i a r so :   Rp.  

4.900 .000 , -

-   Madiyono   S :   Rp.  

4.900 .000 , -

-   Sugi to :   Rp.  

4.900 .000 , -

-   Drs .  G.  Suyatno :   Rp.  

6.125 .000 , -

-   S.  Purwanto :   Rp.  

4.900 .000 , -

-   Asror i  Wahid :   Rp.  

4.900 .000 , -

-   R.  Djoko  Wit j aksono ,  SH.   :  

Rp.    4.900 .000 , -

-   Drs .  Bawon Sugian to  :   Rp.  

6.618 .000 , -   

-   Letko l .  L.  Kusdar i ah  :  

Rp.    4.900 .000 , -  

-   Letko l  In f .  Saeban i  :   Rp.  

4.900 .000 , -   

2. Untuk  ke leb ihan  pembayaran  insen t i f  Pani t i a  

dar i  unsur  Sekre ta r i a t  Dewan  hingga  sebesar  

Rp.  13.044 .000 , -  ( t i ga  belas  ju ta  empat  pu luh  

empat  r i bu  rup iah )  yang  te rd i r i  dar i  :

           -   Drs .  Rohadi
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:   Rp.  1.622 .000 , -

          -   Drs .  Bambang Riyan toko

:   Rp.  1.375 .000 , -

      -   Ny.  Ns.  Enggarwat i  S.  Sos :  

Rp.  1.125 .000 , -

      -   Ny.  Indah  Dwi  Antar i  S.Sos

:   Rp.  1.125 .000 , -

      -   Ny.  Is i ya t i ,  Bsc. :  

Rp.   1.125 .000 , -

      -   Samsudin :   Rp.  

725.000 , -

      -   Sabar :   Rp.  

725.000 , -

      -   I i n  Indyas tu t i :  

Rp.      725.000 , -

      -   Sar i  Kurn ias i h ,  Amd :  

Rp.      725.000 , -

      -   Dhani  Rusman :   Rp.  

875.000 , -

      -   Sholeh  Widodo :   Rp.  

725.000 , -

      -   Daim Sukarman :   Rp.  

725.000 , -

            -   Sus i l owa t i :  

Rp.      725.000 , -

      -   Sutarman :   Rp.  

725.000 , -

3. Untuk  ke leb ihan  pembayaran  bagi  unsur  

fas i l i t a t o r  h ingga  sebesar  Rp.  3.840 .000 , -  

( t i ga  ju ta  de lapan  ra tus  empat  pu luh  r ibu  

rup iah )  masing- masing  sebesar  Rp.  980.000 , -  

d ibe r i k an  kepada  Dr.  Ar i  Pradawa    t i ,  MS,  

Slamet  Sujono ,  SH.MH,  Widad i ,  SH.  dan  Drs .  

Rudi  Apr ian to ,  Msi .

4. Untuk  ke leb ihan  pembayaran  saku  bag i  Peser ta  

sos ia l i s a s i  dar i  unsur  ekseku t i f  sebanyak  30  
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orang  masing- masing  sebesar  Rp.  150.000 , -  

(se ra tus  l ima  pu luh  r i bu  rup iah )  hingga  

ber j umlah  Rp.  4.500 .000 , -  (empat  ju t a  l ima  

ra tus  r i bu  rup iah ) ,  te rd i r i  dar i  :

-   Suko Tr i cahyo ,  SH.

-   Suleman.

-   Sr i  Purwant i .

-   Gundat i .

-   Gunadi .

-   Hanaf i .

-   M. Yusuf  I r i an t o .

-   Kasman Bandiyo .

-   Slamet  Sugeng.

-   Djuwak i r .

-   Musl i ch .

-   A.  Setyowat i .

-   Muryan ie .

-   Setyo  Sutoro .

-   Anwar i .

-   M. Chadiq .

-   M. Yunus.

-   Marsud i .

-   Tibyan i .

-   Muni ran .

-   Setyan to .

-   Ar i  Tosa.

-   Prayoga.

-   Sig i t  W.

-   Djoko  Setyono .

-   Haniyad i .

-   Hamzah.

      -   Sukwatno .

      -   Of .  Rusmiyan to .

      -   Retno  Rin i  S.

Sehingga  jumlah  ke leb ihan  pembayaran  baik  

untuk  pembayaran  uang  saku  maupun  untuk  
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insen t i f  Pani t i a  adalah  tahap  ke- I I  se lu ruhnya  

mencapa i  sek i t a r  Rp.  158.157 .000 , -  (se ra tus  

l ima  puluh  delapan  ju ta  sera tus  l ima  puluh  

tu j uh  r i bu  rup iah ) .

c. Bahwa te rnya ta  pula  da lam  hal  te rsebu t  Terdakwa  

te l ah  memer in tahkan  pelaporan  keuangan  

(per t anggung  jawaban)  yang  t i dak  sesua i  ( f i k t i f )  

d i  mana seharusnya  pelaporan  keuangan  di l apo rkan  

keg ia tan  sos ia l i s a s i  hanya  untuk  2  (dua)  har i  

sa ja  ya i t u  untuk  tangga l  2 dan  3 Ju l i  2003  namun 

te l ah  di l apo rkan  5 ( l ima )  har i  (un tuk  tangga l  30  

Jun i  2003  sampai  dengan  4  Ju l i  2003,  da lam 

keg ia tan  sos ia l i s a s i  Tahap  I  te r sebu t  untuk  

akomodas inya  (ho te l )  d i l apo rkan  sebesar  Rp.  

80.800 .000 , -  (de lapan  puluh  ju t a  de lapan  ra tus  

r i bu  rup iah )  untuk  5  ( l ima )  har i  padaha l  hanya  

menghabiskan  anggaran   Rp.  16.163 .300 , -  (enam 

belas  ju ta  sera tus  enam puluh  t i ga  r i bu  t i ga  

ra tus  rup iah )  untuk  2  (dua)  har i  sa ja  seh ingga  

te rdapa t  se l i s i h  ( f i k t i f )  sebesar  Rp.  

64.636 .700 , -  (enam puluh  empat  ju ta  enam ra tus  

t i ga  puluh  enam r ibu  tu juh  ra tus  rup iah ) ,  yang  

digunakan  untuk  pembayaran  PPh Pasal  21  sebesar  

Rp.  30.877 .500 , -  ( t i ga  puluh  ju t a  de lapan  ra tus  

tu j uh  puluh  tu j uh  r i bu  l ima  ra tus  rup iah )  

seh ingga  te rdapa t  s isa  sebesar  Rp.  33.759 .200 , -  

( t i ga  puluh  t i ga  ju ta  tu juh  ra tus  l ima  pu luh  

sembi lan  r i bu  dua ra tus  rup iah ) ,  dan uang sebesar  

i t u  oleh  Bendahara  Dewan  (saks i  Is t i a t i ,  Bsc)  

te l ah  dise rahkan  kepada  Terdakwa  sebaga imana  

dalam tanda  te r ima  yang  berupa  Laporan  Penggunaan  

Biaya  Pendid i kan  bulan  Ju l i  2003  te r t angga l  Ju l i  

2003.  dan  uang  te rsebu t  te l ah  dipe rgunakan  untuk  

kepent i ngan  Terdakwa send i r i .

Bahwa te rnya ta  pula  Terdakwa  te l ah  memer in tahkan  

pelaporan  keuangan  (per t anggung  jawaban)  kepada  
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Sekwan  saks i  Rohadi  yang  t i dak  sesua i  ( f i k t i f )  

untuk   keg ia tan  sos ia l i s a s i  tahap  I I  ya i t u  untuk  

akomodas i   hote l  d i  laporkan   sebesar  

Rp.68 .340 .000 , -  (enam  puluh  de lapan  r i bu  t i ga  

ra tus  empat  pu luh  r ibu  rup iah )  untuk  5  ( l ima )  

har i  tangga l  13- 16  Oktober  2003  padaha l  hanya  

menghabiskan  anggaran  Rp.  14.223 .900 , -  (empat  

be las  ju ta  dua ra tus  dua puluh  t i ga  r i bu  sembi lan  

ra tus  rup iah )  untuk  2  (dua)  har i  tangga l  13  dan  

14  Oktober  2003  sa ja  seh ingga  te rdapa t  se l i s i h  

( f i k t i f )  sebesar  Rp.  54.116 .100 , -  ( l ima  puluh  

empat  ju ta  sera tus  enam  belas  r i bu  sera tus  

rup iah )  untuk  pembayaran  PPh Pasa l  21 sebesar  Rp.  

23.527 .500 , -  (dua  pu luh  t i ga  ju t a  l ima  ra tus  dua  

puluh  tu j uh  r i bu  l ima  ra tus  rup iah ) ,  seh ingga  

dalam  hal  in i  ada  s isa  keg ia tan  sos ia l i s a s i  

h ingga  sebesar  Rp.  20.588 .600 , -  (dua  puluh  ju ta  

l ima  ra tus  delapan  puluh  de lapan  r i bu  enam ra tus  

rup iah )  d imana  uang  te rsebu t  te l ah  d ise rahkan  

oleh  Bendahara  Dewan ( I s t i a t i ,  B.sc )  dan d i t e r ima  

oleh  Terdakwa  sebaga imana   tanda  te r ima  dalam 

Laporan  Penggunaan  biaya  pend id i kan  bulan  Oktober  

2003  te r t angga l  Oktober  2003  dan  uang  te rsebu t  

d igunakan  untuk  kepent i ngan  Terdakwa  send i r i  

tanpa  ada per tanggung  jawabannya .  Sehingga  jumlah  

uang  dar i  s isa  keg ia tan  sos ia l i s a s i  yang  

digunakan  oleh  Terdakwa dan t i dak  ada per tanggung  

jawabannya  te rsebu t  d i  atas  hingga  se jumlah    Rp.  

33.759 .200 , -  +  Rp.  20.588 .600 , -  =  Rp.  

54.347 .800 , -  ( l ima  puluh  empat  ju ta  t i ga  ra tus  

empat  pu luh  tu j uh  r ibu  delapan  ra tus  rup iah ) .

- Bahwa dalam Pos  Kegia tan  Kunjungan  Ker ja  Anggota  

DPRD  Kota  Magelang  ke  Banja rmas in  yang  

di l aksanakan  dar i  tangga l  25  sampai  tangga l  29 

Mei  2003  sebaga imana  da lam  Kode  Reken ing  

2.01 .0001 .1 .3 . 01 .04 .2  dengan  alokas i  dana  sebesar  
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Rp.  400.000 .000 , -  (empat  ra tus  ju ta  rup iah )  

te rnya ta  se lu ruhnya  t i dak  dapat  d ipe r t anggung  

jawabkan  sebaga imana  mest inya  ya i t u  :

- Terdakwa  te l ah  memer in tahkan  secara  l i san  kepada  

Bendahara  Dewan  (saks i  Is t i a t i  Bsc)  agar  

member ikan  uang  saku  kepada  Peser ta  Kunjungan  

Ker ja  (kunker )  ke  Banja rmas in ,  untuk  Anggota  

Dewan  sebesar  Rp.5 .000 .000 , -  ( l ima  ju ta  rup iah )  

dan  dar i  unsur  ekseku t i f  ser ta  dar i  Sta f  

Sekre ta r i a t  Dewan  masing- masing  sebesar  

Rp.1 .500 .000 , -  (sa tu  ju t a  l ima  ra tus  r i bu  

rup iah ) .  Bahwa  te rnya ta  pember ian  uang  saku  

te rsebu t  t i dak  sesua i / be r t en t angan  dengan  Sura t  

Keputusan  Wal iko ta  Nomor  027/27 /112  Tahun  2002  

dimana  Anggota  Dewan  disamakan  dengan  Pegawai  

Neger i  Sip i l  Gol  IV  ya i t u  Rp.56 .000 , -  perhar i  

pero rang  seh ingga  d i  s in i  te r j ad i  ke leb ihan  

pembayaran  uang  saku  yang  jumlahnya  mencapa i  

Rp.149.086 .000 , . -  (se ra tus  empat  pu luh  sembi l an  

ju ta  de lapan  pu luh  enam r i bu  rup iah )  dan  uang  

te rsebu t  t i dak  dapat  d ipe r t anggung  jawabkan,  

seh ingga  t i dak  sesua i  Pasal  4  Pera tu ran  

Pemer in tah  RI  Nomor  105   Tahun  2000  :  

“Penge lo l aan  Keuangan  Daerah  di l akukan  secara  

te r t i b ,  taa t  pada  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku ,  ef i s i en ,  efek t i f ,  t ransparan  dan  

ber tanggung  jawab  dengan  memperhat i kan  azas  

kead i l an  dan kepatu tan ” .

Peser ta  yang  mener ima  ke leb ihan  pembayaran  uang  

saku  te rsebu t  ya i t u  :

a. Dar i  unsur  Anggota  Dewan masing- masing  sete lah  

dipo tong  PPh  sebesar  Rp.  4.720 .000 , -  (empat  

ju ta  tu j uh  ra tus  dua  puluh  r ibu  rup iah )  

ya i t u  :  

       -   Tr i  Djoko  Minto  Nugroho
 

      -   Drs .  Soet j i p t o
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      -   H.M.  Pramono,  BA
 

      -   Letko l .  Adm. Z.  Af fand i
 

      -   Wil l em  Ju l iw i yan to
 

      -   Singg ih  Pr ihono
 

      -   Subandr i yo
 

      -   Edy Peni
 

      -   Ny.  Sulami
 

      -   Sar t i no  Sast ro  M.
 

      -   Djoko  Mei  Budi  Utomo
 

      -   Ny.  Wing Mahareny .  Y
 

      -   Soedar to
 

      -   M. Ma’ fu l
 

      -   Maryanto
 

      -    Soek id i a r so
 

      -   Madiyono   S  

      -   Sugi to    

      -   Drs .  G.  Suyatno    

      -   S.  Purwanto    

      -   Asror i  Wahid    

      -   R.  Djoko  Wit j aksono ,  SH.   
 

      -   Drs .  Bawon Sugian to   
 

      -   Letko l .  L.  Kusdar i ah   
 

      -   Letko l  In f .  Saeban i       

b. Dar i  unsur  Sekre ta r i a t  Dewan  ke leb ihan  
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pembayaran  h ingga  se jumlah  Rp.  6.499 .000 , -  

(enam ju ta  empat  ra tus  sembi lan  pu luh  sembi l an  

r i bu  rup iah ) ,  masing- masing  te l ah  d ipo tong  PPh 

mener ima  :

      -   Drs .  Rohadi :  

Rp.  1.220 .000 , -

          -   Drs .  Bambang Riyan toko

:   Rp.  1.220 .000 , -

      -   Dhani  Rusman :   Rp.  

1.353 .000 , -

      -   Rust i yono :   Rp.  

1.353 .000 , -

      -   Soleh  Widodo :  

Rp.  1.353 .000 , -

c. Dar i  unsur  Eksekut i f  ke leb ihan  pembayaran  uang  

saku  hingga  se jumlah  Rp.  9.957 .000 , -  (sembi l an  

ju ta  sembi lan  ra tus  l ima  pu luh  tu juh  r ibu  

rup iah ) ,  masing- masing  sete lah  dipo tong  PPh.  

mener ima  :

      -   Fahr i yan to :   Rp.  

5.000 .000 , -

-   Suren i  Adi ,  SF :   Rp.  

1.220 .000 , -

-   Suko Tr i cahyo ,  SH. :   Rp.  

1.220 .000 , -

-   Drs .  Aeni  Setyowat i :   Rp.  

1.297 .000 , -

-   Suleman :   Rp.  

1.220 .000 , -

- Bahwa di  samping  i t u  Terdakwa juga  te l ah  mener ima  

pengembal i an  uang  per ja l anan  bag i  peser ta  

kun jungan  ker j a  yang  bata l  berangka t  ya i t u  Sdr .  

Fahr i yan to  dan  saks i  Suk id i a r so  yang  jumlahnya  

sek i t a r  Rp.  14.350 .000 , -  (empat  be las  ju ta  t i ga  

ra tus  l ima  puluh  r ibu  rup iah )  dar i  b i ro  

per j a l anan  PT.  Sat r i av i  Yogyakar ta  dan  uang  
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te rsebu t  te l ah  dise rahkan  dan  di te r ima  ser ta  

dipe rgunakan  untuk  keper l uan  Terdakwa  send i r i  

tanpa  dapat  d ipe r t anggung  jawabkan .

- Bahwa dengan  demik ian  pihak- pihak  yang  menikmat i  

b iaya /dana  te rsebu t  yang  secara  r i nc i  ya i t u  :

a.   Dar i  Anggota  DPRD ya i t u  :

      1.   Tr i  Djoko  Minto  Nugroho   

:   Rp.308.797 .800 , -  

 2.    Drs .  Soet j i p t o    :   Rp.  

63.824 .350 , -   

 3.   H.M.  Pramono,  BA  :   Rp.  

64.285 .300 , -   

 4.   Letko l .  Adm. Z.  Af fand i   :  

Rp.   61.964 .900 , -    

 5.   Wi l l em  Ju l iw i yan to   :  

Rp.   57.175 .000 , -      

 6.   Singg ih  Pr ihono   :   Rp.  

52.400 .850 , -   

 7.   Subandr i yo   :   Rp.  

55.540 .500 , -  

 8.   Edy Peni   :   Rp.  

53.892 .900 , -  

 9.   Ny.  Sulami     :   Rp.  

52.320 .000 , -

    10.  Sar t i no  Sast ro  M.  :  

Rp.   52.415 .200 , -      11.  Djoko  Mei  Budi  Utomo

           :   Rp.   54.952 .800 , -   

    12.  Ny.  Wing Mahareny .  Y :   Rp.  

54.298 .500 , -

    13.  Soedar to :   Rp.  

52.353 .700 , -  

    14.  M. Ma’ fu l   :   Rp.  

52.629 .250 , -   

    15.  Maryanto   :   Rp.  

52.594 .000 , -  

    16.  Soek id i a r so   :   Rp.  
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52.600 .000 , -  

    17.  Madiyono   :   Rp.  

55.320 .000 , -  

    18.  Sugi to   :   Rp.  

52.320 .000 , -   

    19.  Drs .  G.  Suyatno   :   Rp.  

70.263 .000 , -

    20.  S.  Purwanto   :   Rp.  

52.320 .000 , -  

    21.  Asror i  Wahid   :   Rp.  

52.390 .000 , -   

    22.  R.  Djoko  Wit jaksono ,  SH.   :   Rp.  

52.320 .000 , -   

    23.  Drs .  Bawon Sugian to   :   Rp.  

58.263 .000 , -     

    24.  Letko l .  L.  Kusdar i ah   :   Rp.  

57.490 .000 , -  

    25.  Letko l  In f .  Saeban i    :   Rp.  

46.070 .000 , -   

    26.  Mayor  Ar t  Bubun H.   :   Rp.  

7.200 .000 , -

b.   Dar i  Sta f  Sekre ta r i a t ,  ya i t u  :

      1.  Drs .  Rohadi   :  

Rp.     6.414 .000 , -

      2.  Drs .  Bambang Riyan toko    :  

RP.     5.420 .000-

      3.  Ny.  NS Enggarwat i  S.Sos   :  

Rp.     3.400 .000 , -

      4.  Ny.  Indah  Dwianta r i  S.Sos   :  

Rp.     3.400 .000 , -

      5.  Ny.  Fi f i  Restu  Handayan i ,  SH.   

:   Rp.     2.275 .000 , -

      6.  Ny.  Is t i a t i ,  Bsc  :  

Rp.     3.394 .000 , -

      7.   Samsudin   :  

Rp.     2.450 .000 , -
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      8.   Mochias in   :  

Rp.     1.000 .000 , -

      9.  Sabar :   Rp.  

2.450 .000 , -

    10.  I i n  Indyas tu t i :  

Rp.     2.450 .000 , -

    11.  Sar i  Kurn ias i h ,  Amd :  

Rp.     2.450 .000 , -

    12.  Dhani  Rusman :   Rp.  

3.953 .000 , -

    13.   Rust i yono   :  

Rp.     2.353 .000 , -

    14.   Soleh  Widodo  :   Rp.  

3.803 .000 , -

    15.   Daim Sukarman  :   Rp.  

2.450 .000 , -

    16.  Susi l owa t i   :  

Rp.     2.450 .000 , -

    17.  Sard i   :  

Rp.     1.600 .000 , -

    18.  Pr ihono   :   Rp.  

1.000 .000 , -

    19.  Sutarman  :   Rp.  

2.325 .000 , -

    20.  Supar lan   :   Rp.  

1.600 .000 , -

    21.  Sugiya tno   :  RP.  

1.000 .000 , -

    22.   Sar jo   :  

Rp.     1.000 .000 , -

    23.  Anja r  Sutar t o   :   Rp.  

1.600 .000 , -

    24.  Kabul  Laksono   :   Rp.  

1.600 .000 , -

    25.  Dzakwan  :   Rp.  

1.600 .000 , -
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    26.  M. Fauz i   :   Rp.  

1.000 .000 , -

    27.  Andr i  Ju l i an to   :   Rp.  

1.000 .000 , -

c.  Dar i  Fas i l i t a t o r ,  ya i t u  :

    1.   Dr .  Ar i  Pradawat i ,  MS  :  

Rp.     1.960 .000 , -

    2.   Drs .  Agus Har iyan to   :   Rp.  

980.000 , -

    3.   Drs .  FX.  Isyan to   :  

Rp.        980.000 , -

    4.   Koto t  Gutomo,  SE,  Msi . :  

Rp.        980.000 , -

    5.   Drs ,  FX Har tan to   :  

Rp.        980.000 , -

    6.   Slamet  Sudjono ,  SH.  MH.  :  

Rp.        980.000 , -

    7.   Widadi ,  SH.   :  

Rp.        980.000 , -

    8.   Drs .  Rudi  Apr ian to ,  Msi   :  

Rp.        900.000 , -

d.  Dar i  Eksekut i f ,  ya i t u  :

       1.   H.  Fahr i yan to    :  

Rp.     5.000 .000 , -

       2.   Suren i  Adi ,  SE.   :  

Rp.     1.220 .000 , -

       3.   Suko Tr i  Cahyo,  SH.   :  

Rp.     1.370 .000 , -

       4.   Dra.  Aeni  Setyowat i   :  

Rp.     1.297 .000 , -

       5.   Soeleman  :  

RP.     1.370 .000 , -

             6.   Sr i  Purwant i   :  

RP.        150.000 , -

             7.   Gundat i    

:   Rp.        150.000 , -
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       8.   Gunadi   :   Rp.  

150.000 , -

       9.   Hanaf i   :   Rp.  

150.000 , -

           10.   M. Yusuf  I r i na t o   

:   Rp.        150.000 , -

     11.   Kusman Bandiyo   :   Rp.  

150.000 , -

     12.   Slamet  Sugeng  :   Rp.  

150.000 , -

     13.   Djuwak i r   :   Rp.  

150.000 , -

     14.   Musl i ch   :   Rp.  

150.000 , -

           15.   A.  Setyowat i   :  

Rp.        150.000 , -

           16.   Muryan ie   :  

Rp.        150.000 , -

     17.   Setyo  Sutoro   :   Rp.  

150.000 , -

     18.   Anwar i   :   Rp.  

150.000 , -

                     19.   M. Chadiq   

:   Rp.        150.000 , -                  

20.   M. Yunus  :   Rp.  

150.000 , -

                          21.   Marsud i  

:   Rp.        150.000 , -

                          22.   Tibyan i   

:   Rp.        150.000 , -

                          23.   Muni ran ,   

:   Rp.        150.000 , -

                          24.   Set i yan to   

:   Rp.        150.000 , -

                          25.   Ar i  Tosa   

:   Rp.        150.000 , -
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                          26.   Prayoga   

:   Rp.        150.000 , -

                          27.   Sig i t  W  

:   Rp.        150.000 , -

                          28.   Joko  Set iono   

:   Rp.        150.000 , -

                          29.   Haniyad i   

:   Rp.        150.000 , -

                          30.   Hamzah.  K.

:   Rp.        150.000 , -

                          31.   Sukwatno

:   Rp.        150.000 , -

    32.   Of .  Roesmian to :   Rp.  

150.000 , -

                          33.   Retno  Rin i  S

:   Rp.        150.000 , -  

e.  Dar i  Pihak  la i n  (B i ro  Per ja l anan )  sebesar  

Rp.14 .350 .000 , -  yang  kemudian  biaya  te rsebu t  

d ibe r i k an  kepada  Terdakwa.

- Bahwa dar i  beberapa  perbua tan  Terdakwa  te rsebu t  

d i  atas  maka  te l ah  merug ikan  keuangan  negara  

dalam  hal  in i  Pemer in tah  Kota  Magelang  hingga  

sebesar  Rp.  1.748 .905 .050 , -  (sa tu  mi lya r  tu j uh  

ra tus  empat  pu luh  delapan  r ibu  sembi lan  ra tus  

l ima  r ibu  l ima  puluh  rup iah )  atau  set i dak -

t i daknya  sek i t a r  jumlah  te rsebu t ,  ha l  te rsebu t  

sebaga imana  Laporan  Hasi l  Perh i t ungan  Kerug ian  

Keuangan  Negara /Daerah  atas  Anggaran  Belan ja  DPRD 

Kota  Magelang  Tahun  Anggaran  2003  te r t angga l  29 

Nopember  2005  dar i  BPKP Prov ins i  Jawa  Tengah,  

dar i  jumlah  te rsebu t  Terdakwa  te lah  menikmat i  

se jumlah  Rp.  308.797 .800 , -  ( t i ga  ra tus  delapan  

ju ta  tu j uh  ra tus  sembi l an  puluh  tu j uh  r ibu  

delapan  ra tus  rup iah )  atau  sek i t a r  jumlah  

te rsebu t .

Perbuatan  Terdakwa  sebaga imana  d ia tu r  dan  
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diancam Pasa l  3 jo .  Pasal  18 UU Nomor  31 Tahun 1999  

sebaga imana  te lah  diubah  dan  d i t ambah  dengan  UU 

Nomor  20 Tahun  2001  ten tang  Perubahan  atas  UU Nomor  

31  Tahun  1999  ten tang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  

Korups i  jo .  Pasal  55  ayat  (1 )  ke- 1 jo  Pasa l  64  (1 )  

KUHP.

Membaca  tun tu tan  Jaksa /Penun tu t  Umum tangga l  7  Mei  

2007 yang is i nya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

1. Membebaskan  Terdakwa dar i  Dakwaan Pr ima i r  ;

2. Menyatakan  Terdakwa  Tr i  Djoko  Minto  Nugroho  bin  

Sudi rman  Hadi  Rumekso  te rbuk t i  secara  sah  dan 

meyak inkan  menuru t  hukum te lah  melakukan  t i ndak  pidana  

korups i  secara  bersama- sama dan  ber lan j u t  sebaga imana  

dia tu r  dan  diancam dalam Pasal  3  jo  Pasal  18  Undang-

Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebaga imana  diubah  dan  

di tambah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  

ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  

1999  ten tang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korups i  jo  

Pasal  55  ayat  (1 )  ke- 1  jo  Pasa l  64  ayat  (1 )  KUHP 

sebaga imana  dalam Dakwaan Subs ida i r  d i  muka ;

3. Menja tuhkan  pidana  te rhadap  Terdakwa  Tr i  Djoko  Minto  

Nugroho  bin  Sudi rno  Hadi  Rumekso dengan  pidana  pen ja ra  

se lama  4  (empat )  tahun  dengan  per in t ah  agar  Terdakwa  

di tahan  ;

4. Menja tuhkan  pidana  denda  sebesar  Rp.  50.000 .000 , -  

( l ima  puluh  ju ta  rup iah )  subs ida i r  6  (enam)  bulan  

kurungan  ;

5. Membayar  uang  penggant i  sebesar  Rp.  308.797 .800 , -  

( t i ga  ra tus  delapan  ju ta  tu juh  ra tus  sembi lan  puluh  

tu j uh  r i bu  delapan  ra tus  rup iah )  dan  j i ka  te rp i dana  

t i dak  membayar  uang  penggant i  pa l i ng  lama  dalam waktu  

1  (sa tu )  bu lan  sesudah  putusan  Pengad i l an  mempero leh  

kekuatan  hukum te tap ,  maka har ta  bendanya  dapat  d is i t a  

oleh  Jaksa  dan  di l e l ang  untuk  menutup i  uang  penggant i  

te rsebu t ,  da lam  hal  te rp i dana  t i dak  mempunyai  har ta  

benda  yang  mencukup i  untuk  membayar  uang  penggant i  
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te rsebu t  maka digan t i  dengan  pidana  pen ja ra  se lama  6 

(enam)  bulan  ;

6. Agar  barang  bukt i  berupa  :

1. Sura t  Keputusan  sebaga i  Ketua  DPRD per i ode  tahun  1999  

sampai  dengan  tahun  2004  An.  Tr i  Joko  Minto  Nugroho  

dan  Sura t  Keputusan  sebaga i  Waki l  Ketua  DPRD per iode  

tahun  1999  sampai  dengan  tahun  2004  An.  Drs .  H.  

Sut j i p t o  dan H.M.  Pramono,  BA.  ;

2. Sura t  Keputusan  sebaga i  Sekre ta r i s  DPRD per iode  tahun  

1999 sampai  dengan tahun  2004 An.  Rohadi  ;

3. Sura t  Keputusan  sebaga i  Pani t i a  Rumah  Tangga  (PRT)  

tahun  1999 sampai  dengan tahun  2004 ;

4. Sura t  Keputusan  Pimpinan  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kota  Magelang  Nomor  3  Tahun  2003  tangga l  13 

Jun i  2003,  ten tang  Pembentukan  Pani t i a  Sosia l i s as i  

Pera tu ran  Perundang- undangan  Tentang  Par ta i  Pol i t i k ,  

Pemi lu  Anggota  DPR,  DPD dan  DPRD,  Keuangan  Negara ,  

Kebi j akan  Nasiona l  d i  Bidang  Per tahanan  dan  Ketahanan  

Nasiona l  dan Wawasan Kebangsaan  ;

5. Sura t  Keputusan  Pimpinan  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kota  Magelang  Nomor  4  Tahun  2003  tangga l  13 

Jun i  2003,  ten tang  Pember ian  Uang  Saku  Bagi  Anggota  

DPRD  Kota  Magelang  Sebagai  Peser ta  Sosia l i s as i  

Pera tu ran  Perundang- undangan  Tentang  Par ta i  Pol i t i k ,  

Pemi lu  Anggota  DPR,  DPD dan  DPRD,  Keuangan  Negara ,  

Kebi j akan  Nasiona l  d i  Bidang  Per tahanan,  dan Ketahanan  

Nasiona l  dan Wawasan Kebangsaan  ;

6. Sura t  Keputusan  Pimpinan  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kota  Magelang  Nomor  4  Tahun  2003  tangga l  13 

Jun i  2003,  ten tang  Pember ian  Uang  Saku  Bagi  Anggota  

DPRD  Kota  Magelang  Sebagai  Peser ta  Sosia l i s as i  

Pera tu ran  Perundang- undangan  Tentang  Par ta i  Pol i t i k ,  

Pemi lu  Anggota  DPR,  DPD dan  DPRD,  Keuangan  Negara ,  

Kebi j akan  Nasiona l  d i  Bidang  Per tahanan,  dan Ketahanan  

Nasiona l  dan Wawasan Kebangsaan  ;

7. Sura t  Keputusan  Ketua  Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  
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Kota  Magelang  Nomor  36  Tahun  2003  tangga l  3  Oktober  

2003,  Tentang  Pembentukan  Pani t i a  Penye lenggara  

Sos ia l i s a s i  Pera tu ran  Perundang- undangan  Tentang  

Susunan  Kedudukan  Maje l i s  Permusyawara tan  Rakyat ,  

Dewan Perwak i l an  Rakyat ,  Dewan Perwak i l an  Daerah  dan  

Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah ,  Pemi l i han  Umum 

Pres iden  dan  Waki l  Pres iden ,  Pedoman  Organ isas i  

Perangka t  Daerah ,  Wewenang  Pengangkatan ,  Pemindahan  

dan Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  ;

8. Laporan  PRT has i l  rapa t  ke I  dan ke I I  (Perubahan)  ;

9. Kwi tans i / t a nda  te r ima  dar i  Hote l  Pur i  Asr i  Magelang  ;

10. Hasi l  Rapat  Koord inas i  Pani t i a  Sos ia l i s a s i  DPRD Kota  

Magelang  tangga l  16  Jun i  2003  per iha l  :  Sosia l i s a s i  

d i l aksanakan  2 (dua)  har i  dan 5 ( l ima )  har i ,  uang saku  

peser ta ,  nara  sumber ,  dan  pani t i a  di te r imakan  secara  

utuh ,  b iaya  anggaran  untuk  membayar  PPh Pasal  21  dan  

tambahan  kese jah te raan  bag i  anggota  DPRD dan  Sta f  

sekre ta r i a t  DPRD ;

11. Hasi l  Rapat  Koord inas i  Pani t i a  Sos ia l i s a s i  DPRD Kota  

Magelang  tangga l  29  September  2003  per iha l  :  

Sos ia l i s a s i  d i l aksanakan  2  (dua)  har i  dan  5  ( l ima)  

har i ,  uang  saku  peser ta ,  nara  sumber ,  dan  pan i t i a  

di te r imakan  secara  utuh ,  b iaya  anggaran  untuk  membayar  

PPh Pasa l  21  dan  tambahan  kese jah te raan  bag i  Anggota  

DPRD dan Sta f  sekre ta r i a t  DPRD;

12. Tanda  te r ima  s isa  biaya  pend id i kan  bulan  Ju l i  2003  

dan Oktober  2003 ;

13. Tanda  te r ima  Jar i ng  Asmara  dar i  bu lan  Januar i  sampai  

dengan Desember  2003 ;

14. Tanda  te r ima  bantuan  operas iona l  PRT  sebesar  Rp.  

15.000 .000 , -  ;

15. Tanda  te r ima  bantuan  THR untuk  anggota  masing- masing  

Rp.  1.600 .  000, -  dan Sta f  sekre ta r i a t  DPRD sebesar  Rp.  

13.500 .000 , -  se lu ruhnya  ;

16. Tanda  te r ima  bantuan  Fraks i  DPRD se lu ruhnya  Rp.  

12.000 .000 , -  ;

Hal .  107 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanda  te r ima  bantuan  Kesejah te raan  Sta f  Sekre ta r i a t  

DPRD sebesar  Rp.  28.000 .000 , -  ;

18. Tanda  te r ima  pembel i an  paka ian  olah  raga  Rp.  

6.250 .000 , -  ;

19. Tanda  te r ima  b iaya  Per ja l anan  Dinas  te rhadap  Pimpinan  

dan  Anggota  DPRD tahun  2003  sebesar  Rp.  75.000 .000 , -  

tuna i  sampai  Desember  2003 masing- masing  Rp.  250.000 , -  

pero rang  perbu lan  ;

20. Tanda  te r ima  Biaya  Kesehatan  te rhadap  Pimpinan  dan  

Anggota  Dewan sebesar  Rp.  30.000 .000 , -  ;

21. Rinc ian  Biaya  Perawatan  dan  Pengobatan  sebesar  Rp.  

11.927 .250 , -  yang masuk dalam l i ngkup  asurans i  ;

22. Tanda  te r ima  pember ian  uang  saku  saat  Sosia l i s as i  

Perundang- undangan  di  Hote l  Pur i  Asr i  Magelang  tahap  I  

masing- masing  sebesar  Rp.  6.850 .000 , -  per  Anggota  DPRD 

;

23. Tanda  te r ima  uang  saku  saat  kun jungan  ker ja  masing-

masing  sebesar  Rp.  5.000 .000 , -  ;

24. Tanda te r ima  insen t i f / h ono r  Pani t i a  pada tahap  I  ;

25. Tanda te r ima  Insen t i f / Hono r  Pani t i a  pada tahap  I I  ;

26. Kwi tans i / t a nda  te r ima  dar i  Hote l  Pur i  Asr i  Magelang  ;

27. Sura t  Keputusan  DPRD Kota  Magelang  Nomor   37  Tahun  

2003  tangga l  3  Oktober  2003  ten tang  Pember ian  Uang 

Saku  Bagi  Peser ta  Sosia l i s a s i  Pera tu ran  Perundang-

undangan  Tentang  Susunan  Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD dan  

DPRD,  Pemi lu  Pres iden  dan  Waki l  Pres iden ,  Pedoman 

Organ isas i  Perangkat  Daerah,  Wewenang  Pengangkatan ,  

Pemindahan,  dan Pemberhent i an  PNS ;

28. Sura t  Keputusan   DPRD Kota  Magelang  Nomor  48  Tahun  

2002 ten tang  Perse tu j uan  Anggaran  DPRD dan Sekre ta r i a t  

DPRD Kota  Magelang  Tahun  Anggaran  2003  te r t angga l  17  

Desember  2002 ;

29. Sura t  Keputusan  DPRD Kota  Magelang  Nomor  25  Tahun  

2003  ten tang  Perse tu j uan  Perubahan  Anggaran  DPRD dan  

Sekre ta r i a t  DPRD Kota  Magelang  Tahun  Anggaran  2003  

te r t angga l  31 Ju l i  2003 ;
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30. Sura t - sura t  (dokumen)  berupa  tanda  te r ima  uang  yang  

di tanda tangan i  te rsangka  te r t angga l  24  Apr i l  2003  

sebesar  Rp.  30.000 .000 , -  ( t i ga  puluh  ju ta  rup iah ) ,  

tangga l  30 Oktober  2003 sebesar  Rp.  50.000 .000 , -  ( l ima  

puluh  ju ta  rup iah ) ,  dan  te r t angga l  22  Desember  2003  

sebesar  Rp.  83.500 .000 , -  (de lapan  pu luh  t i ga  ju t a  l ima  

ra tus  r i bu  rup iah )  ;

d i rampas  untuk  perkara  la i n  ;

7. Membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  5.000 , -  ( l ima  r i bu  

rup iah )  ;

Membaca  putusan  Pengad i l an  Neger i  Magelang  No.  

62/P id .B /2006 /  PN.MGL.   tangga l  16  Ju l i  2007   yang  amar  

lengkapnya  sebaga i  ber i ku t  :  

- Menyatakan  Terdakwa TRI  JOKO MINTO NUGROHO bin  SUDIRNO 

HADI  RUMEKSO t i dak  te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  

bersa lah  melakukan  t i ndak  pidana  da lam dakwaan Pr ima i r  

;

- Membebaskan  Terdakwa dar i  dakwaan Pr ima i r  ;

- Menyatakan  te rdakwa  TRI  JOKO MINTO NUGROHO bin  SUDIRNO 

HADI  RUMEKSO te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  

bersa lah  melakukan  t i ndak  pidana  KORUPSI  yang  

di l akukan  bersama- sama dan sebaga i  perbuatan  ber lan j u t  

;

- Menja tuhkan  p idana  kepada  Terdakwa  te rsebu t  dengan  

pidana  pen ja ra  se lama 3 ( t i ga )  tahun  dan denda sebesar  

Rp.  50.000 .000 , -  ( l ima  puluh  ju t a  rup iah )  dengan  

keten tuan  apab i l a  denda te rsebu t  t i dak  dibayar  digan t i  

dengan pidana  kurungan  se lama 6 (enam)  bulan  ;

- Menghukum  Terdakwa  untuk  membayar  uang  penggant i  

sebesar  Rp.  304.597 .800 , -  ( t i ga  ra tus  empat  ju ta  l ima  

ra tus  sembi lan  puluh  tu j uh  r i bu  delapan  ra tus  rup iah )  

dengan  keten tuan  j i ka  Terdakwa  t i dak  membayar  uang  

penggant i  te rsebu t  da lam waktu  1 (sa tu )  bu lan  sesudah  

putusan  in i  mempero leh  kekuatan  hukum te tap  maka har ta  

bendanya  dapat  d is i t a  oleh  jaksa  dan  di l e l ang  untuk  

menutup i  uang  penggant i  te rsebu t ,  da lam hal  te rp i dana  
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t i dak  mempunyai  har ta  benda  yang  mencukup i  untuk  

membayar  uang  penggant i  te rsebu t  maka d ip idana  dengan  

pidana  pen ja ra  se lama 1 (sa tu )  tahun  ;

- Menentukan  sura t - sura t  bukt i  berupa  :

1. Sura t  Keputusan  sebaga i  Ketua  DPRD per iode  tahun  

1999 sampai  dengan  tahun  2004 An.  Tr i  Djoko  Minto  

Nugroho  dan  Sura t  Keputusan  sebaga i  Waki l  Ketua  

DPRD per iode  tahun  1999  sampai  dengan  tahun  2004  

An.  Drs .  H.  Sut j i p t o  dan H.M.  Pramono,  BA.  ;

2. Sura t  Keputusan  sebaga i  Sekre ta r i s  DPRD per iode  

tahun  1999 sampai  dengan tahun  2004 An.  Rohadi  ;

3. Sura t  Keputusan  sebaga i  Pani t i a  Rumah  Tangga  

(PRT)  tahun  1999 sampai  dengan tahun  2004 ;

4. Sura t  Keputusan  Pimpinan  Dewan Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kota  Magelang  Nomor  3  Tahun  2003  tangga l  

13  Jun i  2003,  ten tang  Pembentukan  Pani t i a  

Sos ia l i s a s i  Pera tu ran  Perundang- Undangan  Tentang  

Par ta i  Pol i t i k ,  Pemi lu  Anggota  DPR,  DPD dan DPRD,  

Keuangan  Negara ,  Kebi j akan  Nasiona l  d i  Bidang  

Per tahanan  dan  Ketahanan  Nasiona l  dan  Wawasan 

Kebangsaan  ;

5. Sura t  Keputusan  Pimpinan  Dewan Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kota  Magelang  Nomor  4  Tahun  2003  tangga l  

13  Jun i  2003,  ten tang  Pember ian  Uang  Saku  Bbagi  

Anggota  DPRD  Kota  Magelang  Sebaga i  Peser ta  

Sos ia l i s a s i  Pera tu ran  Perundang- undangan  Tentang  

Par ta i  Pol i t i k ,  Pemi lu  Anggota  DPR,  DPD dan DPRD,  

Keuangan  Negara ,  Kebi j akan  Nasiona l  d i  Bidang  

Per tahanan ,  dan  Ketahanan  Nasiona l  dan  Wawasan 

Kebangsaan  ;

6. Sura t  Keputusan  Pimpinan  Dewan Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kota  Magelang  Nomor  4  Tahun  2003  tangga l  

13  Jun i  2003,  ten tang  Pember ian  Uang  Saku  Bagi  

Anggota  DPRD  Kota  Magelang  Sebaga i  Peser ta  

Sos ia l i s a s i  Pera tu ran  Perundang- undangan  Tentang  

Par ta i  Pol i t i k ,  Pemi lu  Anggota  DPR,  DPD dan DPRD,  
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Keuangan  Negara ,  Kebi j akan  Nasiona l  d i  Bidang  

Per tahanan ,  dan  Ketahanan  Nasiona l  dan  Wawasan 

Kebangsaan  ;

7. Sura t  Keputusan  Ketua  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kota  Magelang  Nomor  36  Tahun  2003  tangga l  

3  Oktober  2003,  Tentang  Pembentukan  Pani t i a  

Penye lenggara  Sos ia l i s a s i  Rakyat ,  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat ,  Dewan  Perwak i l an  Daerah  dan 

Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah ,  Pemi l i han  Umum 

Pres iden  dan  Waki l  Pres iden ,  Pedoman Organ isas i  

Perangka t  Daerah,  Wewenang  Pengangkatan ,  

Pemindahan  dan Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  

;

8. Laporan  PRT  has i l  rapa t  ke  I  dan  ke  I I  

(Perubahan)  ;

9. Kwi tans i / t a nda  te r ima  dar i  Hote l  Pur i  Asr i  

Magelang  ;

10. Hasi l  Rapat  Koord inas i  Pani t i a  Sos ia l i s a s i  DPRD 

Kota  Magelang  tangga l  16  Jun i  2003  per iha l  :  

Sos ia l i s a s i  d i l aksanakan  2  (dua)  har i  dan  5 

( l ima)  har i ,  uang  saku  peser ta ,  nara  sumber ,  dan  

Pani t i a  di te r imakan  secara  utuh ,  b iaya  anggaran  

untuk  membayar  PPh  Pasa l  21  dan  tambahan  

kese jah te raan  bagi  anggota  DPRD  dan  sta f  

sekre ta r i a t  DPRD ;

11. Hasi l  Rapat  Koord inas i  Pani t i a  Sos ia l i s a s i  DPRD 

Kota  Magelang  tangga l  29 September  2003  per iha l  :  

Sos ia l i s a s i  d i l aksanakan  2  (dua)  har i  dan  5 

( l ima)  har i ,  uang  saku  peser ta ,  nara  sumber ,  dan  

Pani t i a  di te r imakan  secara  utuh ,  b iaya  anggaran  

untuk  membayar  PPh  Pasa l  21  dan  tambahan  

kese jah te raan  bagi  Anggota  DPRD  dan  Sta f  

Sekre ta r i a t  DPRD;

12. Tanda  te r ima  s isa  biaya  pend id i kan  bulan  Ju l i  

2003 dan Oktober  2003 ;

13. Tanda  te r ima  ja r i ng  asmara  dar i  bu lan  Januar i  
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sampai  dengan Desember  2003 ;

14. Tanda  te r ima  bantuan  operas iona l  PRT  sebesar  

Rp.15 .000 .000 , -  ;

15. Tanda  te r ima  bantuan  THR untuk  anggota  masing-

masing  Rp.  1.600 .      0 00, -  dan sta f  sekre ta r i a t  

DPRD sebesar  Rp.  13.500 .000 , -  se lu ruhnya  ;

16. Tanda  te r ima  bantuan  Fraks i  DPRD se lu ruhnya  Rp.  

12.000 .000 , -  ;

17. Tanda  te r ima  bantuan  Kesejah te raan  Sta f  

Sekre ta r i a t  DPRD sebesar     Rp.  28.000 .000 , -  ;

18. Tanda  te r ima  pembel i an  paka ian  olah  raga  

Rp.6 .250 .000 , -  ;

19. Tanda  te r ima  b iaya  per ja l anan  dinas  te tap  

pimpinan  dan  anggota  DPRD tahun  2003  sebesar  Rp.  

75.000 .000 , -  tuna i  sampai  Desember  2003  masing-

masing  Rp.  250.000 , -  perorang  perbu lan  ;

20. Tanda  te r ima  b iaya  kesehatan  te rhadap  Pimpinan  

dan Anggota  Dewan sebesar  Rp.  30.000 .000 , -  ;

21. Rinc ian  biaya  perawatan  dan  pengobatan  sebesar  

Rp.  11.927 .250 , -  yang  masuk  dalam  l i ngkup  

asurans i  ;

22. Tanda te r ima  pember ian  uang saku  saat  Sosia l i s as i  

Perundang- undangan  di  Hote l  Pur i  Asr i  Magelang  

tahap  I  masing- masing  sebesar  Rp.  6.850 .000 , -  per  

Anggota  DPRD ;

23. Tanda  te r ima  uang  saku  saat  kun jungan  ker ja  

maing- masing  sebesar  Rp.5 .000 .000 , -  ;

24. Tanda  te r ima  Insen t i f / Hono r  Pani t i a  pada  tahap  

I  ;

25. Tanda te r ima  Insen t i f / Hono r  Pani t i a  pada tahap  I I  

;

26. Kwi tans i / t a nda  te r ima  dar i  Hote l  Pur i  Asr i  

Magelang  ;

27. Sura t  Keputusan  DPRD kota  Magelang  Nomor   37 

Tahun  2003  tangga l  3  Oktober  2003  ten tang  

Pember ian  Uang  Saku  Bagi  Peser ta  Sosia l i s a s i  
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Pera tu ran  Perundang- undangan  Tentang  Susunan  

Kedudukan  MPR, DPR,  DPD dan  DPRD, Pemi lu  Pres iden  

dan  Waki l  Pres iden ,  Pedoman Organ isas i  Perangka t  

Daerah,  Wewenang  Pengangkutan ,  Pemindahan,  dan  

Pemberhent i an  PNS ;

28. Sura t  Keputusan   DPRD Kota  Magelang  Nomor  48 

Tahun  2002  ten tang  Perse tu j uan  Anggaran  DPRD dan  

Sekre ta r i a t  DPRD Kota  Magelang  Tahun  Anggaran  

2003 te r t angga l  17 Desember  2002 ;

29. Sura t  Keputusan  DPRD Kota  Magelang  Nomor  25 Tahun  

2003  ten tang  Perse tu j uan  Perubahan  Anggaran  DPRD 

dan  Sekre ta r i a t  DPRD Kota  Magelang  Tahun  Anggaran  

2003 te r t angga l  31 Ju l i  2003 ;

30. Sura t - sura t  (dokumen)  berupa  tanda  te r ima  uang  

yang  di tanda tangan i  te rsangka  te r t angga l  24  Apr i l  

2003  sebesar  Rp.  30.000 .000 , -  ( t i ga  puluh  ju t a  

rup iah ) ,  tangga l  30  Oktober  2003  sebesar  Rp.  

50.000 .000 , -  ( l ima  puluh  ju t a  rup iah ) ,  dan  

te r t angga l  22  Desember  2003  sebesar  Rp.  83.  

500.000 , -  (de lapan  puluh  t i ga  ju t a  l ima  ra tus  

r i bu  rup iah )  ;

d igunakan  sebaga i  bukt i  da lam perkara  la i n  ;

- Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  

perkara  sebesar  Rp.  5.000 , -  ( l ima  r ibu  rup iah )  ;

Membaca  putusan  Pengad i l an  Tingg i  Jawa  Tengah  di  

Semarang  No.  247/P id /2007 /PT .Smg.  tangga l  13  Desember  2007  

yang  amar  lengkapnya  sebaga i  ber i ku t  :

- Mener ima  permin taan  band ing  dar i  Kuasa  Hukum Terdakwa  

te rhadap  putusan  se la  Pengad i l an  Neger i  Magelang  

tangga l  11  September  2006  Nomor  62/P id .B /2006 /PN.Mgl  

dan  putusan  akh i r  Pengadi l an  Neger i  Magelang  tangga l  

16 Ju l i  2007 Nomor 62/P id .B /PN.Mgl  ;

- Menguatkan  putusan  se la  Pengad i l an  Neger i  Magelang  

tangga l  11  September  2006  Nomor  62/P id .B /2006 /PN.Mgl  

dan  putusan  akh i r  Pengadi l an  Neger i  Magelang  tangga l  

16  Ju l i  2007  Nomor  62/P id .B /2006 /PN.Mgl  yang  
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dimin takan  banding  te rsebu t  ;

- Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  

perkara  da lam  2  (dua)  t i ngka t  perad i l an ,  yang  dalam 

t i ngka t  band ing  sebesar  Rp.5 .000 , -  ( l ima  r ibu  

rup iah )  ;

Membaca  putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  1011  

K/P id .Sus /2008  tangga l  20 Oktober  2008 yang  amar  lengkapnya  

sebaga i  ber i ku t  :

- Menolak   permohonan  kasas i  dar i  Pemohon 

Kasas i /Te rdakwa  :  TRI  DJOKO MINTO NUGROHO bin  

SUDIRNO HADI RUMEKSO  te rsebu t  ;

- Membebankan  Pemohon  Kasas i /Te rdakwa   te r sebu t  

untuk  membayar  biaya  perkara  dalam t i ngka t  kasas i  

in i  sebesar  Rp.  2.500 , -  (dua  r i bu  l ima  ra tus  

rup iah )   ;

Membaca  Akta  Permohonan  Penin jauan  Kembal i  No.  

02/Pen.P id .PK /  2010/PN.Mgl  te r t angga l  22  Jun i  2010  beser ta  

memor i  pen in j auan  kembal i  yang   d ibua t  o leh  Penasehat  Hukum 

Terp idana  dan  di te r ima  di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Neger i  

Magelang  pada  tangga l  22  Jun i  2010  yang  memohon  agar  

putusan  Mahkamah Agung te rsebu t  dapat  d i t i n j a u  kembal i  ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa putusan  Mahkamah Agung te rsebu t  te l ah  

dibe r i t a - hukan  kepada  Pemohon Penin jauan  Kembal i / Te rp i dana  

pada  tangga l  27  Mei  2010  dengan  demik ian  putusan  te rsebu t  

te l ah  mempunya i  kekuatan  hukum yang  te tap   ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

para /Pemohon  Penin jauan  Kembal i  pada  pokoknya  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  :

I .    WAKTU DAN TATA CARA PENGAJUAN 
1 . Bahwa  permohonan  penin jauan  kembal i  in i  d ia j ukan  

te rhadap  putusan  Pengadi l an  yang  berkekua tan  te tap ,  

ya i t u  putusan  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  No.  

1011  K/P id .Sus /2008 ,  tangga l  20  Oktober  2008,  yang  

putusannya  te lah  d ibe r i t a hukan  kepada  Terdakwa  pada  

har i  Kamis  tangga l  27  Mei  2010  berdasarkan  dan  

sebaga imana  te rnya ta  da lam  Akta  Pember i t ahuan  Putusan  
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Kasas i  te rsebu t .  

2 . Bahwa menginga t  keten tuan  perundang- undangan  Pasa l  264  

ayat  (3 )  KUHAP jo .  Pasal  75  Undang- undang  No.14  Tahun  

1985  jo .  Undang- Undang  No.  5  Tahun  2004  ten tang  

Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia ,  bahwasanya  jangka  

waktu  permohonan  pen in j auan  kembal i  t i dak  diba tas i ,  

se laku  demik ian  dar i  seg i  waktu ,  permohonan  dan  memor i  

pen in j auan  kembal i  in i  senant i asa  masih  da lam tenggang  

waktu  yang  di ten tukan  o leh  undang- undang.  

3 . Bahwa ta ta  cara  penga juan  permohonan  penin jauan  kembal i  

da lam suatu  perkara  pidana  anta ra  la i n ,  d i l akukan  satu  

ka l i  dan  per tama  ka l i ,  d ia jukan  mela lu i  Kepani t e raan  

Pengad i l an  Neger i  yang  mengadi l i  d i  t i ngka t  per tama,  

dia jukan  oleh  kuasa  (penasehat  hukum)  Terdakwa  

berdasarkan  kuasa  khusus  yang  cukup  untuk  i t u ,  putusan  

yang  dimohonkan  pen in jauan  kembal i  bukan  putusan  bebas,  

bukan  putusan  lepas  dar i  se lu ruh  tun tu tan ,  se laku  

demik ian  i t u  permohonan  dan  memor i  pen in j auan  kembal i  

in i  te l ah  memenuhi  se lu ruh  persyara tan  admin i s t r a t i f  

menuru t  keten tuan  Undang- undang,  karenanya  menuru t  

hukum dinya takan  dapat  d i te r ima  ser ta  dipe r t imbangkan  

sebaga imana  mest inya .  

I I .   NOTA KEBERATAN 

1. Bahwa  maksud  permohonan  penin jauan  kembal i  

(PK)  in i  adalah  penasehat  hukum  Terdakwa  

dengan  in i  menyatakan  kebera tan  te rhadap  

per t imbangan  hukum  putusan  Kasas i  Mahkamah 

Agung  RI .  No.  1011  KlP id .Sus l2008 ,  te r t angga l  

20  Oktober  2008,  sebaga imana  d imaksud  da lam 

putusan  pengad i l an  te rsebu t  da lam  r i sa l ah  

pember i t ahuan  putusan  dar i  Pengad i l an  Neger i  

Magelang  tangga l  27  Mei  2010  yang  amarnya  

berbuny i  :  

M E N G A D I  L I  :  

- Menolak  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon 
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Kasas i /Te rdakwa  TRI  DJOKO MINTO NUGROHO bin  SUDIRNO 

HADI RUMEKSO te rsebu t ;  

- Membebankan  Pemohon  Kasas i /Te rdakwa  te rsebu t  untuk  

membayar  biaya  perkara  dalam  t i ngka t  kasas i  in i  

sebesar  Rp.    2.500 , -  (dua  r i bu  l ima  ra tus  

rup iah )  ;  

Dengan  demik ian ,  te l ah   membenarkan  ser ta  mengadops i  

per t imbangan  hukum dan  putusan  pengad i l an  judex  fac t i  

putusan  Pengadi l an  Tingg i  Semarang  Nomor  :  

247/P id /2007 /PT.Smg,  tangga l  13  Desember  2007  dan 

secara  mutat i s  mutand is  dengan  putusan  Pengadi l an  

Neger i  Magelang  Nomor:  62/P id .B /2006 /PN.Mgl . ,  tangga l  

16 Ju l i  2007.  

2. Bahwa  da lam  s i f a t ,  bentuk  dan  is i  putusan  

kasas i  a  quo  sebaga imana  dikemukakan  di  atas ,  

maka kebera tan  hukum in i  se lan ju t nya  di tu j ukan  

te rhadap  per t imbangan  hukum dan  putusan  judex  

fac t i ,  putusan  Pengad i l an  Tingg i  Semarang  No.  

246/P id /2007 /PT.Smg. ,  tangga l  13  Desember  

2007. ,  jo .  dan  mutat i s  mutand is  dengan  putusan  

Pengad i l an  Neger i  Magelang  No.  

62/P id .B /2006 /PN.Mgl . ,  tangga l  16  Ju l i  2007  

dengan  amar  putusan  Pengadi l an  Tingg i  a  quo  

sebaga i  ber i ku t  :  

M E N G A D I  L I  :  

- Mener ima  permin taan  band ing  dar i  Kuasa  

Hukum Terdakwa  te rhadap  Putusan  Sela  

Pengad i l an  Neger i  Magelang  tangga l  11 

september  2006  Nomor  :  

62/P id .B /2006 /PN  Mgl  dan  putusan  akh i r  

Pengad i l an  Neger i  Magelang  tangga l  16 

Ju l i  2007  No.  :  62/P id .B /  2006/PN 

Mgl  ;  

- Menguatkan  putusan  se la  Pengad i l an  

Neger i  Magelang  tangga l  11  september  

2006  Nomor  :  62/P id .  B/2006/PN  Mgl  dan 
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putusan  akh i r  Pengad i l an  Neger i  

Magelang  tangga l  16  Ju l i  2007  Nomor  :  

62/  Pid .B /2006 /PN  Mgl  yang  dimin takan  

band ing  te rsebu t  ;

- Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  

membayar  biaya  perkara  dalam  2  (dua)  

t i ngka t  Pengad i l an ,  yang  dalam t i ngka t  

band ing  sebesar  Rp.  5.000 , -   ( l ima  

r i bu  rup iah )  ;  

I I I .  HAL IKHWAL (OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERKARA IN I .  

Bahwa  dar i  per t imbangan  hukum ten tang  melawan  hukum,  

pengad i l an  sebaga imana  dikemukakan  d i  atas  maka  dalam 

permohonan  pen in jauan  kembal i  in i ,  menjad i  nyata  bahwa 

yang  menjad i  "omstand igheden"  dan  "ke ten tuan  hukum"  

yang  di l anggar  ada lah  perbua tan  Terdakwa  menyusun,  

menyetu ju i  dan  melaksanakan  anggaran  belan ja  tahun  

2003,  Ht idak  sesua i  sepenuhnya"  (bukan  ber ten tangan) ,  

anta ra  la i n  beberapa  nomenk la tu r  tun jangan  ( t i d ak  semua 

tun jangan)  dengan  Perda  Kota  Magelang  No.  8  Tahun  2001  

ten tang  Kedudukan  Keuangan  DPRD  dan  SK  Wal iko ta  

Magelang  No.  027/27 /112 /2003  ten tang  Penetapan  

Standar i sas i  indeks  biaya  keg ia tan ,  pemel iha raan ,  

pengadaan  dan honora r i um  tahun  2003,  sebaga i  ber i ku t  :  

•Penggunaan  Pos  Dana  Penunjang  Kegia tan  yang  

dipe run tukkan  meningka tkan  kapas i t as  leg i s l a t i f  

d ipe rsa l ahkan  melanggar  Pasa l  1  huru f  (p )  dan  

Penje lasan  Pasal  18 ayat  (1 )  Perda  Kota  Magelang  No.  

8 Tahun 2001  Liha t  r i sa l ah  putusan  Pengad i l an  Neger i  

Magelang  halaman 161- 162) .  

•Penggunaan  sebag ian  Pos  Paka ian  Dinas  digunakan  untuk  

pengadaan  paka ian  o lah  raga  te l ah  dipe rsa lahkan  

melanggar  Pasal  13  Perda  Kota  Magelang  No.  8  Tahun  

2001  (L iha t  r i sa l ah  putusan  Pengad i l an  Neger i  

Magelang  halaman 162) .  

•Penggunaan  sebag ian  Pos  Biaya  Pendid i kan  t i dak  

disebu tkan  melanggar  pera tu ran  perundang- undangan  
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yang  mana . . .  ?,  hanya  menyebutkan  dana  pend id i kan  

digunakan  untuk  sos ia l i s a s i  d i  Hote l  Pur i  Asr i  

Magelang  sebanyak  2  (dua)  tahap  dan  keg ia tan  

te rsebu t  te l ah  dib iaya i ,  peser ta  sos ia l i s a s i  t i ngga l  

datang  untuk  mendapatkan  tambahan  pengetahuan  (L iha t  

r i sa l ah  putusan  Pengadi l an  Neger i  Magelang  halaman  

164) .  

•Penggunaan  sebag ian  Pos  Biaya  Per ja l anan  

Dinas /Kun jungan  Ker ja  dipe rsa l ahkan  karena  melanggar  

SK  WaI i  kota  Magelang  No.  027/27 /112 /2003  ten tang  

Penetapan  Standar i sas i  Indeks  Biaya  Kegia tan ,  

Pemel iha raan ,  Pengadaan,  dan  Honorar i um  Tahun  2003  

(L iha t  r i sa l ah  putusan  Pengad i l an  Neger i  Magelang  

halaman 164- 165) .  

Batasan  "omstand iqheden"  dan  keten tuan  hukum  dalam 

perkara  seper t i  ha lnya  te rsebu t  d i  atas  ada lah  sesua i  

dengan  sura t  dakwaan  Jaksa  Penuntu t  Umum te r t angga l  11  

Ju l i  2006  Reg.  Perk .  No.  PDS-01/ MGL/  Ft .1 /05 /2006 ,  dan 

sura t  tun tu tan  Jaksa  Penuntu t  Umum te r t angga l  7  Mei  

2007,  No.  Reg.  Perkara  :  PDS-011  MGL/Ft .1 / 05 /2007 ,  

dibacakan  demik ian  i t u  da lam  pers idangan  perkara  in i ,  

yang  pada  pr ins i pnya  ket i dak  sesua ian  nomenkla tu r  dan  

jumlah  beberapa  tun jangan  anggaran  DPRD Kota  Magelang  

tahun  2003  dengan  Perda  Kota  Magelang  No.  8 Tahun  2001 

dan SK Wal iko ta  Magelang  No.  027/27 /11212003 .  

Bahwa dengan  demik ian  i t u  pu la ;  "Omstand igheden"  dan 

keten tuan  hukum  dalam  perkara  pidana  in i  t i dak  

menyangkut  ta ta  cara  penggunaan  dan per tanggung jawaban  

anggaran  berdasarkan  PP  No.  105/2000 ,  yang  pada 

pr ins i pnya  adalah  mengenai  per tanggung jawaban  

ekseku t i f  (Wal i ko t a  Magelang)  se laku  Otor i t a s  Keuangan  

Daerah  (v ide  Pasal  5 PP No.105  Tahun 2000 jo .  Pasal  45  

UU No.  22 Tahun 1999) .  

Bahwa  dar i  "omstand igheden"  yang  sesungguhnya  dalam 

perkara  in i  maka  dapat l ah  di l i h a t  "keke l i r u an  nyata "  

dalam  per t imbangan  hukum  perkara  in i .  Sejak  
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per t imbangan  hukum  Pengad i l an  Neger i  Magelang ,  

per t imbangan  hukum Pengad i l an  Tingg i ,  te rus  menerus  

" tanpa  dipe rba i k i "  h ingga  per t imbangan  hukum Mahkamah 

Agung R. I .  da lam t i ngka t  kasas i .  

Hal - ha l  yang  dipersoa l kan  secara  subs tans ia l  :  

1. Bahwa ket i daksesua ian  anggaran  DPRD Kota  Magelang  

tahun  2003  dengan  Perda  Kota  Magelang  No.  8 Tahun  

2001  dan  SK Wal iko ta  Magelang  No.  027/27 /112 /2003  

ada lah  merupakan  pe langgaran  ' ' i n s t i t u s i o na l  

co l l ek t i f  co l l eg i a l "  dan  te ru tama  admin is t r a t i f  

(bukan  pidana) .  

2. Bahwa  Keputusan  DPRD  Kota  Magelang  ten tang  

Anggaran  DPRD Kota  Magelang  Tahun  2003  ada lah  

keputusan  pol i t i k  ins t i t u s i o na l ,  perwu judan  hak  

demokras i  DPRD berdasarkan  Pasal  27  UU No.  22 

Tahun  1999  ten tang  Otonomi  Daerah  jo .  Pasa l  38 UU 

No.4  Tahun  1999  ten tang  Susduk  MPR, DPR,  DPRD jo .  

Pasal  1  ayat  (2 ) ,  Pasa l  2  ayat  (1 ) ,  (2 )  Pasa l  5  

ayat  (1 ) ,  Pasa l  19 ayat  (1 )  dan Pasa l  20 ayat  (1 )  

UUD 1945.  

3. Bahwa sebenarnya  Perda  Kota  Magelang  No.  8  Tahun  

2001  ten tang  Kedudukan  Keuangan  DPRD  adalah  

di l ah i r k an  dar i  dan  berdasarkan  PP 110 Tahun  2000  

dan merupakan  wujud  dar i  "copy  paste "  dar i  PP No.  

110 Tahun 2000 te rsebu t .  

4. Pada kenyataannya  te lah  te r j ad i  perdeba tan  hukum,  

baik  secara  fo rma l  maupun  secara  mater i i l ,  

sos io l og i s ,  po l i t i k  ten tang  eks is t ens i ,  

kedudukan,  dan  efek t i v i t a s  PP No.  110  Tahun  2000  

menginga t  se jak  semula  te l ah  ber ten tangan  

dengan :  

•Asas  da lam  Pasal  16  UU No.  22  Tahun  1999  Tentang  

Pemer in tah  Daerah  sebaga i  wujud  demokras i  dan  sebaga i  

mi t ra  dar i  pemer in tah  daerah .  

•Asas  desent ra l i s a s i  v ide  Pasal  4 UU No.  22 Tahun 1999.  

•Hak  anggaran  ( budget t i n g )  DPRD berdasarkan  Pasal  19 
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huru f  g,  h UU No.  22 Tahun  1999  yang  di tuangkan  dalam 

Pera tu ran  Tata  Ter t i b  DPRD (TATIB) .  

Perdebatan  mana  berakh i r  dengan  jud i c i a l  rev iew  

Mahkamah Agung  R. I .  tangga l  9  September  2002  No.  04-

G/HUM/2000,  yang  pada  pokoknya  mengadi l i  se lan ju t nya  

memutuskan  :  

"Menyatakan  PP  No.  110  Tahun  2000  ber ten tangan  

( tegens te l d )  dengan  pera tu ran  perundangan- undangan  

yang  leb ih  t i ngg i  UU No.  4  Tahun  1999  dan  UU No.  22 

Tahun 1999"  

"Menyatakan  bata l  dan  t i dak  berkekua tan  hukum PP No.  

110 Tahun 2000 te rsebu t "  

5. Bahwa  t i ndakan  DPRD dalam  menetapkan  anggaran  belan ja  

tahun  2003,  mengacu  kepada  keten tuan  Pasal  19 huru f  g,  h  

UU No.  22  Tahun  1999  jo .  Pasal  8  PP No.105  Tahun  2000,  

berbas i s  usu l ,  bebas  dan k ine r j a ,  d i l akukan  oleh  se lu ruh  

anggota  DPRD sebaga i  ins t i t u s i  co l l eg i a l  co l l ek t i f   di  

se lu ruh  Indones ia ,  membukt i kan  bahwa i t u l ah  yang  menjad i  

s ikap ,  hukum yang  hidup ,  dan  arus  n i l a i  yang  kuat  pada  

waktu  i t u .  

6. Berkenaan  dengan  kont rove rs i  PP No.  110 Tahun  2000  te l ah  

nyata  d i  tengah- tengah  masyaraka t  anta ra  la i n  dengan  

pernya taan  para  pakar  hukum sebaga i  ber i ku t  :  

•Pernya taan  Pro f .  DR.  Bagi r  Manan,  S.H. ,  Ketua  Mahkamah 

Agung  R. I . ,  pada  tangga l  16 Desember  2004  da lam acara  

pentahb i san  Gedung  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  di  

Bandung,  menyatakan  t i ndakan  DPRD dalam  menetapkan  

anggaran  belan ja  secara  otonomi  menyimpang i  PP No.  110  

Tahun  2000  ada lah  merupakan  perbua tan  admin is t r a t i f  

dan bukan  pidana .  

Bahwa berkenaan  dengan  substans i  in i ,  Ketua  Mahkamah 

Agung  R. I .  te l ah  mengi r imkan  sura t  atau  rad iog ram  

kepada  se lu ruh  pengad i l an  di  Indones ia  yang  pada  

pokoknya  agar  berha t i - hat i  dan t i dak  gegabah  mengadi l i  

Terdakwa  yang  pada  dasarnya  berakar  pada  PP No.  110  

Tahun 2000.  

Hal .  120 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

•Pernya taan  Prof .  DR.  Mulad i ,  S.H. ,  mantan  Menter i  

Kehak iman  dan  Hakim  Agung  R. I . ,  da lam  konfe rens i  

persnya  menyatakan  :  penuntu tan  te rhadap  DPRD 

berdasarkan  PP No.  110 Tahun 2000 sebaga imana  maraknya  

dewasa  in i  hanya  merupakan  rekayasa  st i gma  te rhadap  

lembaga  te rsebu t .  

•Pernya taan  Abdul rahman  Saleh ,  SH.  Jaksa  Agung  R. I .  

da lam  suatu  s ia ran  te lev i s i ,  agar  jaksa - jaksa  di  

se lu ruh  Indones ia  t i dak  mendakwa  berdasarkan  PP No.  

110 Tahun 2000,  karena  dakwaan seper t i  i t u  lemah;

7.   Kont rove rs i  in i ,  juga  nyata  dar i  berbaga i  var i as i  

putusan  pengad i l an  ten tang  kasus  yang  pada  pokoknya  

iden t i k .  seper t i   Putusan  Pengad i l an  Neger i  Cian ju r  

te r t angga l  24  Jun i  2004  No.  461/P id .B /2003 /PN.C j . ,  

Pengad i l an  Neger i  Ci rebon ,  Pengad i l an  Neger i  Bal i ,  

Pengad i l an  Neger i  Garut ,  Pengad i l an  Neger i  Ci lacap ,  dan  

banyak  lag i  pengad i l an - pengad i l an  yang  la i n  yang  

memutuskan  membebaskan  Terdakwa  yang  di tuduh  korups i  

berdasarkan  PP No.  110 Tahun 2000.  

8.   Bahwa sebaga imana  dengan  Sura t  dar i  Kejaksaan  Agung No.  

B.224 /F /F .2 .  1/4 /2003  tangga l  21  Apr i l  2003  per iha l  

Putusan  Jud ic i a l  Review  te rhadap  PP No.  110  Tahun  2000  

yang  dik i r im  kepada  Kepala  Kejaksaan  Tingg i  se  Indones ia  

pada  huru f  c  di j e l a skan  :  "Bahwa dengan  demik ian  set i ap  

perbua tan  yang  menyimpang  dar i  PP No.  110 Tahun 2000 dan  

te l ah  merug ikan  keuangan  negara I daerah  yang  di l akukan  

sebe lum  tangga l  26  Maret  2003  secara  sah  masih  dapat  

d i l akukan  peny id i kan  dan  dih i t ung  jumlah  kerug iannya  

oleh  aud i t o r  BPKP,  sedangkan  Perda  No.  8  Tahun  2003  

ten tang  APBD Kota  Magelang  di te t apkan  pada  tangga l  27  

Maret  2003  seh ingga  t i dak  te rmasuk  sebaga imana  te rmuat  

da lam sura t  Kejaksaan  Agung te rsebu t .  

9.   Bahwa seper t i  d ikemukakan  dia tas ,  sebaga imana  dakwaan  

Jaksa  Penuntu t  umum maupun putusan  judex  fac t i  te rdakwa  

dipe rsa l ahkan  melanggar  Perda  Kota  Magelang  No.  8  Tahun  

2001  ten tang  Kedudukan  Keuangan  DPRD (bukan  melangar  PP 
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110  Tahun  2000) ,  te tap i  per l u  dike tahu i  bahwa substans i  

dar i  Perda  Kota  Magelang  No.  8 Tahun  2001  ada lah  PP No.  

110  Tahun  2000,  seh ingga  seharusnya  Perda  Kota  Magelang  

No.  8  Tahun  2001  ten tang  Kedudukan  Keuangan  DPRD t i dak  

mempunyai  kekuatan  mengika t  seper t i  ha lnya  ( i nduknya)  PP 

110 Tahun 2000.

IV .  KONSEP  HUKUM  ( RECHTSBEGRIEF)  PENINJAUAN  KEMBALI  

INSTITUSI  KEBERATAN  

Bahwa permohonan  penin jauan  kembal i  in i  d ia jukan  untuk  

penegakan  hukum dan  kead i l an  bag i  Terdakwa  berdasarkan  

hak- hak  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  yang  dimaksud  dalam 

Pasal  263 ayat  (2 )  a,  b,  dan c KUHAP, yakn i  :  

a . Keadaan  baru  yang  bers i f a t  menentukan  (novum)  akan  

menjad i  bebas  atau  lepas  dar i  tun tu tan .

b. Dalam  berbaga i  putusan  te rdapa t  pemyataan  bahwa 

sesuatu  te lah  te rbuk t i  akan  te tap i  ha l  atau  keadaan  

sebaga i  dasar  dan  alasan  putusan  yang  d inya takan  

te l ah  te rbuk t i  i t u  te rnya ta  te l ah  ber ten tangan  satu  

dengan yang  la i n .  

c . Apabi l a  putusan  i t u  dengan  je l as  memper l i ha t kan  suatu  

kekh i l a f an  hak im atau  suatu  keke l i r u an  nyata .  

Bahwa ten tang  apa  yang  dimaksud  dengan  ket i ga  ins t i t u s i  

dasar  Penin jauan  Kembal i  da lam Pasa l  263 ayat  (2 )  a,  b,  

dan  c  KUHAP te rsebu t  d i  atas  ada lah  sebaga imana  adanya  

"dianggap  te l ah  je l as "  dalam  penje lasan  undang- undang  

te rsebu t ,  kecua l i  hanya  menunjukkan  adanya  batasan  

( l im i t a t i f )  da lam penga juan  penin jauan  kembal i .  

Bahwa  namun  buny i  gramat i ka l  keten tuan  te rsebu t  t i dak  

member ikan  r i nc i an  def i n i t i f  ten tang  apa  yang  d imaksud  

dengan  (a )  Novum,  (b )  Per ten tangan  per t imbangan  hukum,  

(c )  kekh i l a f an  dan  keke l i r uan  yang  nyata  sebaga i  a lasan  

l im i t a t i f  permohonan  Penin jauan  Kembal i  atas  putusan  

pidana  yang  te l ah  berkekua tan  te tap .  

Bahwa  juga  t i dak  te rdapa t  yur i sp rudens i  yang  secara  

abst rak t i f  ataupun  perangka t - perangka t  hukum  secara  

der i va t i f  member ikan  kr i t e r i a  hukum  yang  te r i n c i  dan  
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baku  ten tang  ins t i t u s i - ins t i t u s i  dasar  permohonan  

pen in jauan  kembal i  te rsebu t  d i  atas ,  atau  set i daknya  

ten tang  ha l  te rsebu t  t i dak  te rdapa t  yur i sp rudens i  yang  

meleb ih i  atau  seta ra  dengan  undang- undang  dan  

te rsos i a l i s a s i .  

Bahwa namun demik ian ,  karena  perad i l an  harus  ja l an  dan  

t i dak  dapat  d i tunda  hanya  karena  t i dak  je l asnya  

keten tuan  undang- undang  maka  Mahkamah  Agung  Republ i k  

Indones ia  (MARl )  seharusnya  dalam perad i l an  in i  mencar i  

"makna "  atau  " esens i "  ( rech t sbegr i e f )  hukum  ket i ga  

ins t i t u s i  a lasan  penin jauan  kembal i  te rsebu t  berdasarkan  

asas- asas  hukum perad i l an .  Bahwa asas- asas  untuk  mencar i  

esens i  hukum ket i ga  alasan  pen in jauan  kembal i  te rsebu t ,  

maka  per lu  kami  kemukakan  penafs i r an  s is t emat i k ,  guna  

memast i kan  maksud  pembuat  undang- undang  ten tang  

keten tuan  te rsebu t  anta ra  la i n  asas- asas  sebaga i  ber i ku t  

:  

1.  Bahwa  kewenangan  perad i l an  t i ngka t  penin j auan  

kembal i  in i  d ibe r i k an  kepada  Mahkamah  Agung  RI  

seh ingga  patu t  d ipahami  se la ras  atau  berka i t an  era t  

dengan  fungs i ,  kewenangan  ser ta  kewaj i ban  Mahkamah 

Agung  RI  se laku  sa lah  satu  pe laksana  kekuasaan  

kehak iman  di  Negara  Republ i k  Indones ia .  

2.  Bahwa  berkenaan  dengan  hal  i t u ,  berdasarkan  

keten tuan  asas i  :  

a . Undang- undang  No.  4  Tahun  2004  ten tang  Pokok- pokok  

Kekuasaan  Kehak iman  RI . ,  Pasal  11  ayat  (4 )  

menentukan  :  Mahkamah Agung RI  melakukan  pengawasan  

te r t i n gg i  atas  perbuatan  Pengadi l an  dalam  I i ngkup  

perad i l an  d i  bawahnya  berdasarkan  keten tuan  Undang-

undang.  

b. Undang- undang  No.14  Tahun  1985  dengan  perubahannya  

Undang-  Undang  No.5  Tahun  2004  ten tang  Mahkamah 

Agung R.1 .  Pasa l  32,  menentukan  Mahkamah Agung R.1.  

melakukan  pengawasan  te r t i n gg i  te rhadap  

penye lenggaraan  perad i l an  di  semua  l i ngkungan  
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perad i l an  dalam menja lankan  " kekuasaan  kehak iman " .  

c . Sedangkan  d imaksud  dengan  kekuasaan  kehak iman  

menuru t  Pasa l  1  Undang- undang  No.4  Tahun  2004  

ada lah  menyelenggarakan  perad i l an  guna  " menegakkan  

hukum  dan  kead i l an " ,  berdasarkan  Pancas i l a  dan 

te rse lenggaranya  negara  hukum Republ i k  Indones ia .  

d. Pasa l  5  Undang- undang  No.4  Tahun  2004  menegaskan  

pengad i l an  mengadi l i   "  menuru t  hukum dengan  t i dak  

membeda- bedakan  orang " .  

e . Pasa l  3  ayat  (2 )  Undang- undang  No.  4  Tahun  2004,  

juga  memast i kan  bahwa  perad i l a n  ( fungs i  kekuasaan  

kehak iman)  menegakkan  hukum dan kead i l an .  

f . Pasa l  28  ayat  (1 )  Undang- undang  No.  4  Tahun  2004  

ten tang  Kekuasaan  Kehak iman  te rsebu t  menegaskan  

bahwa  :  Hakim,  Hakim  Agung  ada lah  ahl i  d i  b idang  

hukum  dan  dengan  kedudukan  te rsebu t  Hakim  akan  

mengis i  kekosongan  hukum,  bahkan  membentuk  hukum 

juga  dalam keadaan  d ibu tuhkan  Hakim akan  menerapkan  

in te rp r e t as i  hukum,  baik  dengan  metode  deduks i  

maupun  metode  induks i  atau  abst raks i  Hukum sesua i  

keper l uan .  

Bahwa  keten tuan  asas i  te rsebu t  d i  atas  dapat  

member ikan  deduks i ,  anta ra  la i n  :  

1. Bahwa se laku  pengawas  te r t i n gg i  ja l annya  perad i l an  

di  Indones ia ,  Mahkamah  Agung  R. I .  harus  menjaga  

penegakan  hukum dan  atau  kepast i an  hukum,  anta ra  

la i n  dengan  cara  menjaga  un i f i k a s i  hukum.  

2. Bahwa se la i n  i t u  juga  memast i kan  bahwa semua orang  

(warga  negara )  diper l a kukan  "sama  di  hadapan  

perad i l an "  (equa l  befo re  the  law) .  

3. Bahwa dengan  demik ian  i t u l ah  Pengad i l an  "mengad i l i  

menuru t  hukum",  bukan  berdasarkan  kepent i ngan  

pol i t i k  dan hal - ha l  sub jek t i f i t a s  la i nnya .  

Asas- asas  dan  deduks i  hukum sebaga imana  dikemukakan  d i  

atas ,  secara  s is t emat i s  member ikan  makna  hukum  pada 

ket i ga  ins t i t u s i  a lasan  pen in j auan  kembal i  da lam Pasa l  
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263 ayat  (2 )  a,  b,  dan c KUHAP, anta ra  la i n :  

a. Bahwa  ket i ga  ins t i t u s i  a lasan  pen in jauan  kembal i  

te rsebu t  pada  pr ins i pnya  mengacu  kepada  kepent i ngan  

hukum,  t i dak  melanggar  asas  uni f i k as i  hukum,  

kepas t i an  hukum,  dan  kesamaan  orang  di  hadapan  

pengad i l an  (men are  equa l  befo re  the  law) .  

b. Bahwa  dengan  demik ian  uni f i k a s i  hukum,  kesamaan 

orang  di  hadapan  hukum,  ser ta  kepas t i an  hukum harus  

menj iwa i  ket i ga  ins t i t u s i  a lasan  pen in j auan  kembal i  

te rsebu t  d i  atas .  

c. Bahwa  oleh  karena  i t u ,  esens i  ket i ga  ins t i t u s i  

a lasan  pen in j auan  kembal i ,  yakn i  novum,  ket i dak  

se la rasan  per t imbangan  hukum  dan  bukt i  ser ta  

keke l i r uan  nyata  atau  kekh i l a f an  Hakim yang  dimaksud  

dalam Pasa l  263 ayat  (2 )  a,  b,  dan c  KUHAP te rsebu t ,  

ada lah  da lam  makna  memper tahankan  uni f i k a s i  hukum,  

kese la rasan  per t imbangan  hukum,  dan  kesamaan  orang  

di  hadapan hukum.  

Bahwa asas  dan deduks i  hukum sebaga imana  dikemukakan  di  

atas  merupakan  alasan  permohonan  pen in jauan  kembal i ,  

memohon penegakan  hukum dan  kead i l an  da lam  permohonan  

pen in jauan  kembal i ,  ser ta  menjad i  konsep  hukum dalam 

alasan- a lasan  permohonan  pen in jauan  kembal i  da lam 

perkara  in i .  

V. POKOK-POKOK (SUBSTANSI  HUKUM) ALASAN PENINJAUAN KEMBALI  

(PK) .  

Dengan  konsep  dan  esens i  hukum suatu  pen in jauan  kembal i  

sebaga imana  dikemukakan  di  atas ,  maka dalam perkara  in i  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rdakwa  mengemukakan  

substans i  dan alasan  hukum permohonan  penin jauan  kembal i  

in i  sebaga i  ber i ku t  :  

A. Substans i  dan Alasan  Hukum Per tama.  

Substans i  dan  a lasan  in i  d idasarkan  pada  pr io r i t a s  

adanya  " per ten tangan  dalam  berbaga i  putusan "  v ide  

Pasal  263  ayat  (2 )  b  yakn i  :  sebaga imana  dimaksud  

dalam Putusan  Mahkamah Agung  RI  da lam Kasas i  Putusan  
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te r t angga l  13  Jun i  2007  No.1158  K/P id /2007  atas  nama 

Terdakwa  H.  Akhmad Dimyat i ,  S. IP  b in  H.  Dayat ,  untuk  

se lan ju t nya  dapat  d isebu t  " Perkara  H.  Akhmad Dimyat i ,  

Sip .  b in  H.  Dayat " ;  

Bahwa persamaan dan  kesebangunan  dalam sub jek ,  ob jek ,  

dan  subs tans i  perka ra  in i  dengan  perkara  da lam 

Putusan  Mahkamah Agung  RI  da lam Kasas i  te r t angga l  13  

Jun i  2007  No.  1158  K/P id /2007  atau  perkara  H.  Akhmad 

Dimyat i ,  Sip .  b in  H.  Dayat  te rsebu t  ada lah  sebaga i  

ber i ku t :  

1. Dalam Subjek  ( In  sub jec to ) .  

Bahwa  sebaga imana  dalam  putusan  kasas i  Mahkamah 

Agung  RI .  te r t angga l  13  Jun i  2007  No.  1158  

K/P id /2007 ,  perkara  H.  Akhmad Dimyat i ,  S. ip .  b in  H.  

Dayat  anta ra  la i n  fak ta  dan  substans i  da lam  sura t  

dakwaan  Jaksa  Penuntu t  Umum,  per t imbangan  hukum 

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tingg i  Jawa  Bara t ,  

Pengad i l an  Neger i  Ciamis ,  d iband ingkan  dengan  

putusan  kasas i  da lam  perkara  in i  te r t angga l  20 

Oktober  2008  No.  1011  K/P id .Sus /2008  dalam  fak ta  

dan  substans i  da lam  sura t  dakwaan  Jaksa  Penuntu t  

Umum, per t imbangan  hukum Pengad i l an  Tingg i  Semarang  

dan  per t imbangan  hukum Pengad i l an  Neger i  Magelang  

yang  bersangku tan ,  maka  "kedua  perkara  te rsebu t  

ada lah  sama  dalam  sub jek ,  maka  je l as - je l as  

merupakan  perkara  yang  sama dalam  sub jek ,  yakn i  :  

"Kedudukan  Terdakwa dalam kedua  perkara  a quo sama-

sama se laku  Anggota  Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  

(DPRD).  

2. Dalam Objek  ( i n  ob jec to )  

Bahwa dengan  pembandingan  yang  sama dalam  hal - ha l  

yang  disebu t  pada  but i r  1  d i  atas ,  da lam  kedua  

perkara  maka nyata  je l as  bahwa objek  kedua  perkara  

ada lah  sama  yakn i  per iha l  "Penetapan  dan  

Pengelo laan  Keuangan,  Anggaran  DPRD dan  Sekre ta r i a t  

DPRD dan  secara  spes i f i k  mengenai  penggunaan  pos  
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dana  penun jang  keg ia tan ,  paka ian  d inas ,  b iaya  

pend id i kan  dan  biaya  per ja l anan  dinas / kun jungan  

ker j a .  kesamaan objek  in i  semakin  nyata  berdasarkan  

Pasal  27  Undang- undang  No.  22  Tahun  1999  jo .  

Undang- undang  No.  4 Tahun  1999  ten tang  MPR, DPR dan  

DPRD ;  bahwa  Lembaga  DPRD ada lah  co l l ek t i f  dan 

co l l eg i a l ,  t i dak  dapat  d ip i sahkan  te r l eb i h - leb ih  

da lam  tanggung  jawab  fungs iona l  DPRD menetapkan  

keuangan,  anggaran ,  dan  penggunaanIpenge lo l aan  

berdasarkan  penetapan  ins t i t u s i o na l  te rmaksud .  

3. Dalam Substans i  ( In  subs tance)  

Dengan  perband ingan  kedua  perkara  sebaga imana  

dimaksud  di  atas  ada lah  juga  mengenai  subs tans i  

hukum alasan  tuduhan  korups i  yang  sama,  yakn i  :  

"Per i ha l  penge lo l aan  keuangan,  keuangan  DPRD dan  

Sekre ta r i a t  DPRD Kota  Magelang  tahun  2003,  d idakwa  

t i dak  sesua i  atau  menyimpang  dar i  Perda  Kota  

Magelang  No.  8  Tahun  2001  yang  perda  te rsebu t  

merupakan  je lmaan  dar i  PP 110  Tahun  2000  jo .  Sura t  

Menter i  Dalam Neger i  Dan Otonomi  Daerah  tangga l  17 

November  2000 No.  903/2735 /SJ .  

•Dalam requ is i t o i r  Jaksa  Penuntu t  Umum,  subs tans i  

hukum  berubah  menjad i  t i ndakan  hukum  t i dak  

sesua i  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  No.105  Tahun  

2000 (yang  sesungguhnya  untuk  per tanggung jawaban  

ekseku t i f ) .  

•Dan sama- sama da lam pokok- pokok  permasa lahan  hukum 

yang  secara  subs tans ia l  d ipe rsoa l kan  anta ra  

Jaksa  Penuntu t  Umum  dan  Penasehat  Hukum 

Terdakwa,  yakn i  :  bahwa  di  satu  s is i ,  Jaksa  

Penuntu t  Umum berpandangan  bahwa  Perda  Kota  

Magelang  No.  8  Tahun  2001  yang  is i nya  sama 

dengan  PP No.  110  Tahun  2000  te tap  ber laku ,  

sedangkan  di  s is i  la i n ,  Penasehat  Hukum Terdakwa  

berpandangan  bahwa  Perda  Kota  Magelang  No.  8 

Tahun 2001 yang  karena  is i n ya  sama dengan PP No.  
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110  Tahun  2000  menjad i  t i dak  ber laku  karena  PP 

No.  110 Tahun 2000 bata l  demi  hukum karena  cacat  

hukum.  

•Bahwa  sebaga imana  nyata  dalam  putusan  kasas i  

Mahkamah  Agung  RI .  te r t angga l  13  Jun i  2007  

No.1158  K/P id /2007  dalam  perkara  H.  Akhmad 

Dimyat i ,  Sip .  b in  H.  Dayat  ada lah  putusan  

" Iepas  dar i  sega la  tun tu tan " ,  se laku  demik ian  

i t u  menuru t  keten tuan  " Pasal  191  KUHAP" ,  

te rhadapnya  t i dak  te rdapa t  upaya  hukum.  

•Bahwa seanda inya  ada  penin jauan  kembal i  te rhadap  

putusan  kasas i  te rsebu t ,  i t u  hanya  pen in j auan  

kembal i  demi  hukum yang  dapat  d i l akukan  oleh  

Jaksa  Agung RI  untuk  kepent i ngan  hukum,  hal  i t u  

pun  seanda inya  di l akukan  quod  non,  ada lah  t i dak  

dapat  merug ikan  Terdakwa atau  t i dak  akan  merubah  

putusan  kasas i  te rsebu t  sebaga i  " Iepas  dar i  

sega la  tun tu tan " .  

•Bahwa da lam  hal  putusan  kasas i  Mahkamah Agung  RI  

te r t angga l  13  Jun i  2007  No.1158  K/P id /2007  atas  

nama Terdakwa  H.  Akhmad Dimyat i ,  S. lp .  b in  H.  

Dayat  yang  dalam  " sub jek " ,  "ob jek "  dan 

" substans i  hukum"  yang  sama dan  sebangun  da lam 

perkara  pen in jauan  kembal i  in i  ada lah  " t i dak  

mungkin  di rubah"  dar i  per t imbangan  hukum  dan  

keputusan  " Iepas  dar i  sega la  tun tu tan . "  Demi  

asas  "se t i ap  orang  sama  di  hadapan  

hukum/pengad i l an " ,  asas  kepas t i an  hukum,  asas  

kead i l an ,  asas  uni f i k a s i  hukum  atas  sub jek ,  

ob jek  dan  subs tans i  hukum  yang  sama,  maka 

per t imbangan  hukum  kasas i  Mahkamah  Agung  RI .  

da lam perkara  in i ,  putusan  te r t angga l  20 Oktober  

2008  No.  1011  K/P id .Sus /2008  harus  di t i n j a u  dan  

disesua i kan  atau  d isamakan  dengan  putusan  kasas i  

Mahkamah  Agung  RI .  te r t angga l  13  Jun i  2007  

No.1158  K/P id /2007 ,  da lam  perkara  Terdakwa  H.  
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Akhmad Dimyat i ,  S. lp .  b in  H.  Dayat  karena  kedua  

perkara  te rsebu t  menyangkut  apa  yang  menjad i  

"sub jek " ,  "ob jek "  dan  "subs tans i "  da lam perkara  

te rsebu t ,  yakn i  :  

- In  Subjec to  

Terdakwa  H.  Akhmad  Dimyat i  se laku  anggota  

DPRD  Kabupaten  Ciamis  sama  kedudukannya  

dengan  Terdakwa,  ya i t u  sebaga i  anggota  DPRD 

Kota  Magelang .  

- In  Objec to  

Sama-sama  per iha l  anggaran  DPRD  dan 

Sekre ta r i a t  DPRD,  mel ipu t i  dana  penun jang  

keg ia tan ,  paka ian  d inas ,  b iaya  pendid i kan  dan  

biaya  per ja l anan  d inas /kun j ungan  ker j a .  

-     In  Substance  

Sama-sama  per iha l  penetapan  dan  penggunaan  

anggaran  Dewan  dan  Sekre ta r i a t  DPRD untuk  

Terdakwa  H.  Akhmad  Dimyat i  d idakwa  t i dak  

sesua i  dengan  PP  No.  110  Tahun  2000,  

sedangkan  Terdakwa  dalam perkara  in i  d idakwa  

melanggar  Perda  Kota  Magelang  No.  8  Tahun  

2001 yang  is i nya  sama dengan  PP No.  110 Tahun  

2000  dan  da lam  requ is i t o i r  (su ra t  tun tu tan )  

di rubah  sebaga i  t i dak  sesua i  dengan  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  105 Tahun 2000.  

Bahwa  se lan ju t nya  sebaga imana  dalam 

per t imbangan  hukum  putusan  kasas i  Mahkamah 

Agung  RI .  te r t angga l  13  Jun i  2007  No.  1158  

K/P id /2007  atas  Terdakwa  H.  Akhmad  Dimyat i ,  

S. ip .  b in  H.  Dayat  da lam  sub jek ,  ob jek ,  dan  

subs tans i  sebaga imana  d ikemukakan  di  atas ,  

bahwa  "per i s t i wa  hukum da lam perkara  te rsebu t  

bukan  perkara  p idana" .  Oleh  karena  i t u  da lam 

dik tum  Putusan  Mahkamah  Agung  R. I .  te r sebu t  

"Melepaskan  Terdakwa  H.  Akhmad  Dimyat i ,  Sip .  

b in  H.  Dayat  dar i  se lu ruh  tun tu tan . "  
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Bahwa  berdasarkan  fak ta - fak ta  yang  nyata  dan  

di temukan  dalam  perkara  pen in jauan  kembal i  in i  

atas  perkara  dalam putusan  Mahkamah Agung  R. I .  

ta r t angga l  20  Oktober  2008  No.  1011  

K/P id .Sus /2008  a quo,  maka atas  objek  dan bukt i  

ser ta  subs tans i  yang  sama  di temukan  

per ten tangan ,  yakn i  :  

-   Dalam  perkara  pen in j auan  kembal i  in i  atas  

putusan  kasas i  Mahkamah Agung  RI  te r t angga l  

20 Oktober  2008 No.  1011 K/P id .Sus /2008  a quo  

dalam sub jek ,  ob jek ,  dan  subs tans i  yang  sama 

dinya takan  te rbuk t i  melakukan  perbua tan  mela-

wan hukum atau  pidana  dan  menghukum Terdakwa 

dengan  hukuman pen ja ra  3 ( t i ga )  tahun ,  ser ta  

denda dan sete rusnya .  

Sedangkan:

-  Dalam putusan  Mahkamah Agung  RI .  te r t angga l  

13  Jun i  2007  No.  1158  K/P id /2007  atas  

Terdakwa H.  Akhmad Dimyat i ,  Sip .  b in  H.  Dayat  

da lam sub jek ,  ob jek ,  dan  subs tans i  yang  sama 

dinya takan  "bukan  per i s t i wa  pidana"  dan 

melepaskan  Terdakwa dar i  se lu ruh  tun tu tan .  

Bahwa  dalam  fak ta - fak ta  hukum  sebaga imana  

disebu tkan  di  atas ,  menuru t  asas- asas  penegakan  

hukum  sebaga imana  juga  te l ah  d ikemukakan  di  

atas ,  maka  bag i  Mahkamah  Agung  R. I .  da lam 

perkara  penin jauan  kembal i  atas  putusan  

Penin jauan  Kembal i  in i  " t i dak  te rdapa t  p i l i h an  

la i n  kecua l i  menyamakannya  dengan  per t imbangan  

hukum  dan  putusan  yang  leb ih  menguntungkan  

Terdakwa  a  quo" ,  yakn i  :  "Menyatakan  per i s t i wa  

hukum  dalam  perkara  a  quo  ada lah  bukan  

per i s t i wa  pidana "  karenanya  harus  dinya takan ,  

d ipu tuskan  Terdakwa  a  quo  lepas  dar i  sega la  

tun tu tan .  

•Asas  penerapan  hukum  yang  leb ih  menguntungkan  
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v ide  Pasal  1 ayat  (2 )  KUHP. 

Asas- asas  penegakan  hukum kead i l an  sebaga imana  

dikemukakan  di  atas ,  leb ih  spes i f i k  d i ten tukan  

oleh  asas  hukum pidana  pada  keten tuan  Pasa l  1  

ayat  (2 ) ,  yakn i  :  

"J i ka  sesudah  perbua tan  di l akukan  ada perubahan  

dalam  perundang- undangan,  d ipaka i  atu ran  yang  

pal i ng  r i ngan  bag i  te rdakwa" .  

Keten tuan  in i  se laku  asas  merupakan  keten tuan  

memaksa,  mengika t  Hakim dalam perad i l an .  

Berkenaan  dengan  asas  te rsebu t  maka  hal  in i  

sebaga imana  nyata  da lam  per t imbangan  hukum 

Mahkamah  Agung  R. I .  da lam  perkara  kasas i  H.  

Akhmad Dimyat i ,  Sip .  b in  H.  Dayat  yang  menjad i  

pokok  dan dasar  putusan  te rsebu t  anta ra  la i n :  

- Bahwa  keten tuan  hukum yang  di t e rapkan  atas  

sub jek ,  ob jek  dan  substans i  perka ra  a  quo  

ada lah  keten tuan  dan  per t imbangan  hukum,  

per i s t i wa  yang  menjad i  ha l  ihwa l  

(omstand igheden)  dalam  perkara  te rsebu t  

ada lah  "Bukan  perkara  pidana  mela inkan  

merupakan  hal  yang  tunduk  pada  hukum 

admin is t r a t i f  karenanya  te rdakwa  di l epaskan  

dar t  se lu ruh  tun tu tan " .  

- Bahwa da lam sub jek ,  ob jek  dan substans i  hukum 

yang  sama dengan perkara  in i  ;  maka keten tuan  

dan  penerapan  hukum da lam  perkara  H.  Akhmad 

Dimyat i ,  S. lp .  b in  H.  Dayat  te rsebu t  adalah  

merupakan  keten tuan  dalam  penerapan  hukum 

yang  leb ih  menguntungkan  bagi  Terdakwa  dalam 

perkara  in i ;  

- Bahwa  untuk  kead i l an  dan  kepas t i an  hukum,  

ser ta  da/am  asas  kesamaan  dihadapan  hukum 

maka  da lam  perkara  in i  da lam  pen in jauan  

kembal i ,  penasehat  hukum  memohon  hak- hak  

Terdakwa,  berdasarkan  Pasa l  1 ayat  (2 )  KUHP,  
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agar  diad i l i  berdasarkan  keten tuan  dalam 

penerapan  hukum  yang  leb ih  menguntungkan  

yakn i  :  menyatakan  per i s t i wa  dalam  perkara  

in i  bukan  per i s t i wa  p idana ,  karenanya  

Terdakwa di l epaskan  dar i  se lu ruh  tun tu tan .  

- Bahwa  dalam  kr i t e r i a  kesamaan  dan  

kesebangunan  perkara  kasas i  da lam perkara  in i  

dengan  putusan  kasas i  la i n ,  akan  te tap i  

ber ten tangan  satu  sama  la i n  ada lah  juga  

perkara  in i  sama dan  sebangun  dengan  perkara  

la i n  namun  putusannya  ber ten tangan  dengan  

putusan  perkara  kasas i  dalam  perkara  in i ,  

anta ra  la i n  ;  putusan  Mahkamah  Agung  RI .  

perka ra  Penin jauan  Kembal i  te r t angga l  15 

Maret  2007  No.  92  PK/Pid /2006  dan  No.  93  

PK/Pid /2006  atas  Putusan  Kasas i  jo .  Putusan  

Banding  jo .  Putusan  Pengad i l an  Neger i  Ci rebon  

;  Putusan  Penin jauan  Kembal i  Mahkamah Agung 

RI  te rsebu t  berada  dalam  berkas  Mahkamah 

Agung RI .  

B. Substans i  Dan Alasan  Hukum Kedua :  

•Hal  dan  subs tans i  a lasan  kedua  in i  ada lah  ha l  dan  

subs tans i  hukum yang  dimaksud  da lam Pasa l  263  ayat  

(2 )  c  KUHAP,  yakn i  keke l i r u an  dan  kekh i l a f an  yang  

nyata .  

•Bahwa  seberapa  mungkin  putusan  kasas i  H.  Akhmad 

Dimyat i ,  Sip .  b in  H.  Dayat  te r sebu t  d i  atas  menjad i  

per t imbangan  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  da lam 

Permohonan  Penin jauan  Kembal i  da lam  perkara  in i ,  

ada lah  kami  ajukan  pu la  sebaga i  novum dan  bukt i  

keke l i r uan  hal  yang  nyata  dalam per t imbangan  hukum 

dalam  Putusan  Kasas i  Mahkamah  Agung  RI  dalam 

perkara  in i .  

•Bahwa  dengan  demik ian ,  da lam  asas- asas  penegakan  

hukum  yang  menjad i  dasar  penga juan  permohonan  

pen in jauan  kembal i  in i  ada lah  semest i nya  Hakim 
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dalam  putusan  kasas i  da lam  perkara  in i ,  t i dak  

ke l i r u  atau  mempert imbangkan  bukt i  sebaga imana  

mest inya  menyatakan  sama  dengan  putusan  Mahkamah 

Agung  R. I .  da lam perkara  kasas i  H.  Akhmad Dimyat i ,  

S. lp .  b in  H.  Dayat  te rsebu t  d i  atas ,  yakn i  

menyatakan  per i s t i wa  hukum dalam perkara  in i  bukan  

per i s t i wa  hukum  pidana  dan  karenanya  melepaskan  

Terdakwa dar i  se lu ruh  tun tu tan .  

Bahwa  secara  fak ta - fak ta  hukum,  kont rove rs i ,  

keke l i r uan  keten tuan  perundang- undangan  di  atas  sama 

seka l i  d iaba i kan  oleh  hak im  dalam  perkara  in i ,  ba ik  

dar i  t i ngka t  Pengadi l an  Neger i ,  Pengadi l an  Tingg i ,  

h ingga  di  pengad i l an  kasas i  d i  Mahkamah  Agung  RI  

t i ndakan  pengaba ian  te rsebu t  d i  atas  te lah  nyata - nyata  

menjad i kan  dan  mendorong  hak im  masuk  pada  ba ik  suatu  

kekh i l a f an  (sub jek t i f )  maupun membuat  keke l i r u an  yang  

nyata  ( objek t i f )  anta ra  la i n  melanggar  keten tuan -

keten tuan  sebaga i  ber i ku t  :  

1. Pasal  28 jo .  Pasal  5 Undang- undang No.  4 Tahun 2004  

jo .  Pasa l  27 jo .  Pasal  5 ayat  (1 )  Undang- undang  No.  

14  Tahun  1970  ;  bahwa  Hakim  waj ib  " mengadi l i  

menuru t  hukum"  dan  menggal i ,  mengiku t i  memahami  

"n i l a i - n i l a i  hukum"  dan  " rasa  kead i l an  yang  hidup "  

da lam  masyaraka t  karena  te tah  begi t u  sa ja  tanpa  

per t imbangan  hukum  (onvo ldoende  gemot i vee rd )  

mengabaikan  beberapa  persoa lan - persoa lan  

subs tans ia l  sebaga imana  dikemukakan  di  atas ,  ba ik  

sebaga i  fak ta - fak ta  hukum da lam pers idangan  perkara  

in i  maupun  sebaga i  fak ta - fak ta  hukum,  n i l a i  hukum 

di  lua r  pers idangan  perkara  atau  d i  tengah- tengah  

masyaraka t .  

2. Penafs i r an  log i s  dan a cont ra r i o  te rhadap  Pasal  191 

ayat  (1 )  Undang- undang No.  8 Tahun 1981 (KUHAP) jo .  

asas  in t e r nas i ona l  "bahwa  leb ih  ba ik  membebaskan  

1000  orang  yang  past i ;  bersa lah  dar i  pada  

menghukum  1  orang  yang  belum  past i  bersa lah " .  
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Menandaskan  suatu  amanat  mendasar  bag i  hak im p idana  

"bahwa  hak im  p idana  t i dak  d ipe rkenankan  menghukum 

orang  yang  kesa lahannya  masih  d i ragukan"   (be lum 

sah  dan belum meyak inkan) .  

3. Pasal  5 ayat  (1 )  Undang- undang  No.4  Tahun  2004  jo ,  

Pasal  5 Undang- undang  No.  14 Tahun  1970,  yang  pada  

pokoknya  :  Hakim  harus  member i  per t imbangan  hukum 

yang  cukup,  anta ra  la i n  untuk  set i ap  hal  yang  

dipe rsoa l kan  secara  substans ia l .  

4. Asas  kehat i - hat i an  Hakim  p idana ,  sebaga imana  

di tun tu t  dan  d imahkotakan  dengan  per l i n dungan  hak  

asas i  da lam Undang- undang  No.  8 Tahun  1981  ten tang  

KUHAP. 

Dengan  pelanggaran- pelanggaran  keten tuan  dan  asas  

dalam hal  dan dengan cara  sebaga imana  dikemukakan  di  

atas ,  maka  didapa t i  se jumlah  besar  kekh i l a f an  dan  

keke l i r uan  nyata  dar i  Hakim  dan  dalam  per t imbangan  

Hakim  putusan  Pengad i l an  berkekua tan  te tap  putusan  

kasas i  a quo.  

C. Substans i  dan Alasan  Hukum Ket iga .   

Bahwa hal  dan  alasan  kebera tan  ket i ga  in i  ada lah  :  

ten tang  2  pokok  hal ,  yakn i  :  bahwa hak im  menghukum 

Terdakwa  dalam  fak ta - fak ta  hukum  yang  meragukan  

kesa lahan  Terdakwa yakn i  :

1. Bahwa  Jaksa  Penuntu t  Umum,  dan  da lam  s idang  

perkara  in i  t i dak  pernah  dapat  membukt i kan  unsur  

" kerug ian  negara " .  

2. Bahwa  t i ndakan  Terdakwa  ber ten tangan  dengan  PP 

No.  105  Tahun  2000,  ada lah  kesa lahan  

admin is t r a t i f .  

Ad.1 .  Anal i sa  Hukum Tentang  Unsur  Merug ikan  Negara  .  

•Bahwa  dalam  pr ins i p  hukum pembukt i an  maka  suatu  

kerug ian  negara  harus  je l as  dan  didasarkan  pada  

kesa lahan  (schu ld )  v ide  Pasal  1365  KUH Perdata  

(asas  t i ada  kerug ian  tanpa  kesa lahan) .  

•Bahwa  sesungguhnya  sebaga imana  te l ah  te rana l i s a  
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hukum di  atas  (ha l  dan  a lasan  kebera tan  per tama)  

menjad i  a lasan  dan  ana l i sa  hukum dalam  hal  in i  

anda ikan  te rdapa t  anas i r  kerug ian  konkre t  dan  

je l as  quod  non  dalam  perkara  in i  maka  kerug ian  

te rmaksud  t i dak  dapat  d iper t anggung jawabkan  

te rhadap  Terdakwa karena  Terdakwa t i dak  melakukan  

kesa lahan  (onschu ld i g ) .  

Bahwa  dalam  perkara  in i  kerug ian  t i dak  pernah  

te rbuk t i  sama  seka l i .  Bahwa  bukt i  yang  dia jukan  

Jaksa  Penuntu t  Umum  da lam  perkara  in i  untuk  

membukt i kan  kerug ian  negara  ada lah  kes impu lan  

sep ihak  dar i  BPKP  (Badan  Pemer iksa  Keuangan  

Pembangunan  dan  bukan  perh i t ungan  audi t  mela inkan  

hanya  perh i t ungan  ( Calku la to r )  jumlah  anggaran  DPRD 

Kota  Magelang  tahun  2003  yang  di te t apkan  " t i dak  

sesua i  dengan PP No.  105/2000 .  

Bahwa  da lam  kete rangannya  BPKP  saks i  Edy 

Siswohar toyo  menje laskan  :  

• Bahwa  BPKP melakukan  audi t  inves t i gas i  APBD 

Kota  Magelang   TA  2003  atas  permin taan  

Kejaksaan  Tingg i  Jawa  Tengah  seh ingga  t i dak  

te rmasuk  akuntan  publ i k .  

•Bahwa BPKP melakukan  audi t  dengan  cara  datang  ke  

seketa r i a t  dewan  kemudian  saks i  bon  pin j am  

berkas  dar i  Sekre ta r i a t  Dewan dan data  yang  ada  

di  Kejaksaan ,  o leh  karena  i t u  sebenarnya  t i dak  

mempunyai  wewenang  mengaudi t  APBD  Kota  

Magelang .  

•Bahwa  BPKP  melakukan  pemer iksaan  berdasarkan  

Perda  Kota  Magelang  No.  8 Tahun 2001 dan No.  11  

Tahun 2003 ( t i dak  akuntabe l ) .

•Bahwa  yang  berwenang  menghi tung  APBD,  anggaran  

DPRD Kota  Magelang  tahun  2003  hanya  BPK atau  

akuntan  pub l i k  yang  di tun j uk  oleh  pemer in tah .  

Berdasarkan  se la i n  ha l  te r sebu t ,  berdasarkan  

Pasal  2 ayat  (1 )  dan (2)  UU No.  5 Tahun  1973  jo .  
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Pasal  3 ayat  (2 )  UU No.  15 Tahun 2004,  maka APBN,  

APBD  (Keuangan  Negara)  d iaud i t  o leh  Badan 

Pemer iksa  Keuangan  (BPK)  atau  akuntan  publ i k  yang  

di tun j uk  o leh  pemer in tah .  

Bahwa  sesua i  dengan  standar  aud i t ,  berdasarkan  

Pasal  4  UU No.  15/2004 ,  maka Pemer iksa  Keuangan  

Negara  mel ipu t i  keuangan,  k ine r j a  dan  tu juan  

te r t en t u .  

Bahwa te rnya ta  dalam  tu juan  menghi tung  kerug ian  

negara  dalam perkara  in i  :  

•Tidak  di l akukan  oleh  BPK.  

•Tidak  di l akukan  oleh  akuntan  pub l i k .  

•Tidak  memenuhi  v isum akt i va ,  dan pass ive .  

•Tidak  memer iksa  k ine r j a  DPRD sebaga i  akt i va .  

Ad.  2.  Anal i sa  Hukum Per iha l  Tindakan  Dan  Termasuk  

Hukum  Admin is t r a t i f  Vide  Pera tu ran  Pemer in tah  

No.105/2000 .  

Bahwa  per iha l  pokok  in i ,  sebaga imana  te lah  

diana l i s i s  pada  Nota  Kebera tan  per tama,  secara  

muta t i s  mutand is  menjad i  anal i sa  hukum dalam pokok  

hal  in i .  

Bahwa in  casu  per t imbangan  hak im  judex  fac t i  dan  hak im 

kasas i  dalam  perkara  in i  mengabaikan  keten tuan -

keten tuan  hukum sebaga imana  dikemukakan  pada  but i r  1 

dan  2  di  atas ,  sudah  semest i nya  di t i n j a u  kembal i  dan  

diba ta l kan .  

D. Substans i  dan Alasan  Hukum Keempat  

Bahwa  kebera tan  in i  d ia j ukan  te rhadap  per t imbangan  

hukum  judex  fac t i  dan  kasas i  per i ha l  ber lakunya  Perda  

Kota  Magelang  No.  8  Tahun  2001  yang  notabene  ada lah  

pen je lmaan  ( copy  paste )  dar i  PP Nomor  :  110  Tahun  2000  

yang  sudah  dinya takan  bata l ,  t i dak  ber laku  dan  t i dak  

mempunyai  kekuatan  hukum  mengika t  sesua i  putusan  

Mahkamah Agung  R. I .  tangga l  9  September  2002  Nomor  :  

04G/HUM/2001,  maka  dalam  per t imbangan  hukum  te rsebu t  

ada lah  sa lah  dan  ke l i r u  secara  pr ins i p i l  dengan  alasan  
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hukum sebaga i  ber i ku t  :  

a. Bahwa  jud i c i a l  rev iew  Mahkamah  Agung  R. I  

te rsebu t  pada  pr ins i pnya  menyatakan  PP Nomor  :  

110  Tahun  2000  cacat  hukum karena  se jak  semula  

ber ten tangan  dengan  UU  No.  22  Tahun  1999  

seh ingga  produk  hukum yang  merupakan  pelaksana  

dibawahnya  harus  dinya takan  t i dak  mempunya i  

kekuatan  hukum mengika t  te rmasuk  d i  da lam Perda  

Kota  Magelang  Nomor :  8 Tahun 2001.  

b. Bahwa  memaksakan  Perda  Kota  Magelang  Nomor  8 

Tahun  2001  jo  PP Nomor  110  Tahun  2000  te rhadap  

Terdakwa  ada lah  memaksakan  hukum yang  caca t ,  

dengan  demik ian  "ber ten tangan  dengan  asas  

equa l i t y  befo re  the  law"  v ide  Pasal  5 UU No.  4 

Tahun  2004  yang  in t i n ya  t i dak  membeda- bedakan  

orang  di  hadapan  hukum.  

c. Bahwa  jud i c i a l  rev iew  a  quo  ada lah  pandangan  

dan  s ikap  hukum  Mahkamah  Agung  RI .  se laku  

pemimpin  te r t i n gg i  perad i l an  dan  kawal  

un i f i k as i  hukum,  se laku  demik ian  i t u  memutuskan  

perkara  APBD,  anggaran  belan ja  DPRD a quo  t i dak  

sesua i  PP Nomor  110  Tahun  2000  sebaga i  t i ndak  

pidana  ada lah  mengak iba t kan  " dua l i sme  hukum"  d i  

tubuh  Mahkamah Agung RI  send i r i .  

d. Bahwa oleh  karena  i t u  putusan  judex  fac t i  dan 

kasas i  da lam  perkara  in i  merupakan  keke l i r u an  

yang  ser ius  karena  menimbulkan  dua l i sme  hukum,  

se la i n  i t u  menimbulkan  kekacauan  pol i t i k  hukum 

dan  ket i dakpas t i an  hukum jus t r u  oleh  Mahkamah 

Agung RI  i t u  send i r i .  

Berdasarkan  se lu ruh  hal  yang  d iu ra i kan  di  atas  putusan  

pengad i l an  judex  fac t i  dan  kasas i  a  quo  bers i f a t  

mendesak ,  esens ia l  untuk  di t i n j a u  kembal i  dan  harus  

diba ta l kan  dalam perkara  in i .  

E.   Substans i  Dan Alasan  Hukum Kel ima.   

Bahwa  keadaan  baru  ( novum)  yang  akan  d ia j ukan  da lam 
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perkara  in i  ada lah :  

1. Keadaan  yang  dimaksud  da lam per t imbangan  hukum 

putusan  kasas i  Mahkamah  Agung  RI .  te r t angga l  

13 Jun i  2007  No.  1158  K/P id /2007  da lam perkara  

H.  Akhmad Dimyat i ,  S. ip .  b in  H.  Dayat .  

2. Keadaan  yang  dimaksud  dalam  dik tum  putusan  

Mahkamah  Konst i t u s i  RI .  No.003 /PUU- IV /2006  

(novum) .  

3. Keadaan  yang  dimaksud  da lam per t imbangan  hukum 

putusan  Mahkamah  Agung  RI .  tangga l  15  Maret  

2007  No.  92 PK/Pid /2006  dan No.  93 PK/Pid /2006  

perkara  korups i  berdasarkan  Pera tu ran  Peme-

r i n t ah  No.  110 Tahun 2000 DPRD Cirebon .  

Per iha l  Keberadaan  Novum (keadaan  baru)  :  

• Bahwa  keberadaan  novum  (keadaan  baru)  a  quo  

sebaga imana  disebu tkan  di  atas  ada lah  se la i n  

merupakan  ars ip  negara  dan secara  resmi  ada menjad i  

ars ip  Mahkamah Agung RI  ada lah  juga  te l ah  diumumkan 

secara  luas  ( te rpub l i k a s i  dengan  ba ik ) ,  se laku  

demik ian  i t u  ha l - ha l  yang  dapat  d ianggap  te l ah  

dike tahu i  pengad i l an  sebaga i  benar  adanya  demik ian  

karenanya  f i s i k  novum  te rsebu t  t i dak  lag i  harus  

dia jukan  bersama memor i  pen in j auan  kembal i  in i .  

• Bahwa  menginga t  " t i dak  te rdapa t  batas  waktu  

te r t en t u "  untuk  penga juan  permohonan  penin jauan  

kembal i  da lam  perkara  pidana  v ide  Pasa l  264  ayat  

(3 )  KUHAP maka  waktu  penemuan  keadaan  baru  a  quo  

t i dak  d ipe r l u kan .  

Si fa t  Menentukan  Novum (keadaan  baru)  .

•Bahwa  s i f a t  menentukan  novum  (keadaan  baru)  adalah  

sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasa l  263  (2 )  a  KUHAP,  

yakn i  keadaan  yang  menimbulkan  dugaan  kuat ,  bahwa 

j i k a  keadaan  i t u  sudah  dike tahu i  pada  waktu  s idang  

masih  ber langsung ,  has i l n ya  akan  berupa  putusan  

bebas  ataupun  putusan  lepas  dar i  sega la  tun tu tan .  

•Bahwa berkenaan  s i f a t  menentukan  novum (keadaan  baru)  
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yang  dimaksud  dalam  Pasa l  263  (2 )  a  dar i  novum a  

quo  maka  seyogyanya  mempert imbangkan  dan  

menganal i s i s  unsur  pidana  yang  dipersoa l - kan  secara  

subs tans ia l  da lam perkara  in i ,  

Menimbang,  bahwa atas  alasan- alasan  te rsebu t  Mahkamah 

Agung berpendapat  :

mengenai  a lasan- alasan  te rsebu t  :

Bahwa  kebera tan - kebera tan  Pemohon  Penin jauankembal i  

t i dak  dapat  d ibenarkan ,  karena  t i dak  te rdapa t  adanya  

kekeke l i r u an  atau  kekh i l a f an  Hakim,  karena  Terp idana  te l ah  

te rbuk t i  menyalah  gunakan  wewenangnya  sebaga i  Ketua  DPRD 

Kota  Magelang ,  ya i t u  melanggar  Perda  No.  8  Tahun  2001  

ten tang  Kedudukan  Keuangan DPRD Kota  Magelang ,  yang  di rubah  

menjad i  Perda  No.  11  Tahun  2003  jo  Perda  No.  12  Tahun  

2003 ;

Bahwa te rnya ta  penggunaan  Pos  Dana Penunjang  Kegia tan  

DPRD Kota  Magelang ,  t i dak  sesua i  dengan  keten tuan  atau  

tu j uan  penggunaannya ,  anta ra  la i n  :

- Pos dana penun jang  keg ia tan .

- Pos paka ian  dinas .

- Pos biaya  pend id i kan .

- Pos per ja l anan  dinas /kun jungan  ker ja .

Dar i  anggaran  be lan ja  DPRD Magelang  Tahun  2003  Terdakwa  

te l ah  menikmat i  Rp 308.797 .800 , -  ( t i ga  ra tus  de lapan  ju t a  

tu j uh  ra tus  sembi lan  pu luh  tu j uh  r i bu  delapan  ra tus  

rup iah ) ;

Bahwa  se la i n  i t u ,  bukt i  baru  (novum)  sebaga imana  

disebu tkan  dalam memor i  pen in j auan  kembal i  bukan  merupakan  

bukt i  baru  dan t i dak  bers i f a t  menentukan ;

Bahwa  dengan  demik ian  alasan- alasan  te rsebu t  t i dak  

dapat  d ibenarkan ,  o leh  karena  t i dak  te rmasuk  dalam  sa lah  

satu  alasan  pen in jauan  kembal i  sebaga imana  yang  dimaksud  

dalam  Pasa l  263  ayat  (2 )  huru f  a,  b  dan  c   Undang- undang  

No.  8 Tahun 1981 ten tang  KUHAP ;

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian ,  berdasarkan  Pasa l  

266 ayat  (2 )  a KUHAP permohonan  pen in jauan  kembal i  te rsebu t  
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t i dak  bera lasan ,  karena  i t u   harus  di t o l a k  dan putusan  yang  

dimohonkan  pen in jauan  kembal i  te rsebu t  d inya takan  te tap  

ber l aku  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  permohonan  pen in jauan  

kembal i   d i t o l ak ,  maka  biaya  perkara  da lam  pemer iksaan  

pen in jauan  kembal i  d ibebankan  kepada  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i  ;

Memperhat i kan  Undang- undang  No.  48 Tahun 2009,  Undang-

undang  No.  8 Tahun  1981  dan  Undang- undang  No.14  Tahun  1985  

sebaga imana   te lah  diubah  dengan  Undang- undang  No.  5 Tahun  

2004  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang- undang  No.  3  Tahun  

2009  ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

bersangku tan ;   

M E N G A D I  L I

Menolak  permohonan  pen in jauan  kembal i  dar i  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i / Te rp i dana  :  TRI  DJOKO MINTO NUGROHO bin  

SUDIRNO HADI RUMEKSO te r sebu t ;

Menetapkan  bahwa  putusan  yang  d imohonkan  pen in j auan  

kembal i  te rsebu t  te tap  ber laku  ;

Membebankan  Pemohon Penin jauan  Kembal i  untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam   pemer iksaan  pen in jauan  kembal i  in i  

sebesar  Rp.  2.500 ,  -  (dua  r ibu  l ima  ra tus  rup iah )  ;

Demik ian lah  dipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung  pada  har i  Rabu  tangga l  20  Apr i l  2011  oleh  

DR.  HARIFIN  A.  TUMPA,SH. ,M.H. ,  Hakim Agung  yang  di t e t apkan  

oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  H.  

DIRWOTO,  SH. ,  dan  DJAFNI  DJAMAL,SH. ,   Hakim- hak im  Agung  

sebaga i  Anggota  dan  d iucapkan  dalam  s idang  te rbuka  untuk  

umum pada  har i  i t u  juga  oleh  Ketua  Maje l i s  dengan  dihad i r i  

o leh  Anggota - Anggota  te rsebu t  dan  d iban tu  oleh  PRI  PAMBUDI 

TEGUH,SH. ,M.H. ,  Pani te ra  Penggant i  dan  t i dak  dihad i r i  o leh  

Pemohon Kasas i /Te rp i dana  dan Jaksa /  Penuntu t  Umum .

Anggota - anggota ,  
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K  e  t    u a,

Ttd /  H.  DIRWOTO, SH.                          Ttd /  DR. 

HARIFIN  A.  TUMPA,SH. ,M.H .

Ttd /DJAFNI  DJAMAL,SH.

Pani te ra  Penggant i

                            Ttd /PRI  PAMBUDI 

TEGUH,SH. ,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R. I

a.n .  Pani te r a
Pani te ra  Muda Pidana  Khusus

  

SUNARYO,SH.MH.
NIP.040 .044 .338

Hal .  141 dar i  100 hal .  Put .  No.  174 
PK/Pid .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 141


